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ABSTRAK 
 
 Dias Nilasari, Nomor Pokok E121 13 026,Program Studi Ilmu 
Pemerintahan, DepartemenIlmu Politik dan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu 
Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin, dengan judul “Analisis Peran 
Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan Masyarakat Pesisir di Desa 
Wewangriu Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur” Dibawah Bimbingan Dr. 
H. Rasyid Thaha M.Si dan A. Murfhi, S.Sos, M.Si. 
 Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang Peran 
Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan Masyarakat Pesisir di Desa 
Wewangriu Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur dan faktor apa sajakah 
yang menjadipenghambat dan pendukung. Tipe penelitian yang digunakan 
adalah deskriptif. Pengumpulan data dilakukan menggunakan teknik observasi, 
wawancara, dan studi literatur. Data dikumpulkan dari berbagai sumber hingga 
didapatkan data yang cukup. Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis secara 
kualitatif melalui pengorganisasian data, menjabarkan kedalam unit-unit, 
menyususn kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan 
dipelajari, menguraikan dalam bentuk kata dan kalimat, dan selanjutnya 
membuat kesimpulan. 
 Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan masyarakat 
pesisir di Desa Wewangriu Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur sudah 
berjalan sesuai dengan perencanaan pemerintah daerah namun didalam 
pemberdayaan masyarakat pesisir di Desa Wewangriu masih terdapat berbagai 
hambatan diantaranya anggaran yang masih terbilang minim dan masih 
rendahnya kualitas sumber daya manusia sehingga menghambat laju 
pemberdayaan masyarakat yang ada di Desa Wewangriu Kecamatan Malili 
Kabupaten Luwu Timur. 
 
Kata Kunci:Analisis, Peran Pemerintah Daerah, Pemberdayaan Masyarakat 
Pesisir 
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ABSTRACT 
 Dias Nilasari, Principal Number E121 13 026, Government Study 
Program, Departement of Political Sience and Administration, Faculty of Social 
and Political Sciences, University of Hasanuddin, thesis titled “Analysis the role 
of Local Government in Coastal Community Empowernment in Rural 
Wewangriu Malili District East Luwu Regency. Under the Guidance of Dr. H. 
Rasyid Thaha and A. Murfhi, S.Sos, M.Si. 
This study aims to provide an overview of the role of local government in 
Coastal Community Empowerment in Rural Wewangriu Malili District and the 
East Luwu regency What are some of the factorsinhibitors and supporters. This 
type of research is descriptive. Data is collected using observation, interview, 
and literature study. Data were gathered from various sources to obtain 
sufficient data. The data were then analyzed qualitatively through organizing 
data, describe into the units, rearrange into a pattern, choose what is important 
and that will be studied, describes in the form of words and sentences, and then 
make conclusions. 
 It can be concluded that the empowerment of coastal communities in 
Rural Wewangriu Malili District East Luwu Regency is going according to the 
regional government planning but in the empowerment of coastal communities 
in the village Wewangriu there are still many obstacles such as the budget is 
still fairly minimal and the low quality of human resources that hamper the pace 
community development in the village Wewangriu Malili District East Luwu 
Regency. 
 Keywords: Analysis, the Role of Local Governments, Coastal 
Community Empowerment. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
1.1 Latar Belakang Penelitian 
Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki 
17.508 pulau dengan panjang garis pantai 81.000 km, memiliki potensi 
sumberdaya pesisir dan lautan yang sangat besar (Bengen, 2001). Luas 
wilayah perairan Indonesia se-besar 5,8 juta km2 yang terdiri dari 3,1 juta km2 
Perairan Nusantara dan 2,7 km2 Perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia 
(ZEEI) atau 70 persen dari luas total Indonesia. Besarnya potensi sumber daya 
kelautan Indonesia tersebut, potensi sumber daya ikan laut di seluruh perairan 
Indonesia (tidak termasuk ikan hias) diduga sebesar 6,26 juta ton per tahun, 
tercermin dengan besarnya keanekaragaman hayati, selain potensi budidaya 
perikanan pantai di laut serta pariwisata bahari (Budiharsono S., 2001). Di lain 
sisi, jumlah penduduk yang meningkat cepat beserta intensitas 
pembangunannya, sumberdaya alam di daratan sudah mulai menipis dan 
dengan kenyataan bahwa 60 % dari penduduk Indonesia (kira-kira 185 juta 
jiwa) yang dianggap tinggal di daerah pesisir, tidaklah mengherankan bahwa 
lingkungan pesisir dan laut menjadi pusat pemanfaatan sekaligus pengrusakan 
yang tingkatnya sudah cukup parah untuk beberapa daerah tertentu 
(Anonimous, 1996). 
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Perairan pesisir adalah daerah pertemuan darat dan laut, dengan batas 
darat dapat meliputi bagian daratan, baik kering maupun terendam air yang 
masih mendapat pengaruh sifat-sifat laut, seperti angin laut, pasang surut, dan 
intrusi air laut. 
Defenisi wilayah seperti diatas memberikan suatu pengertian bahwa 
ekosistem perairan pesisir merupakan ekosistem yang dinamis dan mempunyai 
kekayaan habitat beragam, di darat maupun di laut serta saling 
berinteraksi.Selain mempunyai potensi besar wilayah pesisir juga merupakan 
ekosistem yang mudah terkena dampak kegiatan manusia. Umumnya kegiatan 
pembangunan secara langsung maupun tidak langsung berdampak merugikan 
terhadap ekosistem perairan pesisir (Dahuri,2004). 
Modernisasi perikanan awal tahun 1980-an berlangsung pada orientasi 
produktivitas, melahirkan berbagai perubahan penting di bidang sosial ekonomi, 
dan ekologi pada masyarakat dan kawasan pesisir dan laut seiring 
pertumbuhan produktivitas tangkapan dan budidaya perairan, masalah-masalah 
sosial dan lingkungan pun bermunculan dan belum bisa terselesaikan secara 
tuntas. 
Persoalan pembangunan masyarakat pesisir dapat dikategorikan 
menjadi tiga, yaitu : 
1) Masalah sosial yang mencakup isu kemiskinan, kesenjangan sosial, dan 
konflik sosial nelayan; 
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2) Masalah lingkungan yang mencakup isu kerusakan ekosistem pesisir-
laut, pulau-pulau kecil, dan kelangkaan sumberdaya perikanan (Peraturan 
Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 22 tahun 2011 tentang Pengelolaan 
Wilayah Pesisir dan Laut); 
3) Masalah modal pembangunan yang mencakup isu pengelolaan 
sumberdaya yang belum optimal dan masalah surutnya peranan ekonomi desa 
nelayan beserta tradisi maritimnya. 
Sebagai negara yang terdiri atas kepulauan terbesar di dunia, pastinya 
pelayanan oleh pemerintah pusat terhadap seluruh wilayah yang ada di 
Indonesia sangat memiliki banyak kendala, yang berefek kepada disintegrasi 
bangsa, kemiskinan, ketidakmerataan pembangunan, rendahnya kualitas 
hidup masyarakat, dan minimnya pembangunan sumber daya manusia (SDM), 
dan lambannya angka kesejahteraan masyarakat. Maka dari itu, untuk 
mentaktisi seperti yang disebutkan di atas, maka pemerintah pusat mengambil 
sebuah kebijakan yang dikenal dengan Otonomi Daerah. 
Dalam otonomi daerah yang terdiri atas Undang-Undang Nomor 23 
tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dan Undang-Undang Nomor 33 
tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah, bahwa daerah 
diberikan hak dan wewenang untuk mengatur dan mengurus daerahnya 
masing-masing sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh daerah untuk 
dikembangkan, sebagai konsekuensi dari pelaksanaan otonomi daerah.Untuk 
itu, pemerintah daerah diharapkan memiliki kemampuan mengidentifikasi dan 
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mengelola potensi-potensi yang ada di daerahnya, untuk dimanfaatkan secara 
efektif dan efisien guna terselenggaranya aktifitas pembangunan dalam rangka 
peningkatan kualitas hidup masyarakat dan daerahnya. Dengan demikian 
pemerintah daerah berkewajiban secara konsisten mengelola potensi-potensi 
yang bisa dikembangkan,salah satunya adalah pengembangan dan 
pengelolaan di wilayah pesisir, yang diharapkan dapat meningkatkan 
pendapatan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, bangsa dan 
Negara. 
Kabupaten Luwu Timur sebagai Kabupaten yang mempunyai garis 
pantai terpanjang di Sulawesi Selatan, dengan panjang 118 km (4 Kecamatan, 
11 Desa) yang terletak  di Teluk Bone. Salah satu Kecamatan yang ada di 
Kabupaten Luwu Timur yaitu Kecamatan Malili, yang merupakan salah satu 
kecamatan dengan luas wilayah 921,20 km2, dan merupakan kecamatan yang 
menjadi ibukota Kabupaten Luwu Timur. Kecamatan Malili berbatasan dengan 
Kecamatan Nuha di sebelah utara, Kecamatan Nuha dan Towuti di sebelah 
timur, sebelah selatan berbatasan dengan Teluk Bone dan Provinsi Sulawesi 
Tenggara, dan di sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Angkona dan 
Teluk Bone. Kecamatan Malili terdiri dari 13 desa/kelurahan yang seluruhnya 
berstatus desa defenitif dan 2 UPT. Wilayah Kecamatan Malili sebagian wilayah 
merupakan daerah pesisir, karena 6 dari 15 desanya merupakan wilayah pantai 
dan 9 desa merupakan wilayah bukan pantai dan hampir 10% penduduknya 
mendiami yang mata pencahariannya sebagai nelayan dan petani tambak. Hal 
5 
 
ini terbukti bahwa di salah satu Desa yang ada di Kecamatan Malili yaitu Desa 
Wewangriu merupakan salah satu Desa yang merupakan wilayah pesisir yang 
penduduknya mayoritas bermatapencaharian sebagai Nelayan. 
Di Desa Wewangriu ini, masih terkenal sebagai Desa tertinggal karena 
mayoritas penduduknya masih sangat awam. Hal ini terbukti dari kebiasaan 
para masyarakatnya, yakni sebagian dari mereka banyak yang mencuci, mandi, 
bahkan buang air di pinggiran pantai karena di rumah mereka belum ada 
toilet/kamar mandi, jalanan akses untuk masuk kesanapun masih belum bagus 
karena jalanannya belum semua di aspal, masih berupa batu-batuan dan tanah 
merah. Ditambah lagi dengan adanya limbah perusahaan PT.Vale yang 
mewabah di Desa ini yang membuat mereka susah untuk mendapatkan air 
bersih. 
Bagi masyarakat nelayan di Desa Wewangriu, jaringan sosial merupakan 
salah satu potensi budaya yang dapat dimanfaatkan secara kreatif untuk 
menghadapi tekanan ekonomi meski bukan untuk mengatasi berbagai kesulitan 
sosial ekonomi rumah tangga nelayan secara mendasar.Hal ini dikarenakan, 
faktor penyebab kesulitan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dikalangan 
masyarakat nelayan tersebut sangatlah kompleks.Untuk itu diperlukan usaha 
pemberdayaan nelayan untuk peningkatan kesejahteraan melalui peningkatan 
pendapatan. 
Kegagalan dan keberhasilan pembangunan dan pemberdayaan 
masyarakat ditentukan oleh kemampuan semua pihak yang terlibat dalam 
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proses pengembangan masyarakat untuk memahami realitas masyarakat dan 
lingkungan sistem kepercayaan dan sistem nilai masyarakat tentang arti 
perubahan dan arti masa depan, dan mindscape masyarakat akan menentukan 
keberhasilan suatu program atau proyek pengembangan dan memberdayakan 
masyarakat. Agar masyarakat sungguh terlibat di dalam setiap proses 
pengubahan, pola komunikasi yang digunakan haruslah yang hidup serta 
berakar dimasyarakat.  
Walaupun upaya pemberdayaan masyarakat tidaklah mudah dilakukan 
untuk mencapai hasil optimal, namun atmosfir otonomi daerah dan keterbukaan 
politik akan memberikan harapan terhadap upaya meningkatkan kapasitas 
keberdayaan masyarakat, khususnya bagi masyarakat dikawasan pesisir 
sebagai subjek. 
Bertolak dari latar diatas kemudian keinginan penulis untuk 
mengelaborasi lebih jauh mengenai pemberdayaan  masyarakat terutama  
dalam pengembangan ekonomi kerakyatan di dalam pemberdayaan 
masyarakat pesisir di daerah. Dengan mengangkat judul penelitian “Analisis 
Peran Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan Masyarakat Pesisir di 
Desa Wewangriu Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur”, menjadi 
pijakan awal dari sebuah penelaan lebih lanjut menuju sebuah pembangunan 
di daerah yang lebih memperhatikan kondisi sumber daya alam (SDA) dan 
sumber daya manusia (SDM) demi tercapainya kesejahteraan yang optimal 
dan berkelanjutan. 
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1.2  Rumusan Masalah 
Adapun masalah pokok yang diangkat oleh peneliti dalam penelitian 
dapat dirumuskan sebagai berikut: 
a) Bagaimanakah analisis peran pemerintah daerah dalam pemberdayaan 
masyarakat pesisir di Desa Wewangriu Kecamatan Malili Kabupaten 
Luwu Timur? 
b) Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pemberdayaan masyarakat 
pesisir di Desa Wewangriu Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur? 
1.3 Tujuan Penelitian 
Sesuai rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian adalah : 
a) Untuk mengetahui analisis peran pemerintah daerah dalam  
pemberdayaan masyarakat pesisir di Desa Wewangriu Kecamatan Malili 
Kabupaten Luwu Timur. 
b) Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi pemberdayaan 
masyarakat pesisir di Desa Wewangriu Kecamatan Malili Kabupaten 
Luwu Timur. 
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1.4  Manfaat Penelitian 
Adapun manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai 
berikut : 
a) Manfaat akademis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan 
kajian dan menjadi salah satu sumbangsih pemikiran ilmiah dalam 
pengembangan ilmu pengetahuan, terkhusus pada pengembangan ilmu 
pemerintahan. 
b) Manfaat praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan 
informasi bagi pemerintah kabupaten/kota. Dalam hal ini dapat menjadi 
masukan bagi pemerintah daerah Kabupaten Luwu Timur dalam melihat 
serta mengolah potensi-potensi daerah khususnya wilayah pesisir yang 
selama  ini masih terbelakang serta hanya bergantung pada kondisi alam 
semata. 
c) Manfaat Teoritis, penelitian ini dapat merupakan sebagai salah satu alat 
dalam menganalisis suatu masalah sosial dalam bentuk pengetahuan 
dan juga sebagai bahan yang digunakan untuk menambah keberagaman 
wawasan ilmu pemerintahan dalam smenangani permasalahan sosial 
terkhusus pada wilayah pesisir. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
Tinjauan pustaka merupakan uraian tentang teori-teori yang digunakan 
untuk menjelaskan masalah penelitian sekaligus juga menjadi landasan teori 
dalam penelitian, agar dapat diketahui bagaimana hubungan dan dimana posisi 
pengetahuan yang telah ada, perlu adanya ulasan terhadap bahan-bahan 
pustaka yang relevan dengan topic masalah yang diangkat untuk 
memungkinkan pembaca meningkatkan cakrawalanya dari segi tinjauan dan 
hasil penelitian. 
2.1  Tinjauan Tentang Analisis 
Dalam linguistik, analisis atau analysis (analisa) adalah studi tentang 
bahasa untuk memeriksa secara mendalam struktur bahasa. Sedangkan 
kegiatan laboratorium, kata analisis atau analisa dapat juga berarti kegiatan 
yang dilakukan di laboratorium untuk memeriksa zat dalam sampel. Namun, 
dalam perkembangannya, penggunaan analisis kata atau analisis akademis 
sorotan, terutama di kalangan ahli bahasa. Penggunaan yang harus analisis. 
Hal ini karena analisis kata adalah kata pinjaman dari bahasa asing (Inggris) 
adalah analisis. 
Analisis merupakan salah satu hal yang penting dalam menentukan 
suatu kebijakan, sebab dalam pelaksanaan dan penentuan suatu kebijakan 
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tanpa adanya suatu analisis, maka tolak ukur dalam menentukan tingkat 
keberhasilannya tentunya akan sangat sulit menilainya. 
Menurut Ensiklopedi Wikipedia analisis merupakan proses pemecahan 
masalah yang kompleks menajdi sub-sub permasalahan agar lebih mudah 
dimengerti. 
Menurut Harahap analisis adalah memecahkan atau menguraikan 
sesuatu unit menjadi berbagai unit terkecil. 
Menurut Wiradi analisis merupakan sebuah aktivitas yang memuat 
kegiatan memilah, mengurai, membedakan sesuatu untuk digolongkan dan 
dikelompokkan menurut kriteria tertentu lalu dicari,  ditaksir makna dan 
kaitannya. 
Menurut Dwi Prastowo Darminto analisis diartikan sebagai pengurai 
suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaan bagian itu sendiri, serta 
hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan 
pemahaman arti keseluruhan. 
Menurut Komaruddin analisis merupakan suatu kegiatan berfikir untuk 
menguraikan suatu keseluruhan menjadi komponen sehingga bisa mengenal 
tanda-tanda komponen, hubungan suatu dengan yang lain dan fungsi masing-
masing dalam suatu keseluruhan yang terpadu. 
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2.2 Tinjauan Tentang Peran 
Peran dapat didefenisikan sebagai tindakan atau akal yang ditampilkan 
oleh individual ataupun suatu kelompok sosial (secara kolektif) dalam suatu 
kondisi tertentu.Hal ini searah dengan Polak Wirutomo (1995:39) menyatakan 
bahwa peran (role zet) adalah suatu rangkaian kegiatan yang menonjol yang 
dilakukan seseorang atau sekelompok orang dalam terjadinya sesuatu hal. 
Dalam kamus bahasa Indonesia menyebutkan pengertian peran adalah : 
a. Peran adalah pemain yang diandalkan dalam sandiwara maka ia adalah 
pemain sandiwara atau pemain utama. 
b. Peran adalah bagian yang dimainkan oleh seorang pemain dalam 
sandiwara, ia berusaha bermain dengan baik dalam semua peran yang 
diberikan. 
c. Peran adalah bagian dari tugas utama yang harus dilaksanakan. 
Peran merupakan aspek yang dinamis dalam kedudukan (status) 
terhadap sesuatu.Apabila seseorang melakukan hak dan kewajibannya 
sesuai dengan kedudukannya, maka iamenjalankan suatu peran 
(Soeharto 2002, Soekamto 1984:237). Analisis terhadap perilaku 
peranan dapat dilakukan melalui tiga pendekatan, yaitu : 
a. Ketentuan peranan 
b. Gambaran peranan 
c. Harapan peranan 
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Ketentuan peranan adalah pernyataan formal dan terbuka tentang 
perilaku yang harus ditampilkan oleh seseorang dalam membawa 
perannya.Gambaran peranan adalah suatu gambaran tentang perilaku yang 
secara actual ditampilkan seseorang dalam membawakan perannya.Dari 
berbagai pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan mengenai pengertian 
peranan dalam hal ini peran pemerintah dalam melaksanakan fungsi dan 
tujuannya dalam pelayanan, pembangunan, pemberdaya, dan pengatur 
masyarakat. 
Seperti yang telah dikemukakan oleh Sarjono Soekamto bahwa peranan 
adalah merupakan aspek dinamis dari kedudukan apabila seseorang 
melaksanakan hal-hal serta kewajiban sesuai dengan kedudukannya maka ia 
telah melakukan sebuah peranan. 
Peran adalah suatu pola tindakan sebagai respon yang ditampilkan oleh 
seseorang atau sekelompok orang, dimana tindakan ini membawa suatu efek 
atau dampak. Senada dengan pandangan diatas, Koenjaraningrat dalam 
Saragih (199;172) berpendapat bahwa peran adalah ciri khas yang ditampilkan 
atau dipentaskan oleh individual dalam kedudukannya. Selanjutnya peran 
dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku yang teratur, yang ditimbulkan 
karena suatu jabatan tertentu atau karena adanya suatu organisasi. 
Merton, dalam Saragih (1990 : 32) berpendapat bahwa peran yang 
dimainkan seseorang akan mencakup beberapa hal, yaitu : (1) posisi dan status 
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seseorang di dalam struktur sosial tertentu, (2) persepsi bagaimana seseorang 
dalam memandang peranannya, dan (3) tata cara memainkannya dan berbagai 
harapan yang muncul dalam masyarakat terhadap peran yang dimainkan. 
Amstrong (2003:97) menyatakan bahwa pengertian analisis peran dan 
lebih luas dibandingkan dengan ruang lingkup pengertian analisis pekerjaan, 
meskipun analisis peran dan analisis pekerjaan keduanya bertumpu pada titik 
yang sama, yaitu penentuan tujuan dan keseluruhan peran yang menyebabkan 
kedua analisis diproses dengan menjabarkan tujuan dan keseluruhan peran ke 
dalam unsure-unsur utama. 
Menilik dari beberapa pernyataan mengenai peranan diatas tergambar 
bahwa peranan menyangkut pelaksanaan sebuah tanggung jawab seseorang 
atau organisasi untuk berprakarsa dalam tugas dan fungsinya. 
Peran adalah kelengkapan dari hubungan berdasarkan peran yang 
dimiliki oleh orang karena menduduki status-status sosial khusus. Selanjutnya 
dikatakan bahwa di dalam peranan terdapat dua macam harapan, yaitu : 
pertama, harapan-harapan dari masyarakat terhadap pemegang peran atau 
kewajiban-kewajiban dari pemegang peran, dan kedua harapan-harapan yang 
dimiliki oleh pemegang peran terhadap masyarakat atau terhadap orang-orang 
yang berhubungan dengannya dalam menjalankan peranannya atau kewajiban-
kewajibannya. 
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 Dalam pandangan David Berry, peranan-peranan dapat dilihat sebagai 
bagian dari struktur masyarakat sehingga struktur masyarakat dapat dilihat 
sebagai pola-pola peranan yang saling berhubungan. Identitas peran, terdapat 
sikap tertentu dan perilaku actual yang konsisten dengan sebuah peran, dan 
yang menimbulkan identitas peran (role identify). Orang memiliki kemampuan 
untuk berganti peran dengan cepat ketika mereka mengenali terjadinya situasi 
dan tuntutan yang secara jelas membutuhkan perubahan besar. 
Teori Peran Menurut Para Ahli 
- Peran menurut Soekanto (2009:212-213) adalah proses dinamis 
kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan 
kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu 
peranan. Perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah untuk 
kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tidak dapat dipisahkan karena 
yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya. 
- Sedangkan menurut Merton (dalam Raho 2007:67) mengatakan bahwa 
peranan didefenisikan sebagai pola tingkah laku yang diharapkan 
masyarakat dari orang yang menduduki status tertentu. Sejumlah peran 
disebut sebagai perangkat peran (role-set). Dengan demikian perangkat 
peran adalah kelengkapan dari hubungan-hubungan berdasarkan peran 
yang dimiliki oleh orang karena menduduki status-status social khusus. 
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Selanjutnya Menurut Dougherty & Pritchard tahun 1985 (dalam Bauer 2003 : 
55) teori peran ini memberikan suatu kerangka konseptual dalam studi perilaku 
di dalam organisasi. Mereka menyatakan bahwa peran itu “melibatkan pola 
penciptaan produk sebagai lawan dari perilaku atau tindakan” (h.143). 
2.3 Tinjauan Tentang Pemerintah Daerah 
Secara etimologi kata pemerintah berasal dari kata “perintah”yang 
kemudian mendapat imbuhan “pe” menjadi kata “pemerintah” yang berarti 
badan atau organ elit yang melakukan pekerjaan mengurus suatu Negara. 
Sedangkan dalam arti sempit pemerintah berarti perkumpulan orang yang 
memiliki kebijakan tersendiri mengelola, memanage, serta mengatur jalannya 
suatu proses atau sistem pemerintahan. Atau dapat juga berarti sekumpulan 
orang yang secara bersama-sama memikul tanggung jawab terebatas untuk 
menggunakan kekuasaan. 
Secara emilogis dapat diartikan sebagai “tindakan yang terus dan 
menerus (kontinu) atau kebijaksanaan dengan menggunakan suatu rencana 
maupun akal (rasio) dan tata cara tertentu untuk mencapai tujuan tertentu yang 
dikehendaki (E. Utrecht, 1986 :28). 
Dalam kata dasar “perintah” paling sedikit ada empat unsure penting 
yang terkandung di dalamnya, yaitu sebagai berikut : 
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a. Ada dua pihak yang memerintah disebut pemerintah dan yang 
diperintah disebut rakyat atau masyarakat. 
b. Pihak yang memerintah memiliki kewenangan dan legitimasi untuk 
mengatur dan mengurus rakyatnya. 
c. Hak yang diperintah memiliki keharusan untuk taat kepada 
pemerintah yang sah. 
d. Antara pihak yang memerintah dengan yang diperintah terdapat 
hubungan timbal balik secara vertikal maupun horizontal. 
Di beberapa Negara, antara pemerintah dan pemerintahan tidak 
dibedakan. Inggris menyebutnya government dan Prancis menyebutnya 
government, keduanya berasal dari perkataan latin gubernacalum dalam 
bahasa Arab hukumat, di Amerika disebut dengan Administration, sedangkan 
Belanda regering sebagai penggunaan kekuasaan Negara oleh yang 
berwenang untuk menentukan keputusan dan kebijaksanaan. Hal ini dilakukan 
dalam rangka mewujudkan tujuan Negara, sebagai pengguna menetapkan 
perintah-perintah. 
Menurut Samuel Edward Finer (Syafi‟ie 2004 : 5) dalam bukunya yang 
terkenal Comparative Government, mengatakan bahwa pemerintah harus 
mempunyai kegiatan yang terus menerus (process), harus mempunyai Negara 
tempat kegiatan itu berlangsung (state), mempunyai pejabat pemerintah (the 
duty) dan mempunyai cara, metode, sertta sistem (manner, method, and 
system) terhadap rakyatnya. 
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Bintoro Tjokroamidjojo dalam bukunya pengantar Ilmu Administrasi 
Pembangunan (1985:17 calam Syafi‟ie 2004:6-7) menyebutkan pula peranan 
dan fungsi pemerintah sebagai berikut . 
 
Perencanaan serta fungsi terhadap pembangunan masyarakat 
tergantung pada beberapa hal : 
“ Yang pertama adalah filsafat hidup kemasyarakatan dan politik masyarakat. 
Ada Negara yang memberikan kebebasan yang cukup besar kepada anggota 
masyarakatnya untuk menumbuhkembangkan masyarakat, sehingga 
pemerintah diharapkan tidak terlalu banyak campur tangan dalam kegiatan 
masyarakat.Pada masa lampau dalam bentuk ang eksterm, hal ini didukung 
oleh filsafat kemasyarakatan Laissez Faire.Namun, ada pula Negara yang 
filsafat hidupnya menghendaki Negara dan pemerintah memimpin serta 
menguras segala sesuatu dalam kehidupan masyarakatnya, seperti filsafat 
politik tradisionalis. Hal ini berkaitan dengan suatu pandangan bahwa 
pemerintah sebagai pemegang mandate untuk mengusahakan kepentingan 
dan keadilan dalam masyarakat secara keseluruhan, ini perlu dinyatakan dan 
tetap memperhatikan kepentingan golongan ekonomi lemah”. 
 Penyelenggara urusan pemerintahan dibagi berdasarkan criteria 
eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi dengan memperhatikan keserasian 
hubungan antar pemerintah dan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan 
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bangsa dari segala aspek. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan 
pemerintah daerah, yang diselenggarakan berdasarkan kriteria di atas dan 
telah menjadi salah satu fungsi sebuah pemerintahan.Salah satu fungsi 
pemerintah daerah meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan 
berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan 
kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan. 
Franklin D Rosevelt, Rasyid dalam Muhadam (2006) mengemukakan 
bahwa untuk mengetahui suatu masyarakat, maka lihatlah pemerintahannya. 
Artinya fungsi-fungsi pemerintah yang dijalankan pada saat tertentu akan 
menggambarkan kualitas pemerintah itu sendiri. Jika pemerintah dapat 
menjalankan fungsinya dengan baik tugas pokok selanjutnya adalah 
bagaimana pelayanan dapat membuahkan keadilan, serta pemberdayaan yang 
membuahkan kemandirian. 
 Dalam pandangan lain, pemerintah adalah “segenap alat perlengkapan 
Negara atau lembaga-lembaga kenegaraan yang berfungsi sebagai alat untuk 
mencapai tujuan Negara” (Muhadam;2006, Ndraha, 1997;1). Apapun yang 
dilakukan pemerintah adalah dalam rangka melaksanakan tugas Negara 
sehingga pemerintah sering kali disebut sebagai representasi 
Negara.Pemerintah merupakan satu-satunya lembaga yang pada tingkat 
tertentu mampu menjaga dan menjamin sistem ketertiban dan penyediaan 
sarana dan prasarana sosial yang dibutuhkan oleh masyarakat bagi 
kepentingan aktivitas sosialnya. 
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 Menurut E.S. Savas (1982 :58 dan 1987:62 dalam Budiarto dkk, 
2005:113), pelayanan pemerintah (government service) menunjuk pada 
penyediaan pelayanan oleh agen yang mempergunakan pegawai-pegawainya 
sendiri, dalam hal ini pemerintah bertindak sebagai penyedia pelayanan 
(service arranger) sekaligus penghasil pelayanan (service provider), selanjutnya 
tugass pokok pemerintah adalah bagaimana memberikan pelayanan dapat 
membuahkan keadilan, pemberdayaan yang membuahkan kemandirian, serta 
pembangunan yang menciptakan kemakmuran. 
Pemerintah memilliki dua fungsi dasar, yaitu fungsi primer (fungsi 
pelayanan) dan fungsi sekunder (fungsi pemberdayaan).Fungsi primer yaitu 
fungsi pemerintah sebagai provider jasa-jasa publik yang tidak dapat 
diprivatisasikan. Sementara itu, fungsi sekunder yaitu sebagai provider 
kebutuhan dan tuntutan yang diperintah akan barang dan jasa yang mereka 
tidak mampu penuhi sendiri karena masih lemah dan tak berdaya (powerless) 
termasuk penyediaan dan pembangunan sarana dan prasarana. 
Pemerintah Daerah merupakan salah satu alat dalam sistem 
penyelenggaraan pemerintahan.Pemerintah daerah ini merujuk pada otoritas 
administrative di suatu daerah yang lebih kecil dari sebuah Negara dimana 
Negara Indonesia merupakan sebuah Negara yang wilayahnya terbagi atas 
daerah-daerah Provinsi.Daerah Provinsi itu dibagi lagi atas daerah Kabupaten 
dan daerah Kota.Setiap daerah Provinsi, daerah Kabupaten, dan Daerah Kota 
mempunyai pemerintah daerah yang diatur dengan Undang-Undang. 
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Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah 
Daerah.Pemerintah Daerah merupakan kepala daerah sebagai unsure 
penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan 
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Sedangkan 
Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh 
pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas 
otonomi dan tugas pembantuan pembantuan dengan prinsip otonoi seluas-
luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia 
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 
Tahun 1945. 
Setiap pemerintah daerah dipimpin oleh Kepala Daerah yang dipilih 
secara demokratis. Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai 
Kepala Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota. Kepala Daerah 
dibantu oleh satu orang Wakil Kepala Daerah, untuk Provinsi disebut Wakil 
Gubernur, untuk Kabupaten disebut Wakil Bupati dan untuk Kota disebut 
Walikota. Kepala dan wakil kepala daerah memiliki tugas,wewenang dan 
kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah 
kepada Pemerintah, dan memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban 
kepada DPRD, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan 
pemerintahan daerah kepada masyarakat. 
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2.4 `  Tinjauan Tentang Pemberdayaan 
a. Konsep Pemberdayaan  
Istilah pemberdayaan (empowernment) muncul hampir bersamaan 
dengan adanya kesadaran pada perlunya partisipasi masyarakat dalam 
pembangunan. Diasumsikan bahwa kegiatan pembangunan itu seharusnya 
mampu merangsang proses kemandirian masyarakat (self sustaining proces). 
Tanpa partisipasi masyarakat, proses kemandirian terdebut tidak akan 
memperoleh kemajuan. 
Secara konseptual, pemberdayaan atau pemberkuasaan  
(empowernment), berasal dari kata power (kekuasaan atau keberdayaan). 
Karenanya, ide utama pemberdayaan bersentuhan dengan konsep mengenai 
kekuasaan. Kekuasaan sering kali dikaitkan dan dihubungkan dengan 
kemampuan individu untuk membuat individu melakukan apa yang diinginkan, 
terlepas dari keinginan dan minat mereka. Pemberdayaan menunjuk pada 
kemampuan orang atau kelompok masyarakat, khususnya kelompok rentan 
dan lemah sehingga mereka memiliki kekuatan atau kemampuan dalam : 
a. memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan 
(freedom), dalam arti bukan saja bebas mengemukakan pendapat 
melainkan bebas dari kelaparan, bebas dari kesakitan. 
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b. Menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka 
dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang-barang 
dan jasa yang mereka butuhkan. 
c. Berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan 
yang mempengaruhi mereka. 
Dengan demikian pemberdayaan masyarakat secara konseptual 
bersentuhan dengan konsep kekuasaan. Kekuasaan seringkali dikaitkan 
dengan kemampuan kita untuk membuat orang lain melakukan apa yang kita 
inginkan. Terlepas dari keinginan dan minat mereka. Sedangkan menurut Edi 
Suharto pemberdayaan menunjuk pada kemampuan orang khususnya 
kelompok rentan dan lemah sehingga mereka memiliki kekuatan atau 
kemampuan dalam : 
1. Memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan 
yang berarti mereka bebas dari kelaparan, bebas dari kebodihan dan 
bebas dari kesakitan. 
2. Menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka 
dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang dan 
jasa yang mereka perlukan. 
3. Berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan 
yang mempengaruhi mereka (Edi Suharto, 2005). 
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Menurut Suharto (1997:210-224) : 
1. Pemberdayaan bertujuan untuk meningkatkan kekuasaan orang-
orang yang lemah dan tidak beruntung (Lfe, 1995). 
2. Pemberdayaan adalah sebuah proses dengan mana orang menjadi 
cukup kuat untuk berpartisipasi dalam, berbagi pengontrolan atas, dan 
mempengaruhi terhadap, kejadian-kejadian serta lembaga-lembaga 
yang mempengaruhi kehidupannya. Pemberdayaan menekankan 
bahwa orang memperoleh keterampilan, pengetahuan, dan 
kekuasaan yang cukup untuk mempengqruhi kehidupannya dan orang 
lain yang menjadi perhatiannya (Parsons, et.al, 1994). 
3. Pemberdayaan menunjuk pada usaha pengalokasian kembali 
kekuasaan melalui pengubahan struktur sosial (Swiit dan Lewin, 
1987). 
4. Pemberdayaan adalah suatu cara dengan nama rakyat, organisasi, 
dan komunitas diarahkan agar mampu menguasai (atau berkuasa 
atas) kehidupannya (Rappaport, 1984). 
Menurut Lfe (1965:61-64) : 
Pemberdayaan menurut dua pengertian kunci yakni kekuasaan dan 
kelompok lemah. Kekuasaan disini diartikan bukan hanya menyangkut 
kekuasaan politik dalam arti sempit melainkan kekuasaan atau penguasaan 
klien atas : 
24 
 
1. Pilihan-pilihan personal dan kesempatan-kesempatan hidup : 
kemampuan dalam keputusan-keputusan mengenai gaya hidup, 
tempat tinggal dan pekerjaan. 
2. Pendefenisian kebutuhan : kemampuan menentukan kebutuhan 
selaras dengan aspirasi dan keinginannya. 
3. Ide atau gagasan : kemampuan mengespresikan dan 
menyumbangkan gagasan dalam suatu forum atau diskusi secara 
bebas dan tanpa tekanan. 
4. Lembaga-lembaga : kemampuan menjangkau, menggunakan dan 
mempengaruhi pranata-pranata masyarakat seperti lembaga 
kesejahteraan sosial, pendidikan, kesehatan. 
5. Sumber-sumber : kemampuan memobilisasi sumber-sumber formal, 
informal, dan kemasyarakatan. 
6. Aktivitas ekonomi : kemampuan memanfaatkan dan mengelola 
mekanisme produksi, distribusi, dan pertukaran barang dan jasa. 
Berdasarkan ketiga konsep di atas, maka dapat diartikan bahwa 
pemberdayaan adalah sebuah proses dan tujuan. Sebagai proses, 
pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan 
atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat termasuk individu-
individu yang mengalami masalah kemiskinan. Sedangkan untuk tujuan, maka 
pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh 
sebuah perubahan sosial yang telah direncanakan yaitu masyarakat yang 
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berdaya, memiliki kekuatan, atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan 
dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik maupun non fisik, 
seperti kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata 
pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan mandiri dalam 
melaksanakan tugas-tugas untuk kehidupannya. 
Pada bagian lain konsep dasar pemberdayaan menurut Sumadiningrat 
menyangkut tiga hal pokok, yakni : 
1. Pemberian atau pemihakan prioritas kepada yang memerlukan. 
2. Mempersiapkan masyarakat dalam upaya menyamakan kemampuan. 
3. Melindungi segala pelaku pembangunan khususnya masyarakat yang 
prioritas diberdayakan, (Sumadiningrat, 2000:10). 
Dari konsep tersebut dilihat bahwa setidaknya pemerintah daerah 
memiliki kewajiban untuk melaksanakan pemihakan kepada masyarakat yaitu 
memberikan posisi kepada masyarakat dengan kebutuhan yang diperlukan, 
mempersiapkan yang harus dilakukan dalam kerangka memberdayakan 
masyarakat, yaitu dengan mempersiapkan sumber daya manusia yang handal 
serta memberikan rasa yang aman dan nyaman kepada masyarakat sehingga 
dalam menjalani aktivitasnya masyarakat merasa terlindungi oleh pemerintah. 
Oleh karena itu maka dapatlah dikatakan bahwa pelaksanaan pemberdayaan 
masyarakat memerlukan mekanisme yang jelas dan dilaksanakan dengan 
sistematis melalui suatu organisasi yang baik dan tertata, sumber daya 
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manusia yang memadai disertai dengan ketersediaan dana yang cukup untuk 
menyelenggarakan manajemen yang tertata dengan baik. Adapun hakekat dari 
pemberdayaan masyarakat memiliki dua tujuan pokok yakni : 
1. Meningkatkan kemampuan yaitu pelaksanaan program pembangunan 
yang dapat meningkaatkan kondisi kehidupan masyarakat. 
2. Meningkatkan kemampuan masyarakat dengan memberikan 
kewenangan-kewenangan secara proporsional untuk membangun 
dirinya. 
b. Tahap-Tahap Pemberdayaan 
Menurut Sumodiningrat, Pemberdayaan tidak selamanya, melainkan 
dilepas untuk mandiri, meski dari jauh dijaga agar tidak jatuh lagi. Dilihat dari 
pendapat tersebut berarti pemberdayaan melalui suatu masa proses belajar, 
hingga mencapai status mandiri. Sebagaimana disampaikan dimuka bahwa 
proses belajar dalam rangka pemberdayaan akan berlangsung secara 
bertahap.  
Tahap-tahap yang harus dilalui tersebut adalah meliputi : 
1. Tahap penyadaran dan pembentukan perilaku menuju perilaku sadar 
dan peduli sehingga merasa membutuhkan peningkatan kapasitas 
diri. 
2. Tahap Transformasi kemampuan berupa wawasan pengetahuan, 
kecakapan, keterampilan agar terbuka wawasan dan memberikan 
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keterampilan dasar sehingga dapat mengambil peran di dalam 
pembangunan. 
3. Tahap Peningkatan kemampuan intelektual, kecakapan, keterampilan 
sehingga terbentuklah inisiatif dan kemampuan inovatif untuk 
mengantarkan pada kemandirian. 
c. Strategi dan Prinsip Pemberdayaan 
Parson et.al (1994:112-113) menyatakan bahwa proses pemberdayaan 
umumnya dilakukan secara kolektif. Menurutnya, tidak ada literature yang 
menyatakan bahwa proses pemberdayaan terjadi dalam relasi satu lawan satu 
antara pekerja sosial dank lien (masyarakat) dalam setting pertolongan 
perseorangan. 
Dalam konteks pekerjaan sosial pemberdayaan dapat dilakukan melalui : 
1. Asas Mikro, pemberdayaan melalui bimbingan tujuannya membimbing 
atau melatih masyarakat dalam menjalankan tugas-tugas kehidupan. 
Model yang sering disebut pendekatan yang berpusat pada tugas 
(task centered approach). 
2. Asas Mezzo, pemberdayaan dilakukan pada sekelompok klien 
(masyarakat), metode  ini dilakukan dengan menggunakan kelompok, 
media intervensi, tujuan meningkatkan kesadaran pengetahuan, 
keterampilan, dan sikap dalam menghadapi permasalahan. 
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3. Asas Mikro, pendekatan sistem besar (large system strategy) 
perumusan kebijakan, perencanaan sosial, aksi sosial, 
pengorganisasian masyarakat, manajemen konflik. Metode ini 
memandang klien sebagai orang memiliki kompetensi. 
Ada beberapa pendekatan yang dapat dilakukan untuk mencapai 
pembangunan masyarakat (Salman, 2005) antara lain : 
1. Pendekatan self help (menolong diri sendiri),masyarakat dapat 
meningkatkan dan memperbaiki kondisi sosialnya. Anggapan dalam 
pendekatan ini bahwa masyarakat dapat, akan, dan seharusnya 
berklaborasi dalam memecahkan masalahnya. 
2. Pendekatan technical assistance (bantuan teknis), bahwa struktur 
dapat mempengaruhi perilaku, anggapan dalam pendekatan ini yakni 
dengan memberikan bantuan teknis seperti teknologi, informasi, atau 
cara berfikir sehingga dapat saling bekerja sama dengan masyarakat. 
3. Pendekatan conflict (konflik), yakni masyarakat dipolarisasikan dalam 
bentuk kelompok-kelompok untuk kemudian mengembangkan dirinya 
dalam mendapatkan sumber daya dalam rangka memperbaiki kondisi 
ekonominya. 
d. Tujuan Pemberdayaan 
 Untuk mengetahui fokus dan tujuan pemberdayaan secara operasional, 
maka perlu diketahui berbagai indikator keberdayaan yang menunjukkan 
29 
 
seseorang itu berdaya atau tidak. Sehingga ketika sebuah program 
pemberdayaan sosial diberikan, segenap upaya dapat dikonsentrasikan pada 
aspek-aspek apa saja dari sasaran perubahan (misalnya: masyarakat kurang 
mampu) yang perlu dioptimalkan. Schuler, Hasmaeni dan Riley (Suharto,2004) 
mengembangkan delapan indicator, yang mereka sebut sebagai empowerment 
index atau indeks pemberdayaan. Keberhasilan pemberdayaan masyarakat 
dapat dilihat dari keberdayaan mereka yang menyangkut kemampuan ekonomi, 
kemampuan mengakses manfaat kesejahteraan, dan kemampuan cultural 
politis. Ketiga aspek tersebut dikaitkan dengan empat dimensi kekuasaan,  
yaitu : kekuasaan di dalam (power within), kekuasaan untuk (power to), 
kekuasaan atas (power over) dan kekuasaan dengan (power within). 
2.5  Tinjauan Tentang Masyarakat Pesisir 
 Masyarakat dapat diartikan dalam dua konsep, yaitu Mayo dalam 
Suharto, 2005:39) ; 
1. Masyarakat sebagai sebuah tempat bersama yakni sebuah wilayah geografi 
yang sama. 
2. Masyarakat sebagai kepentingan bersama yakni kesamaan berdasarkan 
kebudayaan dan identitas. 
Masyarakat dapat ditelaah dari dua sudut, yaitu sudut struktural dan 
sudut dinamikanya. Segi struktural dinamakan pada struktur sosial, yaitu 
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keseluruhan jalinan antara unsur-unsur sosial yang pokok yaitu kaidah-kaidah 
sosial, lembaga-lembaga sosial, kelompok-kelompok sosial serta lapisan-
lapisan sosial. Yang dimaksud dengan dinamika masyarakat adalah apa yang 
disebut sebagai proses sosial dan perubahan-perubahan sosial. Proses sosial 
diartikan sebagai pengaruh timbal balik antara berbagai segi kehidupan 
bersama. Dengan kata lain, proses sosial adalah cara berhubungan yang dapat 
dilihat apabila orang perorangan dan kelompok-kelompok manusia saling 
bertemu dengan menentukan sistem serta bentuk-bentuk hubungan tersebut 
atau apa yang terjadi apabila ada perubahan-perubahan yang nenyebabkan 
goyahnya cara-cara hidup yang telah ada. 
Menurut pedoman umum Departemen Kelautan dan Perikanan dalam 
rancangan Undang-Undang Pengelolaan Wilayah Pesisir Terpadu 
mendefenisikan wilayah pesisir kawasan peralihan yang menghubungkan 
ekosistem darat dan ekosistem laut yang terletak antara batas sempadan 
kearah darat sejauh pasang tertinggi ke arah laut. 
Sementara menurut Kay dan Alder pesisir adalah wilayah yang unik. 
Karena dalam konteks bentang alam, wilayah pesisir merupakan tempat 
bertemunya daratan dan lautan. Lebih jauh lagi, wilayah pesisir merupakan 
wilayah penting ditinjau dari berbagai sudut pandang perencanaan dan 
pengelolaan. 
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Ditinjau dari garis pantai, suatu masyarakat pesisir memiliki dua kategori 
batas, yakni: 
1. Sejajar dengan garis pantai 
2. Batas yang tegak lurus dengan garis pantai 
Defenisi di atas menunjukkan bahwa tidak terdapat garis batas yang 
nyata wilayah pesisir. Batas tersebut hanya berupa garis khayal yang letaknya 
ditentukan oleh kondisi dan situasi setempat. Di tempat yang landai, garis ini 
dapat berada jauh dari garis pantai atau sebaliknya untuk wilayah yang terjal.  
 Maka defenisi masyarakat pesisir adalah masyarakat yang bertempat 
tinggal di daerah antara pertemuan laut dengan darat, baik kering maupun 
terendam yang masih dipengaruhi oleh pasang surut air laut dan angin laut 
dengan sebagian besar penduduk daerah pesisir umunya memiliki mata 
pencaharian sebagai nelayan serta struktur masyarakat yang masih sederhana 
dan belum layak dimasuki oleh pihak luar. Hal ini dikarenakan baik budaya, 
tatanan hidup, dan kegiatan masyarakat pesisir relatif hidrogen dan masing-
masing individu merasa mempunyai kepentingan yang sama dan 
tanggungjawab dalam melaksanakan dan mengawasi hukum yang sudah 
disepakati bersama. 
Orang pesisir adalah raja dari kehidupan di wilayah pesisir dan 
laut.Mereka mengatur dan memanfaatkan sumberdaya yang ada di sekitarnya. 
Dipundak mereka sumberdaya pesisir dan laut diletakkan , ditangan mereka 
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nasib sumberdaya laut berada, berkat mereka fondasi ekonomi terbangun di 
Negara  ini dan karena mereka sebagian potensi sumberdaya perikanan berada 
diujung tanduk. Banyak orang berpendapat bahwa orang pesisir unik, khas dan 
berkarakter.Kondisi rilnya memang demikian.Karakteristik khas dan 
keunikannya terbangun dari kondisi alam dan aktivitas hidup mereka sehari-
hari. 
 Masyarakat pesisir terbentuk dari sebuah tatanan yang kokoh, sentrum  
budaya mengakar dalam prinsip-prinsip kehidupan dengan serambi kehidupan 
yang fundamental dan alamiah. Propaganda sosial melingkari denyut nadi 
peradaban, menyusun strata dan tirani, sehingga maju dalam sisi yang 
berbeda. 
 Kalau kita berkunjung atau berkeliling di wilayah pesisir bagian 
kepulauan, banyak hal yang bisa dijadikan pelajaran dalam hidup dan 
kehidupan kita sehari-hari.Orang pesisir adalah tangguh dan kuat, gigih dan 
bersemangat, mandiri dan bergotong royong.Orang pesisir memiliki semangat 
yang besar untuk mengail rejeki di pesisir dan laut. 
 Di bentangan pantai dan hamparan pulau-pulau di pelosok biru Sulawesi 
Selatan, tersebar sekumpulan orang yang berdiam dan bermukim 
disana.Tumpuan harapannya hanya dengan memanfaatkan sumber daya 
perikanan di sekitarnya.Mereka bercengkrama dengan kehidupan yang keras 
dan penuh dengan tantangan. Aplikasi kehidupannya bertumpuh pada satu 
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tujuan yaitu mengail sesuap nasi dalam bentangan laut nan biru. Tidak sedikit 
dari mereka harus merangkak untuk hidup dalam keterbelakangan, 
terpinggirkan, terisolasi dalam kehidupan modern, dan selalu eksis pada diri 
mereka sendiri.Meskipun demikian, dengan asupan kemajuan yang mulai 
memasuki dinding kokoh keterbelakangan membuat adanya pemikiran kreatif 
dari penghuni lumbung potensial perikanan ini untuk mengangkat harkat dan 
martabatnya, membongkar kemarjinalan cultural dan struktural yang dimiliki 
menjadi lebih terbuka dalam membuka benang kusut kehidupannya untuk 
menjadi lebih baik dari kehidupan yang sebelumnya. 
 Masyarakat pesisir merupakan salah satu bagian terpenting dari 
komponen pengelolaan sebab komunitas inilah yang kelangsungan hidupnya 
sangat bergantung pada pemanfaatan sumberdaya hayati yang ada pada 
beberapa ekosistem yang terdapat di wilayah pesisir. Nadia (2004), 
menjelaskan bahwa masyarakat pesisir adalah suatu kelompok masyarakat 
yang berdiam dan menggantungkan sumber hidupnya dari ketersediaan 
sumberdaya perikanan dengan pilihan sumber perolehan alternative yang 
minim dan asupan teknologi yang digunakan relative sederhana.Selait itu, 
Dahuri (1996), mengemukakan bahwa masyarakat pesisir adalah sekumpulan 
orang-orang yang membentuk kelompok masyarakat yang tinggal menetap di 
wilayah pesisir dan sumber pencaharian utamanya dibidang perikanan. 
 Kita meyakini bahwa masyarakat pesisir dapat menjadi ujung tombak 
pemberdayaan sumber daya sub-sektor perairan nusantara yaitu dengan 
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memberikan kepastian peran mereka dalam pembangunan.Peran tersebut 
dapat terwujud apabila ada jaminan kepastian hukum tentang defenisi dan 
peristilahannya.Masyarakat pesisir sebagai masyarakat yang sumber 
penghidupannya berbasis perairan juga merupakan bagian integral dari bangsa 
ini yang keberadaan peranannya harus diakui, dilindungi, diberdayakan dan 
dijamin oleh Undang-Undang. Masyarakat pesisir memiliki multi fungsi dalam 
pembangunan kebangsaan nusantara seperti : sebagai penyuplai protein ikan, 
penggerak aktivitas produksi yang bersumber dari perairan, pelaku transportasi 
barang dan jasa. Selain itu, dapat difungsikan dan bertindak sebagai mata dan 
telinga pelaksana benteng keamanan bangsa di lautan (Nadia, 2004). 
 Masyarakat pesisir dikenal juga sebagai kelompok masyarakat 
kepulauan.Orang kepulauan memiliki ciri khusus yang membedakan dengan 
kelompok masyarakat lainnya seperti masyarakat pedesaan.Ciri khusus yang 
ditampilkan adalah mereka tangguh dan ulet, tegas dan keras serta mudah 
terkoptasi dengan keadaan.Selain itu, dinamika kehidupannya berkembang 
berdasarkan musim dan cuaca. Kelompok masyarakat ini hidup dalam 
bentangan terik matahari, hujan yang tidak dibatasi ruang dan waktu. Mereka 
haus akan kehidupan alam, senja tanpa tantangan alam, sirna tanpa 
sumberdaya perikanan. 
 Banyak persepsi bahwa masyarakat pesisir merupakan masyarakat yang 
kehidupannya monoton, masyarakat yang tidak rela berpindah kelain hati dalam 
konteks kehidupannya, sehingga mereka hidup dan mati dengan hasil 
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perikanan. Mereka dikenal sebagai nelayan. Usaha lain yang eksistensinya di 
luar perikanan menjadi bumerang bagi kehidupannya, tidak menjamin 
kehidupan mereka dan bahkan dianggap dapat mematikan karakter pribadi 
sebagai makhluk penunggu lautan yang abadi. 
Masyarakat pesisir sering juga dikatakan sebagai kelompok masyarakat 
primitif, terbelakang dan eksis pada kemiskinan.Hal ini merupakan pemikiran 
yang berkembang berdasarkan kemampuan ekonomi mereka dan asupan 
teknologi serta sumberdaya manusia yang dimiliki. Akan tetapi, hal ini sudah 
mulai bergeser seiring dengan perkembangan zaman dan mulai adanya respon 
positif masyarakat terhadap perubahan serta frekuensi perhatian pemerintah 
dalam menerapkan program pemberdayaan dan pengembangan sumberdaya 
manusia. 
 Dapat terpotret bahwa sejak awal kemerdekaan hingga akhirnya kontrak 
politik rezim Orde Baru dengan Indonesia, nelayan atau komunitas nelayan 
kurang memperoleh perhatian pembangunan.Pemihakan kebijakan-kebijakan 
pembangunan lebih banyak mengarah ke sektor-sektor daratan.Formasi 
kebijakan yang secara substansial tidak berpihak ke wilayah “pesisir dan laut” 
sehingga menjadikan masyarakat yang mendiami kawasan pesisir tersingkir 
dan tersaingi. Keterbelakangan sumberdaya manusia yang secara potensial 
masih “bersarang” di kawasan pesisir dan  kerusakan ekosistem laut 
merupakan buah dari kekuranpedulian kebijakan pembangunan tersebut. Di era 
perubahan, konstalasi pembangunan mulai disinyalkan pada sektor unggulan 
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perikanan, masyarakat pesisir mulai bergegas melepaskan segala segala gelar 
ketertinggalan dan kebodohan yang meskipun frekuensi percepatannya masih 
dikategorikan sangat lambat.Bagaikan siput berlomba lari dengan kanguru. 
 Kemiskinan, kesenjangan sosial antar kelompok masyarakat pesisir, 
keterbelakangan sosial, dan masalah-masalah sosial lainnya merupakan akibat 
yang berjalan seiring dengan kegiatan pembangunan bangsa. Kondisi demikian 
jika tidak diatasi akan berimplikasi serius terhadap kelangsungan jalannya 
pembangunan. Karena di dalam sistem pembangunan, tidak secara integral 
disediakan perangkat program untuk mengantisipasi dampak negatif yang 
diakibatkannya, maka penanganan masalah-masalah sosial masyarakat 
pesssisir yang  muncul biasanya dilakukan setelah dilaksanakannya kegiatan 
pembangunan. Setelah diketahui bahwa kegiatan pembangunan melahirkan 
sejumlah masalah sosial, barulah kita merencanakan kegiatan untuk 
mengatasinya, seperti kegiatan pemberdayaan. 
 Masyarakat di kawasan pesisir juga menghadapi masalah-masalah 
sosial seperti di atas. Masalah-masalah tersebut disebabkan oleh faktor-faktor 
yang kompleks dan saling terkait satu sama lain. Salah satu faktor yang 
meningkatkan timbulnya berbagai masalah sosial-ekonomi dan belum 
signifikannya kontribusi sector kelautan perikanan terhadap perekonomian 
nasional adalah terbatasnya jumlah warga masyarakat pesisir, khususnya 
masyarakat nelayan, yang memiliki keandalan jiwa kewirausahaan.Dalam hal 
ini, struktur sosial masyarakat nelayan memerlukan lapisan baru yang memiliki 
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wawasan pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan berwirausaha, 
sehingga mereka mampu mengelola potensi sumberdaya pesisir laut, 
khususnya sumberdaya perikanan, berdasarkan prinsip-prinsip bisnis yang 
benar. 
 Masyarakat pesisir bagian laut secara mayoritas kehidupannya adalah 
sebagai nelayan melakukan penangkapan ikan maupun budidaya, tetapi garis 
komando keterbelakangan tetap melekat pada tiap individu masyarakat yang 
berdiam ditempat ini.Sebab masyarakat hanya terfokus untuk melakukan 
kegiatan eksploitasi tanpa pertimbangan kepentingan jangka panjang dan 
kebanyakan hanya mampu berasumsi untuk mencukupi kebutuhan hidup, 
sehingga langkah-langkah yang dilakukan hanya berdasarkan pola pikir yang 
dimilikinya yaitu berpegang pada sosial ekonomi tradisional yang tidak terlepas 
dari budaya yang dimiliki secara turun temurun. 
2.6 Kerangka Konsep 
Upaya pemberdayaan masyarakat sebenarnya sudah tercantum 
semenjak bangsa ini merdeka. Hal ini tercantum dalam penetapan filosofis dan 
konstitusional pembangunan masyarakat bangsa Indonesia dalam usaha 
pemerintah terhadap peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan proses 
mewujudkan kesejahteraan masyarakat bagi Bangsa Indonesia terdapat 
didalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Alinea Keempat, yaitu : 
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Pembukaan ; 
“Melindungi segenap bangsa Indonesia, dan seluruh tumpah darah 
Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan 
bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia…. 
Yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan 
sosial”. 
 “Konsep pemberdayaan dalam wacana pembangunan masyarakat selalu 
dihubungkan dengan konsep mandiri, partisipasi jaringan kerja, dan keadilan, 
diletakkan pada kekuatan tingkat individu dan sosial.Pemberdayaan dan 
partisipasi merupakan strategi potensial dalam meningkatkan ekonomi, sosial, 
dan transformasi budaya. Strategi pembangunan meletakkan partisipasi aktif 
masyarakat dalam  efektivitas, efisisensi dan sikap kemandirian guna 
meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat (Sedarmayanti, 
2004)”. 
 Karena dalam upaya mencapai tujuan nasional seharusnya tidak  hanya 
dibebankan pada pemerintah saja tetapi juga masyarakat dengan kesadaran 
dan motivasi untuk ikut berperan aktif dalam proses pembangunan. 
Sesungguhnya masyarakat memiliki kekuatan yang bila digali dan disalurkan 
akan berubah menjadi energi besar untuk mengatasi dan menemukan solusi 
atas berbagai masalah yang dihadapi. Hal ini didukung oleh penyelenggaraan 
pemerintahan daerah melalui otonomi daerah yang memberikan kesempatan 
kepada daerah untuk mengurus urusan tangganya sendiri, sebagaimana yang 
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dimaksudkan dalam pelaksanaan atas desentralisasi.Desentralisasi yang 
dimaksudkan disini adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh 
pemerintah pusat kepada pemerintah daerah otonom dalam kerangka Negara 
Kesatuan Republik Indonesia. 
Pemerintah daerah diberi hak untuk mengatur dan mengurus urusan-
urusan tertentu sebagai urusan rumah tangganya sendiri, dimana luas 
sempitnya urusan-urusan yang diserahkan kepada suatu pemerintah daerah 
yang mengatur rumah tangganya sendiri yang sejalan dengan apa yang 
dituangkan dalam perangkat perundang-undangan yang berlaku sebagai acuan 
normatif dalam kehidupan bernegara. Hal ini dapat dilihat lebih jelas dalam 
Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 : 
 “Dalam penyelenggaraan otonomi, daerah mempunyai hak : 
a. Mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya; 
b. Memilih pimpinan daerah; 
c. Mengelola aparatur daerah; 
d. Mengelola kekayaan daerah; 
e. Memungut pajak daerah dan retribusi daerah; 
f. Mendapatkan bagi hasil dari pengelolaan sumber daya alam dan sumber 
daya lainnya yang berada di daerah; 
g. Mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah; dan 
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h. Mendapatkan hak lainnya yang diatur dalam perturan perundang-
undangan”. 
Uraian tersebut telah memperjelas bahwa hak yang dimiliki oleh 
pemerintah daerah semakin besar dan kompleks.Dengan berdasar hak yang 
dimiliki oleh daerah, maka peran serta pemerintah daerah dalam pembangunan 
masyarakat menuju masyarakat adil, makmur, dan sejahtera harus diwujudkan 
secara merata. Hal ini tidak saja pada masyarakat yang hidup diperkotaan, 
akan tetapi pada seluruh lapisan masyarakat. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan 
oleh pemerintah daerah adalah sangat terkait dengan proses pengambilan 
keputusan oleh aparat yang ada di daerah dengan tetap melihat tatanan 
pemerintahan kita. 
Dalam upaya pembangunan masyarakat di daerah , maka pemerintah 
memegang peran yang sangat  sentral dalam pengambilan kebijakan, hal ini 
terkait dengan budaya setempat, letak geografis, serta model pengambilan 
keputusan oleh pucuk pimpinan yang ada di daerah. Pembentukan departemen 
yang khusus menangani masalah perikanan dan kelautan serta sumber daya 
alam yang terkandung didalamnya. Dimana lembaga tersebut diharapkan 
menjadi institusi kebijakan-kebijakan untuk mewakili kepentingan masyarakat, 
khususnya masyarakat nelayan dan diharapkan pula menjadi fasilitator serta 
stimulator pada persoalan-persoalan yang berkenaan dengan sektor perikanan 
dan kelautan merupakan tanggung jawab yang tidak dapat dipisahkan dari 
seluruh program pengembangan sektor kelautan dan perikanan, baik 
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optimalisasi potensi fisik dan potensi hayati, penguatan sumber daya manusia, 
peningkatan kerjasama, penguatan kelembagaan, hukum dan perundang-
undangan serta  ketertiban seluruh stake holder secara bersama dengan 
komitmen pengembangan dan pembangunan sektor kelautan dan perikanan 
terpadu dan berkelanjutan yang berbasis pada sumber daya. Sebagai wujud 
realisasi dan implementasi akan komitmen pembangunan di sektor kelautan 
dan perikanan secara terpadu dan berkelanjutan dalam implementasi dan 
realisasi program-program penguatan sumber daya manusia dan penguatan 
ekonomi masyarakat pesisir.  Salah satu program yang dilaksanakan oleh 
Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur melalui Dinas Kelautan dan 
Perikanan (DISKP) adalahpemberian bantuan  modal usaha berupa danayang 
sudah beberapa tahun ini telah terlaksana di beberapa keluarga di Desa 
tersebut, program perbaikan sarana dan prasarana seperti pembuatan 
jembatan beton untuk akses jalan kewilayah pesisir tersebut, selain itu ada juga 
program pemberian bantuan alat/bahan untuk perahu bagi para nelayan untuk 
mencari ikan dilaut yang diberikan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan 
Kabupaten Luwu Timur. 
Dalam upaya pemberdayaan masyarakat di Desa Wewangriu bukan 
hanya Dinas Perikanan dan Kelautan yang berperan didalamnya tetapi juga 
ada peran dari Dinas Sosial seperti pemberian bantuan pendidikan untuk 
sekolah dasar, dan ada juga pemberian bantuan dari Dinas Pemberdayaan 
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Masyarakat dan Pemerintahan Desa berupa bantuan kesehatan, pelatihan 
seperti pelatihanposyandu, dan lain-lain. 
Menurut Kartasasmita (1996 ) adalah upaya untuk meningkatkanharkat 
dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarangtidak mampu 
untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan danketerbelakangan. 
Pemberdayaan masyarakat merupakan sebuah konsep pembangunan ekonomi 
yang merangkum nilai-nilai sosial.Tujuan daripemberdayaan masyarakat pesisir 
adalah terwujudnya struktur ekonomiIndonesia yang berbasis pada kegiatan 
ekonomi di wilayah pesisir danlaut sebagai wujud pemanfaatan dan 
pendayagunaan sumberdaya alamlaut.Pemberdayaan merupakan suatu upaya 
yang harus diikuti dengantetap memperkuat potensi atau daya yang dimiliki 
oleh setiap masyarakat dalam rangka itu pula diperlukan langkah-langkah yang 
lebihpositif selain dari menciptakan iklim dan suasana.perkuatan ini 
meliputilangkah-langkah nyata dan menyangkut penyediaan berbagai 
masukan(input) serta membuka akses kepada berbagai peluang 
(upportunities)yang nantinya dapat membuat masyarakat menjadi semakin 
berdaya. 
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Gambar 2.1 Skema Kerangka Konseptual 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
 Dalam menyusun penelitian ini penulis menggunakan beberapa metode 
sebagai berikut : 
3.1  Lokasi dan Waktu Pelaksanaan Penelitian 
Lokasi dalam penelitian ini dilaksanakan di Desa Wewangriu 
Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur Provinsi Sulawesi Selatan. 
Adapun waktu yang dilakukan dalam penelitian ini kurang lebih satu 
bulan. 
3.2  Tipe Penelitian 
Tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian deskriptif 
yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk  memberikan gambaran atau 
pen jelasan tentang bagaimana peran pemerintah daerah dalam 
memberdayakan masyarakat pesisir serta bagaimana pemerintah 
mengolah dan mengembangkan potensi-potensi yang ada dalam 
masyarakat setempat. 
Menurut Winarno Surakhmad (Arikunto, 1998), metode deskriptif, 
yaitu „membicarakan beberapa kemungkinan untuk memecahkan 
masalah dengan jalan mengumpulkan data, menyusun atau 
mengklarifikasikannya, menganalisa dan menginterpretasikannya. 
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3.3  Jenis data Penelitian 
3.3.1 Data Primer 
Data Primer adalah data penelitian yang didapat secara 
langsung dari sumbernya yaitu para informan yang menjadi objek 
penelitian peneliti. Dimana pun para informan ini berada, peneliti 
mendatangi dan melakukan wawancara face to face untuk 
mendapatkan hasil atau data yang valid dari informan secara 
langsung agar dalam menggambarkan hasil penelitian lebih 
mudah. 
Untuk memperoleh data guna kepentingan penelitian ini, 
maka diperlukan informan. Pemilihan informan dalam penelitian 
yang akan dilakukan ini dengan cara purposive sampling. Sesuai 
dengan namanya purposive sampling diambil dengan maksud 
atau tujuan tertentu, yang mana menganggap bahwa informan 
yang diambil tersebut memiliki informasi yang diperlukan bagi 
penelitian dilakukan ini. 
Adapun informan dalam penelitian ini, yakni : 
a. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Luwu Timur 
b. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa 
c. Dinas Sosial 
d. Camat Malili 
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e. Kepala Desa Wewangriu 
f. Masyarakat Pesisir 
3.3.2 Data Sekunder 
Data sekunder merupakan data yang relevan yang berasal 
dari buku-buku, dan bahan referensi lainnya yang berkaitan peran 
pemerintah daerah dalam pemberdayaan masyarakat pesisir. 
Data sekunder merupakan data yang sudah diolah dalam bentuk 
naskah tertulis atau dokumen. Data sekunder dalam penelitian ini 
dapat berasal dari penelitian sebelumnya yang terkait dengan 
masalah penelitian serta penelusuran data On-line atau dengan 
menggunakan fasilitas internet. 
3.4  Teknik Pengumpulan Data 
  Teknik pengumpulanm data yang peneliti gunakan dalam 
penelitian ini adalah sebagai berikut : 
3.4.1 Wawancara 
Wawancara, yaitu teknik pengumpulan data dimana peneliti 
secara langsung mengadakan tanya jawab dengan informan yang telah 
ditentukan. Wawancara menurut Nazir adalah proses memperoleh 
keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil 
bertatap muka antara penanya atau pewawancara dengan penjawab 
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atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan interview 
guide (panduan wawancara).  
3.4.2 Observasi 
Observasi yaitu pengamatan secara langsung di lokasi penelitian 
guna memperoleh keterangan data yang lebih akurat mengenai hal-hal 
yang diteliti terkait dengan peran pemerintah daerah dalam 
pemberdayaan masyarakat pesisir di Desa Wewangriu Kecamatan Malili 
Kabupaten Luwu Timur. 
3.4.3 Dokumentasi  
Dokumentasi dapat diasumsikan sebagai sumber data tertulis 
yang terbagi dalam dua kategori yaitu sumber resmi dan sumber tidak 
resmi. Sumber resmi merupakan dokumen yang dibuat/dikeluarkan oleh 
lembaga/perorangan atas nama lembaga. Dokumen yang akan dijadikan 
sebagai sumber referensi dapat berupa artikel di surat kabar, artikel di 
internet. 
3.5  Defenisi Operasional 
Setelah berbagai konsep diuraikan dalam hal yang berhubungan dengan 
penelitian ini, maka untuk mempermudah dalam mencapai tujuan penelitian 
perlu disusun defenisi operasional yang dapat dijadikan sebagai acuan dalam 
penelitian ini antara lain : 
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- Analisis pemerintah daerah yang dimaksud adalah peranan,  kebijakan 
serta program yang yang dilakukan oleh pemerintah daerah 
sebagaimana fungsinya sebagai fasilitator dalam memberdayakan 
masyarakat. Adapun indikator yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah : 
a. Pelaksanaan peran pemerintah daerah dalam menetapkan kebijakan 
serta penerapannya yang berkaitan dengan dukungannya terhadap 
peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir/nelayan. 
b. Bantuan yang diberikan oleh pemerintah daerah baik berupa 
pembinaan,pemberian sarana dan prasarana serta dukungan 
kelembagaan. 
- Pemberdayaan yang dimaksud adalah program-program atau kebijakan-
kebijakan pemerintah daerah yang berkaitan dengan pengembangan 
kelompok masyarakat pesisir dengan tujuan untuk meningkatkan 
kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam meningkatkan taraf 
hidupnya. Pemberayaan sendiri merupakan suatu proses yang berjalan 
terus menerus. 
- Masyarakat pesisir, merupakan masyarakat yang bertempat tinggal di 
daerah antara pertemuan laut dengan darat, baik kering maupun 
terendam yang masih dipengaruhi oleh pasang surut air laut dan angin 
laut. 
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- Faktor-faktor yang mempengaruhi disini yakni sejumlah faktor yang 
dapat menjadi daya dukung maupun daya hambat bagi peranan 
pemerintah daerah dalam memberdayakan masyarakat pesisir 
(kelompok nelayan). 
3.6  Analisis Data 
Dalam menganalisis data yang diperoleh,peneliti akan menggunakan 
teknik analisis secara deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif 
yakni data yang diperoleh akan dianalisis dan disajikan dalam bentuk kata-kata 
lisan maupun tertulis dan disertai data-data pendukung yang ditemukan di 
lapangan. Teknik ini bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis fakta-
fakta dan data-data yang diperoleh,serta hasil-hasil penelitian baik dari hasil 
studi lapang maupun studi literatur untuk kemudian memperjelas gambaran 
hasil penelitian. 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 Pada bab ini diuraikan gambaran umum hasil penelitian yang diperoleh 
penulis selama melakukan penelitian di Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas 
Sosial, dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang mana meliputi 
yakni bagaimana analisis tentang pemerintah daerah seperti bagaimana peran 
pemerintah daerah itu sendiri dalam pemberdayaan masyarakat pesisir di Desa 
Wewangriu, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur. Dalam proses 
pengumpulan data pada penelitian ini, selain melalui studi dokumentasi, peneliti 
juga melakukan interview (wawancara) terhadap beberapa informan. 
Wawancara yang dilakukan terhadap informan agar penulis mendapatkan 
informasi yang valid mengenai persoalan yang diteliti dari informan yang 
mengetahui dengan baik tentang program-program yang telah dilakukan untuk 
memberdayakan masyarakat pesisir di Desa Wewangriu, Kecamatan Malili, 
Kabupaten Luwu Timur. 
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian 
4.1.1 Sejarah Desa 
Desa Wewangriu merupakan salah satu desa dari Lima Belas (15) desa 
yang ada di Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur.Desa Wewangriu terdiri 
atas Empat (4) dusun yakni Dusun Kore-korea,Paorebbae,Salabu dan 
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Patande.Desa Wewangriu adalah Desa yang sebahagian besar masyarakatnya 
bergerak dalam bidang pertanian dan perikanan dan Desa Wewangriu 
merupakan wilayah pengembangan wilayah kota dan perikanan.Berikut 
gambaran tentang sejarah perkembangan desa ini . 
Tabel 4.1 Sejarah Perkembangan Desa Wewangriu 
Tahun Peristiwa 
 
 
 
 
 
1940 – 
1960 
Malili terdiri atas dua kampong Malili dan kampong 
Kore-korea.kampung Malili dikepalai oleh Abd 
Rahman Daeng Manaba sedangkan kampong Korea-
korea oleh Kasida.Sejak zaman pemerintahan 
Belanda sampai paska kemerdekaan,Malili menjadi 
daerah taransit berbagai komoditas perdangangan 
seperti dammar,kayu dan rotan.Komoditas ini berasal 
dari Nuha,Sulawesi Tenggara dan Sulawesi 
Tengah.Komoditas ini ditransitkan dan diperdangan di 
Malili sebelum dibawah ke Palopo dan Makassar. 
 
 
 
   1959 
Gerombolan DI/TII dan Permesta 
membumihanguskan Malili.Rumah-rumah,kantor dan 
bangunan peninggalan Belanda dibakar.hanya mesjid 
Raya Malili saja yang tersisa.Sebagian penduduk 
mengungsi ke Palopo dan sebagian lagi mengungsi 
ke hutan dan gunung –gunung.selama dua tahun 
Malili dikuasai gerombolan dan mirip daerah tak 
berpenghuni. 
 
 
    1961 
Ketertiban dan keamanan dapat dipulihkan.TNI 
berhasil mengusai Malili dan pemberontak telah 
meninggalkan Malili.Warga yang mengungsi di Palopo 
dan hutan-hutan kembali ke Malili.Pembangunan 
perlahan-lahan mulai dilakukan 
 
 
   1967 
Sesuai dengan aturan Pemerintah Pusat yang 
menghendaki adanya keseragaman administrasi 
pemerintahan,kampong Malili akhirnya diubah menjadi 
desa Malili.saat itu Desa Malili terdiri atas beberapa 
dusun diantaranya Kore-
korea,Patande,Wewangriu,Malili,Balambano dan 
Langgaru. 
Kepala Desa yang pertama adalah Mansyur Kasim. 
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   1968 
Kepala Desa Malili Mansyur Kasim mundur dari 
jabatan dan digantikan oleh pegawai camat Malili 
bernama Usman 
   1969 Usman meninggal dunia 
 
  1970-
1974 
Setelah Usman meninggal,pegawai camat Maalili 
bernama M.Amin Said ditunjuk sebagai Kepala Desa 
Malili M Amin Said menjabat selama lima tahun 
 1974- 
1977 
M.Amin Samad berhenti dan digantikan oleh Habir 
menjabat Kepala Desa selama tiga tahun 
 
 
 1970- 
1980 
Perusahaaan Inco dab Bethel datang dan 
membangun dua basecamp (Bungker dan Kamp) di 
Malili sebagai tempat tinggal karyawan selain 
basecamp,perusahaan ini juga membangun sarana 
dan jalan-jalan desa.selama tahun tersebut Desa 
Malili diramaikan oleh banyaknya pendatang dari luar. 
1977 – 
1994 
Habir berhenti sebagai Kepala desa dan digantikan 
oleh Jamali 
 
1998 – 
1990 
Dusun Kore-korea dijadikan desa persiapan yang 
namanya desa Wewangriu yang pada saat itu dibagi 
menjadi 3 dusun yaitu dusun Kore-korea,Dusun 
persiapan Wewangriu adalah Andi Hasim 
 
    1990 
 
Desa Malili dimekarkan.Dusun Wewangriu menjadi 
Desa Wewangriu,Dusun Langgaru menjadi Desa 
Baruga sedangkan Dusun Kore-korea dan Patande 
bergabung menjadi Desa Wewangriu. 
 
1990 – 
1998 
Muh Asaad terpilih jadi Kepala Desa Wewangriu 
menjadikan Andi Hasim sekaligus Desa Wewangriu 
resmi menjadi desa defenitif. 
 
 
1998 – 
2000 
Jabatan Kepala Desa Wewagriu M.asaad berakhir 
dan jabatan Kepala Desa sementara diJabat oleh 
Laode dan Kepala saat itu dusun Kore-korea dibagi 
menjadi 2 yaitu dusun Porebbae dan Kore-korea 
sendiri,sehingga desa Wewangriu terdiri atas 4 
Dusun. 
 
2000 – 
2008 
Muh Asaad terpilih lagi yang kedua kalinya sebagai 
Kepala Desa Wewangriu sampai 2008 
 
2003 
Kabupaten Luwu Timur terbentuk dengan ibu kota 
Kecamatan Malili.Desa Malili yang menjadi pusat 
Kecamatan bahkan Kabupaten ikut berubah. 
Pembangunan dan Pembenahan dilakukan.jalan desa 
diperlebar,drainase,lampu-lampu jalan,tanggul sungai 
dan sebagai infrastuktur lainnya dibangun. 
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2008 – 
2009 
Muh Asaad berakhir masa jabatannya digantikan oleh 
Wahid Kasim.sebagai Kepala Desa sementara 
Wewangriu sampai waktu yang belum ditentukan. 
2009 – 
2011 
Wahid Kasim berakhir masa jabatannya digantikan 
oleh Lalu Murna sebagai Kepala Desa 
2011 – 
2015 
Lalu Murna terpilih sebagai Kepala Desa Wewangriu 
menggantikan Wahid Kasim 
2015 – 
2019 
Lalu Murna terpilih lagi menjadi kepala Desa 
Wewangriu untuk periode II 
 Sumber : RPJMDS Desa Wewangriu 2015-2019 
4.1.2      Kondisi Desa 
4.1.2.1 Keadaan Geografis Desa 
a. Batas Wilayah 
- Sebelah Timur :  Desa Pongkeru 
- Sebelah Utara :  Kelurahan Malili 
- Sebelah Barat :  Teluk Bone 
- Sebelah Selatan :  Desa Harapan 
4.1.2.2 Luas Wilayah 
 Luas Desa Wewangriu sekitar + 4.000 Ha sebagai pusat pertanian dan 
perikanan Kecamatan dan Kabupaten,sebagian besar lahan di Desa 
Wewangriu digunakan sebagai tempat tinggal,lokasi perkebunan, Pertanian, 
perikanan dan tempat pelelangan ikan terbesar di Luwu Timur.Ada juga 
sebagian kecil penduduk yang berkebun dan beternak,namun luas penggunaan 
lahan tak begitu signifikan,hanya disekitar rumah saja. 
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4.1.2.3 Keadaan Topografi 
 Secara umum keadaan topografi Desa Wewangriu adalah daerah 
dataran rendah dan daerah perbukitan. Wilayah Dusun Kore-korea sebagian 
perbukitan,dan sebagian Dusun Paorebbae,Salabu dan Patande berada di 
Daerah Dataran Rendah(pinggir sungai Malili) yang menghubungkan sungai 
Malili sampai laut Bulu Polo‟e. IklimDesa Wewangriu sebagaimana Desa lain di 
Wilayah Indonesia beriklim Tropis dengan dua musim, yakni musim hujan dan 
musim kemarau. 
4.1.2.4 Wilayah Administrasi Pemerintahan Desa 
 Desa Wewangriu terdiri atas 4 (empat) Dusun yakniDusun Patande, 
Dusun Salabu, Dusun Paorebbae, dan Dusun Kore-Korea. Dengan jumlah 
Rukun Tetangga (RT) sebanyak 11 (sebelas) orang dan jumlah Lingkungan 
Masyarakat (LINMAS) sebanyak 8 orang. Berikut daftar nama Dusun, jumlah 
RT dan LINMAS 
Tabel 4.2 Struktur Wilayah Administrasi Pemerintahan Desa 
 
Nama Dusun 
 
Jumlah RT Jumlah LINMAS 
 
PATANDE 
 
4 
2 
 
SALABU 
 
3 
2 
 
PAOREBBAE 
 
2 
2 
 
KORE-KOREA 
2 2 
JUMLAH 11 8 
55 
 
 
4.1.2.5 Jumlah Penduduk 
 Penduduk Desa Wewangriu terdiri atas 745 KK dengan total jumlah 
jiwa 3027 orang. Berikut  perbandingan  jumlah  penduduk  perempuan  dengan  
laki-laki. 
Tabel 4.3 Jumlah Penduduk Desa Wewangriu 
 
Laki – Laki 
 
Perempuan 
 
Total 
 
1534 Jiwa 
 
1493 Jiwa 
 
3027 Jiwa 
 
4.1.2.6 Keadaan Ekonomi 
Berikut perbandingan persentase jenis mata pencaharian penduduk. 
Tabel 4.4 Jenis Mata Pencaharian Penduduk Desa Wewangriu 
 
Mata Pencaharian 
 
Persentase 
 
 Petani Tambak 
 
2,80 % 
 
 Nelayan 
 
1,98 % 
 
 Peternak 
 
1,15 % 
 
 Pertukangan 
 
3,30 % 
 
 PNS 
 
0,85 % 
 
 Karyawan 
 
1,65 % 
 
 Pengrajin 
 
1,32 % 
 
 Petani Sawah 
 
1,65 % 
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4.1.2.7 Pembagian Wilayah 
Tabel 4.5 Struktur Pembagian Wilayah Desa Wewangriu 
Dusun Jumlah RT 
Patande  4 
Salabu 3 
Paorebbae 2 
Kore-Korea 2 
Jumlah 11 
 
4.1.2.8 Sarana dan Prasarana 
 Kondisi sarana dan prasarana umum Desa Wewangriu secara garis 
besar adalah sebagai berikut : 
1. Sarana Umum 
Tabel 4.6 Jumlah Sarana Umum 
 
Sarana 
 
Jumlah 
 
 Pasar 
 
-    Buah 
 
 Pelabuhan 
 
-    Buah 
 
 Terminal 
 
-    Buah 
 
 TPI 
 
1    Buah 
 
Jumlah 
 
1    Buah 
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2. Sarana Pendidikan 
Tabel 4.7 Jumlah Sarana Pendidikan 
 
Sarana 
 
Jumlah 
 
 TK/TPA 
 
1 Buah 
 
 SD 
 
2 Buah 
 
Jumlah 
 
2 Buah 
 
3. Prasarana Keagamaan 
Tabel 4.8 Jumlah Prasarana Keagamaan 
 
Sarana 
 
Jumlah 
 
 Masjid 
 
4 Buah 
 
 Musallah 
 
- Buah 
 
Jumlah 
 
5 Buah 
 
4. Sarana  Olahraga 
Tabel 4.9 Jumlah Sarana Olahraga 
 
Sarana 
 
Jumlah 
 
Lapangan Sepakbola 
 
1 Unit 
 
Lapangan Bola Volly 
 
- Unit 
 
Lapangan Badminton 
 
- Unit 
 
Jumlah 
 
1 Unit 
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5. Kualitas Jalan 
Tabel 4.10 Kualitas Jalan 
Jalan Panjang 
Aspal 1500 M 
Sirtu  8000 M 
Setapak 750 
 
4.1.3 Kelembagaan Desa 
4.1.3.1      Badan Permusyawaratan Desa 
 Secara struktural pengurus BPD Desa Wewangriu terdiri dari 7 orang. 
Mereka merupakan perwakilan dari unsur masyarakat, tokoh masyarakat, tokoh 
agama dan dari unsur pemuda. Olehnya itu penilaian dari masyarakat tentang 
kinerja BPD dianggap belum cukup bagus kinerjanya masih perlu ditingkatkan 
dan diberikan pelatihan peningkatan kapasitas terkait tugas-tugas pokok dan 
fungsinya sebagai anggota BPD. 
4.1.3.2      Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) 
 Pengurus kelompok PKK di Desa Wewangriu terdiri dari 1 ketua, satu 
sekretaris dan satu bendahara serta empat ketua pokja.Kelompok ini memiliki 
sepuluh tugas dan fungsi yang semuanya bertujuan mendorong dan 
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meningkatkan keberdayaan dan kesejahteraan keluarga dan Masyarakat. 
Sehubungan dengan tugas dan fungsinya tersebut pengurus kelompok ini 
harusnya lebih intensif melakukan kegiatan di Desa berupa penyuluhan 
kesehatan, penanaman tanaman obat di pekarangan dan tidak hanya aktif pada 
pelaksanaan arisan agar kelompok ini dapat dirasakan manfaatnya oleh 
masyarakat secara luas. 
 Selama ini kelompok PKK di Desa Wewangriu dinilai masih perlu 
meningkatkan kinerjanya agar kegiatannya tidak hanya terlihat pada saat ada 
perlombaan Desa atau pada saat 17 Agustus tapi harus kelihatan minimal 
setiap minggu agar ketua dan anggotanya yang terdiri dari ibu-ibu dan remaja 
putri dengan karakter dan pendidikan yang berbeda-beda lebih bersemangat 
dalam memberdayakan keluarganya menuju keluarga sejahtera. 
4.1.3.3 Karang Taruna 
 Lembaga ini sejak dibentuk pengurusnya sampai sekarang kinerjanya 
menampakkan eksistensinya sebagai lembaga kepemudaan, di buktikan 
dengan berbagai kegiatan yang mereka laksanakan seperti perlombaan 
sepakbola antar desa, dan lain-lain.  
4.1.3.4 Kelompok Nelayan 
 Saat ini di Desa Wewangriu kelompok nelayan berjalan dengan Efektif, 
ada juga kelompok nelayan sebatas proposal untuk mendapatkan bantuan, 
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kurangnya pengetahuan petani tentang tujuan berkelompok, pada dasarnya 
Keberadaan kelompok Nelayan banyak membantu masyarakat dalam 
pengadaan saprodi meskipun diakui bahwa manajemennya masih perlu 
pembenahan agar kesejahteraan nelayan dapat terealisasi. 
Gambar 4.1 Hubungan Kelembagaan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PEMDES 
 
 
PKK 
BPD 
KARANG 
TARUNA 
 
MASYARAKAT 
MAJELIS 
TA’LIM 
Kelompok 
Nelayan 
Rumah 
Ibadah 
REMAJA 
MASJID 
Posyan
du 
PT. Vale Tbk 
Klp Usaha 
Kecil 
 
Pustu 
NUSSP 
Dusun/RT 
 
Sekolah 
(TK SD) 
 
61 
 
Gambar 4.2 Struktur Organisasi Pemerintahan Desa 
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4.1.4  Visi dan Misi 
Penyusunan RPJMDesa Wewangriu Tahun 2015 - 2020 bertujuan untuk 
merumuskan kebijakan dan program pembangunan dengan mengakomodir 
berbagai kepentingan dan aspirasi segenap lapisan masyarakat, sehingga lebih 
memantapkan pencapaian Visi Kepala Desa Wewangriu, yakni " Terwujudnya 
Masyarakat Desa Wewangriu yang Sejahtera dan Demokratis" di samping itu, 
RPJMDesaWewangriu bertujuan untuk : 
(1) Mewujudkan perencanaan pembangunan sesuai dengan 
kebutuhan masyarakat. 
(2) Menciptakan rasa memiliki dan tanggungjawab masyarakat 
terhadap program pembangunan. 
(3) Memelihara dan mengembangkan hasil-hasil pembangunan. 
(4) Menumbuhkembangkan dan mendorong peran serta masyarakat 
dalam pembangunan desa.  
Penyusunan RPJMDesa Wewangriu dimaksudkan :  
    (1)  Menyediakan kebijakan dan program pembangunan dalam skala 
prioritas yang lebih tajam agar menjadi indikator perencanaan, 
pelaksanaan, evaluasi dan pengawasan pembangunan;  
    (2)  Tersedianya rumusan program pembangunan yang akan 
dilaksanakan di Desa Wewangriu;  
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  (3)  Menjadi bahan dalam penyusunan RKPDesa dan APBDesa; 
    (4) Mewujudkan komitmen bersama antara Pemerintah Desa, Badan 
Permusyawaratan Desa (BPD), dan masyarakat terhadap 
program-program pembangunan desa yang akan dibiayai melalui 
APB Desa. 
Untuk menjaga kesinambungan pembangunan, maka rumusan visi dan 
misi serta berbagai kebijakan strategis lainnya yang ditetapkan, dikaji lebih jauh 
tingkat relevansinya dengan aspirasi masyarakat serta kondisi Desa Wewangriu  
pada saat ini. Hasil kajian tersebut bermuara pada perumusan visi dan misi 
serta strategi dasar pembangunan Desa Wewangriu dalam jangka waktu 2015 - 
2020. 
4.2 Gambaran Umum Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Luwu 
Timur 
Tugas dan Kewajiban, Fungsi, dan Uraian Tugas Jabatan-Jabatan pada 
Dinas Kelautan dan Perikanan 
Kepala Dinas 
Tugas dan kewajibanmelaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan 
asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang kelautan dan perikanan. 
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Fungsi 
a. Perumusan kebijakan Dinas  
b. Penyusunan rencana stratejik dinas  
c. Penyelenggaraan pelayanan umum di bidang kelautan dan 
perikanan  
d. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, 
pengawasan.program dan kegiatan dinas  
e. Penyelenggaraan evaluasi program dan kegiatan Dinas  
Uraian Tugas 
a. Melakukan pelaksanan pembinaan kewenangan di bidang 
kehutanan yang ditetapkan oleh Bupati. 
b. Menyusun Kebijakan – kebijakan di bidang kelautan dan 
perikanan.  
c. Merekomendasikan izin dan pelayanan umum di bidang kelautan 
dan perikanan.  
d. Merencanakan pembinaan teknis di bidang kelautan dan 
perikanan.  
e. Mengawasi, membina dan mengendalikan sumber daya alam, 
jasa kelautan dan perikanan. 
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f. Mengendalikan dan mengawasi pengolahan pesisir dan pulau-
pulau kecil, eksploitasi dan eksplorasi sumber daya kelautan, 
rehabilitasi ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil.  
g. Mengawasi produksi perikanan tangkap, perikanan budidaya dan 
pengembangan produksi perikanan.  
h. Mengawasi, membina dan memfasilitasi pengolahan hasil 
perikanan, pemasaran hasil perikanan serta permodalan dan 
investasi perikanan. 
i. Mengawasi pemanfaatan dan pelestarian sumber daya kelautan 
dan perikanan.  
j. Melaksanakan urusan tata usaha dinas.  
k. Melaporkan dan mempertanggung jawabkan pelaksanaan 
program dan kegiatan dinas kelautan dan perikanan kepada 
Bupati, melalui sekretaris daerah.  
Sekretaris Dinas 
Tugas dan Kewajiban membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan 
pelayanan administrasi merencanakan, memantau, mengendalikan dan 
mengevaluasi aset, program/kegiatan dan pengembangan di bidang kelautan 
dan perikanan serta pembinaan organisasi. 
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Fungsi  
a. Penyusunan kebijakan teknis administrasi kepegawaian, 
administrasi keuangan ,perencanaan pelaporan dan urusan 
rumah tangga.  
b. Penyelenggaraan kebijakan administrasi umum  
c. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan 
program dan kegiatan Sub bagian  
d. Penyelenggaraan evaluasi program dan kegiatan sub bagian  
Uraian Tugas 
a. Merencanakan operasional kerja Sekretariat Dinas berdasarkan 
rencana dan sasaran yang telah ditetapkan sebagai pedoman 
kerja.  
b. Mengkoordinasi segala kegiatan antara bidang dalam lingkup 
dinas.  
c. Mengatur dan membina kerjasama dalam pengurusan 
administrasi dinas.  
d. Memberi petunjuk analisis dan pengembangan kinerja dinas.  
e. Mengkoordinasikan/menyelenggarakan 
perencanaan,pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan 
kegiatan dinas.  
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f. Memberi petunjuk pembinaan organisasi, pendidikan dan latihan 
dalam rangka pengembangan sumber daya aparatur dinas.  
g. Mengatur urusan tata usaha, keuangan, aset, perencanaan dan 
pengendalian serta pembinaan kepegawaian dinas.  
h. Mengatur tata naskah dinas dan rumah tangga dinas.  
i. Melaksanakan inventarisasi semua barang bergerak dan tidak 
bergerak milik dinas.  
j. Memberi petunjuk pemeliharaan keamanan dan ketertiban pada 
lingkungan dinas.  
k. Membina perpustakaan dinas.  
l. Membina dan mengarahkan pelaksanaan tugas Sub Bagian 
Umum dan Kepegawaian, Sub Bagian Keuangan dan Sub Bagian 
Perencanaan.  
m. Menyelia pelaksanaan tugas Sub Bagian Umum dan 
Kepegawaian, Sub Bagian Keuangan dan Sub Bagian 
Perencanaan.  
n. Mengembangkan pelaksanaan tugas Sub Bagian Umum dan 
Kepegawaian, Sub Bagian Keuangan dan Sub Bagian 
Perencanaan.  
o. Mengevaluasi pelaksanaan tugas Sub Bagian Umum dan 
Kepegawaian, Sub Bagian Keuangan dan Sub Bagian 
Perencanaan.  
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p. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas Sekretariat Dians kepada 
Kepala Dinas.  
q. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.  
Kepala Subag Perencanaan 
Tugas dan Kewajiban membantu Sekretaris dalam melaksanakan 
perencanaan, pengendalian data, pembinaan dan evaluasi program / kegiatan 
dinas. 
Fungsi 
a. Pelaksanaan kebijakan teknis sub bagian  
b. Pelaksanaan program dan kegiatan sub bagian  
c. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan 
program dan kegiatan pejabat non stuktural dalam lingkup Sub 
bagian  
d. Pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan pejabat non stuktural 
dalam lingkup sub bagian  
Uraian Tugas  
a. Merencanakan kegiatan dan program kerja Sub Bagian 
Perencanaan berdasarkan ketentuan peraturan perundang – 
undangan yang berlaku sebagai pedoman kerja.  
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b. Menghimpundan mempelajari peraturan perundang – undangan, 
kebijakan teknis, pedoman serta bahan – bahan lainnya yang 
berhubungan dengan tugas Sub Bagian Perencanaan.  
c. Menghimpun dan menyiapkan bahan-bahan secara menyeluruh 
untuk penyusunan rencana kegiatan dinas.  
d. Memfasilitasi pelaksanaan koordinasi dengan bagian dan bidang 
lainnya untuk menyiapkan bahan penyusunan rencana stratejik 
dinas.  
e. Menyiapkan penyusunan rencana kerja tahunan secara periodik.  
f. Menyiapkan penyusunan Dokumen Pengguna Anggaran (DPA) 
dinas.  
g. Menyiapkan dan menyusun bahan pengendalian kegiatan dinas.  
h. Melaksanakan monitoring terhadap pelaksanaan 
program/kegiatan dinas serta menyiapkan tindak lanjut hasil 
monitoring.  
i. Menyiapkan bahan dan memfasilitasi pelaksanaan rapat 
koordinasi tingkat Kabupaten dan Propinsi.  
j. Menyiapkan bahan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan dinas 
dan menyusun LAKIP dinas.  
k. Membina dan mengarahkan pelaksanaan tugas staf Sub Bagian 
Perencanaan.  
l. Mengevaluasi pelaksaan tugas staf Sub Bagian Perencanaan.  
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m. Melaporkan hasil pelaksanan tugas staf Sub Bagian Perencanaan 
kepada Sekretaris.  
n. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris.  
Kepala Subag Keuangan 
Tugas dan Kewajiban membantu Sekretaris dalam melaksanakan kegiatan 
anggaran berbasis kinerja dan pertanggungjawaban administrasi keuangan 
Fungsi 
a. Pelaksanaan kebijakan teknis sub bagian  
b. Pelaksanaan program dan kegiatan sub bagian  
c. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan 
program dan kegiatan pejabat non stuktural dalam lingkup Sub 
bagian  
d. Pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan pejabat non stuktural 
dalam lingkup sub bagian  
Uraian Tugas 
a. Merencanakan kegiatan dan program kerja Sub Bagian Keuangan 
berdasarkan ketentuan peraturan perundang – undangan yang 
berlaku sebagai pedoman kerja.  
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b. Menghimpundan mempelajari peraturan perundang – undangan, 
kebijakan teknis, pedoman serta bahan – bahan lainnya yang 
berhubungan dengan tugas Sub Bagian Keuangan.  
c. Mengumpulkan, mengolah data dan informasi, mengiventarisasi 
permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan 
yang berhubungan dengan tugas-tugas yang berkaitan dengan 
keuangan.  
d. melaksanakan analisis keuangan, perbendaharaan, verifikasi, 
akuntansi, monev anggaran, dan pelaporan keuangan serta aset 
dinas.  
e. Merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi 
dan melaporkan kegiatan sub bagian.  
f. Melaksanakan analisis dan pengembangan kinerja sub bagian.  
g. Melaksanakan administrasi keuangan.  
h. Melaksanakan pembinaan terhadap pemegang kas dan 
penyimpanan/pengurus barang dinas.  
i. Membina dan mengarahkan pelaksanaan tugas staf Sub Bagian 
Keuangan.  
j. Mengevaluasi pelaksaan tugas staf Sub Bagian Keuangan.  
k. Melaporkan hasil pelaksanan tugas staf Sub Bagian Keuangan 
kepada Sekretaris.  
l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris  
72 
 
Kepala Subag Umum dan Kepegawaian 
Tugas dan Kewajiban membantu Sekretaris dalam menyelenggarakan 
ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan serta pengelolaan administrasi 
kepegawaian dinas 
Fungsi 
a. Pelaksanaan kebijakan teknis sub bagian  
b. Pelaksanaan program dan kegiatan sub bagian  
c. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan 
program dan kegiatan pejabat non stuktural dalam lingkup Sub 
bagian  
d. Pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan pejabat non stuktural 
dalam lingkup sub bagian  
Uraian Tugas 
a. Merencanakan kegiatan dan program kerja Sub Bagian Umum 
dan Kepegawaian berdasarkan ketentuan peraturan perundang – 
undangan yang berlaku sebagai pedoman kerja.  
b. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang – undangan, 
kebijakan teknis, pedoman serta bahan – bahan lainnyayang 
berhubungan dengan tugas Sub Bagian Umum dan 
Kepegawaian.  
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c. Mengumpulkan, mengolah data dan informasi, mengiventarisasi 
permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan 
yang berhubungan dengan tugas-tugas urusan umum dan 
kepegawaian;  
d. Memberikan pelayanan : naskah dinas, kearsipan, perpustakaan, 
komunikasi, pengetikan/penggandaan/pendistribusian, 
penerimaan tamu, kehumasan dan protokoler;  
e. Melayani keperluan dan kebutuhan serta perawatan ruang kerja, 
ruang rapat/pertemuan, komunikasi, dan sarana/prasarana kantor;  
f. Melaksanakan pengurusan perjalanan dinas, kendaraan dinas, 
keamanan kantor serta pelayanan kerumahtanggaan yang 
lainnya;  
g. Memfasilitasi usulan pengadaan, pengangkatan, mutasi, 
kesejahteraan pegawai, cuti, penilaian, pemberian penghargaan, 
pemberian sanksi/hukuman dan pemberhentian/pensiun, serta 
pendidikan dan pelatihan pegawai;  
h. Menyiapkan bahan koordinasi dan petunjuk teknis kebutuhan dan 
pengadaan perlengkapan/sarana kerja serta inventarisasi, 
pendistribusian, penyimpanan, perawatan dan penghapusannya;  
i. Membina dan mengarahkan pelaksanaan tugas staf Sub Bagian 
Umum dan Kepegawaian.  
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j. Mengevaluasi pelaksanaan tugas staf Sub Bagian Umum dan 
Kepegawaian.  
k. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas staf Sub Bagian Umum dan 
Kepegawaian kepada Sekretaris.  
l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.  
Kepala Bidang Perikanan Budidaya 
Tugas dan Kewajiban membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan kegiatan 
di bidang perikanan budidaya 
Fungsi 
a. Penyusunan kebijakan teknis bidang  
b. Penyelenggaraan program dan kegiatan bidang  
c. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan 
program dan kegiatan kepala seksi dan pejabat non stuktural 
dalam lingkup bidang  
d. Penyelenggaraan evaluasi program dan kegiatan kepala seksi 
dan pejabat non stuktural dalam lingkup bidang  
Uraian Tugas 
a. Merencanakan kegiatan kajian pengembangan budidaya ikan dan 
pengadaan sarana prasarananya.  
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b. Membimbing secara teknis dan mengkaji pendayagunaan 
teknologi dalam budidaya perikanan.  
c. Menyusun rekomendasi bidang untuk rencana tindak lanjut.  
d. Menganalisis dan mengembangkan kinerja bidang.  
e. Melakukan koordinasi relevan dengan kewenangan bidang 
dengan SKPD/instansi terkait. 
f. Melaporkan kegiatan bidang kepada kepala dinas.  
Kepala Seksi Teknologi Budidaya 
Tugas dan Kewajiban membantu Kepala dalam melaksanakan kegiatan 
perikanan budidaya dengan mendayagunakan teknologi budidaya. 
Fungsi 
a. Penyusunan program dan kegiatan seksi  
b. Pelaksanaan program dan kegiatan seksi  
c. Pembinaan, pengkoordinasian , pengendalian, pengawasan 
program dan kegiatan pejabat non stuktural dalam lingkup seksi  
d. Pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan pejabat non stuktural 
dalam lingkup seksi  
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Uraian Tugas 
a. Membuat identifikasi dan inventarisasi pengembangan budidaya 
ikan.  
b. Melakukan pembinaan kepada pembudidaya ikan yang meliputi 
pengembangan intensifikasi pembudidayaan ikan ( INBUDKAN ) 
dengan mendayagunakan teknologi budidaya..  
c. Membuat konsep pola umum bimbingan, pembinaan dan 
pengawasan teknis pada Unit Pembinaan Rakyat ( UPR ) dan 
dunia usaha serta menyebarluaskan paket teknologi pembenihan 
dan menyusun standarisasi pembenihan perikanan.  
d. Mengarahkan usaha konvensasi dan restosking sumber daya 
perikanan.  
e. Melakukan inventarisasi dan identifikasi serta pencegahan 
terhadap penyebaran hama/penyakit ikan dengan 
mendayagunakan teknologi budidaya.  
f. Menganalisis dan mengembangkan kinerja seksi.  
g. Melaporkan kegiatan seksi kepada kepala bidang.  
Kepala Seksi Sarana dan Prasarana 
Tugas dan Kewajiban membantu Kepala Dinas dalam pengembangan sarana 
dan prasarana 
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Fungsi 
a. Penyusunan program dan kegiatan seksi  
b. Pelaksanaan program dan kegiatan seksi  
c. Pembinaan, pengkoordinasian , pengendalian, pengawasan 
program dan kegiatan pejabat non stuktural dalam lingkup seksi  
d. Pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan pejabat non stuktural 
dalam lingkup seksi  
Uraian Tugas 
a. Membuat identifikasi dan inventarisasi sarana dan prasarana yang 
dibutuhkan dalam pengembangan budidaya ikan.  
b. Menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam 
pengembangan budidaya ikan.  
c. Melaksanakan pembinaan pendayagunaan sarana dan prasarana 
yang dibutuhkan dalam pengembangan budidaya ikan.  
d. Mengevaluasi efektivitas dan efisiensi penggunaan sarana dan 
prasarana yang dibutuhkan dalam pengembangan budidaya ikan.  
e. Menganalisis dan mengembangkan kinerja seksi.  
f. Melaporkan kegiatan seksi kepada kepala bidang. 
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Kepala Bidang Kelautan dan Perikanan Tangkap 
Tugas dan Kewajiban membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan 
pengolahan hasil perikanan dan pemasaran hasil perikanan. 
a. Penyusunan kebijakan teknis bidang 
b. Penyelenggaraan program dan kegiatan bidang  
c. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan 
program dan kegiatan kepala seksi dan pejabat non stuktural 
dalam lingkup bidang  
d. Penyelenggaraan evaluasi program dan kegiatan kepala seksi 
dan pejabat non stuktural dalam lingkup bidang  
Uraian Tugas 
a. Menyusun dan merencanakan kegiatan pengolahan hasil 
perikanan dan pemasaran hasil perikanan.  
b. Mengarahkan pelaksanaan pengolahan hasil perikanan dan 
pemasaran hasil perikanan.  
c. Mengatur kegiatan kelembagaan usaha perikanan.  
d. Membimbing tehnis pelaksanaan kegiatan pengolahan hasil 
perikananda pemasaran hasil perikanan.  
e. Mengevaluasi pelaksanaan program pengolahan hasil perikanan 
dan pemasaran hasil perikanan.  
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f. Menganalisis dan mengembangkan kinerja bidang  
g. Melaporkan kegiatan di bidang kelembagaan usaha perikanan 
kepada kepala dinas.  
Kepala Seksi Pengembangan Teknologi dan Perikanan Tangkap 
Tugas dan Kewajiban membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan kegiatan 
pengembangan tekonogi dan perikanan tangkap 
Fungsi 
a. Penyusunan program dan kegiatan seksi  
b. elaksanaan program dan kegiatan seksi  
c. Pembinaan, pengkoordinasian , pengendalian, pengawasan 
program dan kegiatan pejabat non stuktural dalam lingkup seksi 
d. Pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan pejabat non stuktural 
dalam lingkup seksi. 
Uraian Tugas 
a. Melakukan analisis dan pendugaan stok assement terhadap 
pemanfaatan potensi sumber daya perikanan tangkap.  
b. Membuat pola rancang bangun kapal perikanan dan alat tangkap 
kekayaan kapal perikanan.  
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c. Mengoreksi, menganalisa dan mengembangkan rencana 
kebutuhan sarana dan prasarana penangkapan ikan meliputi 
armada penangkapan maupun pelabuhan perikanan.  
d. Melakukan pembinaan teknis usaha penangkapan ikan dan 
menyebarluaskan paket teknologi penangkapan ikan .  
e. Menganalisis dan mengembangkan kinerja seksi.  
f. Melaporkan kegiatan seksi kepada kepala bidang.  
Kepala Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan 
Tugas dan Kewajiban membantu Kepala Bidang Kelembagaan Usaha 
Perikanan dalam melaksanakan kegiatan pengolahan dan pemasaran hasil 
perikanan. 
Fungsi 
a. Penyusunan program dan kegiatan seksi  
b. Pelaksanaan program dan kegiatan seksi  
c. Pembinaan, pengkoordinasian , pengendalian, pengawasan 
program dan kegiatan pejabat non stuktural dalam lingkup seksi 
d. Pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan pejabat non stuktural 
dalam lingkup seksi  
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Uraian Tugas 
a. Menyusun dan merencanakan kegiatan pengelolaan dan 
pemasaran hasil perikanan.  
b. Mengarahkan perizinan dan pembinaan dalam kegiatan 
pengelolaan dan pemasaran hasil perikanan. Mengelola 
inventarisasi pengolahan hasil perikanan.  
c. Melakukan Kegiatan pengolahan hasil perikanan.  
d. Mengelola pengembangan dan pemanfaatan potensi taman laut 
bahari.  
e. Mengatur kegiatan pemasaran hasil perikanan.  
f. Membimbing tehnis pelaksanaan kegiatan pegolahan dan 
pemasaran hasil perikanan.  
g. Mengevaluasi pelaksanaan pemasaran hasil perikanan.  
h. Menganalisis dan mengembangkan kinerja seksi.  
i. Melaporkan kegiatan seksi kepada kepala bidang.  
Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian 
Tugas dan Kewajiban membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan kegiatan 
pengawasan dan perizinan serta pelestarian dan konservasi di bidang kelautan 
dan perikanan. 
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Fungsi 
a. Penyusunan kebijakan teknis bidang  
b. enyelenggaraan program dan kegiatan bidang  
c. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan 
program dan kegiatan kepala seksi dan pejabat non stuktural 
dalam lingkup bidang 
d. Penyelenggaraan evaluasi program dan kegiatan kepala seksi 
dan pejabat non stuktural dalam lingkup bidang  
Uraian Tugas 
a. Mengelola pengawasan pemanfaatan sumber daya kelautan dan 
perikanan, perizinan serta pelestarian dan konservasi di bidang 
kelautan.dan perikanan.  
b. Melakukan pembinaan, pengendalian dan pengawasan standar 
mutu hasil perikanan.  
c. Merencanakan dan melaksanakan pengawasan dan 
pengendalian pada usaha perikanan dan kelautan.  
d. Merencanakan dan melaksanakan pengelolaan perizinan pada 
usaha perikanan dan kelautan.  
e. Merencanakan dan melaksanakan pelestarian dan konservasi 
terhadap sumberdaya kelautan dan perikanan.  
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f. Melakukan koordinasi dengan SKPD/instansi terkait, relevansinya 
dengan kewenangan bidang.  
g. Menganalisis dan mengembangkan kinerja bidang.  
h. Melaporkan kegiatan di bidang pengawasan dan pengendalian 
kepada kepala dinas.  
Kepala Seksi Perizinan dan Pengawasan 
Tugas dan Kewajibanmembantu Kepala Bidang dalam melaksanakan 
pengawasan dan memberikan perizinan 
Fungsi 
a. Penyusunan program dan kegiatan seksi  
b. Pelaksanaan program dan kegiatan seksi  
c. Pembinaan, pengkoordinasian , pengendalian, pengawasan 
program dan kegiatan pejabat non stuktural dalam lingkup seksi  
d. Pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan pejabat non stuktural 
dalam lingkup seksi. 
Uraian Tugas 
a. Mengelolah pengawasan terhadap pemanfaatan sumberdaya 
kelautan perikanan yang meliputi: ilegal fishing, pengelolaan 
ketidakramahan lingkungan, standarisasi penggunaan alat 
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tangkap, distribusi dan pengangkutan hasil perikanan, 
pengawasan sumberdaya non hayati dan pencemaran laut.  
b. Melakukan identifikasi dan analisis pelanggaran pengelolaan 
sumber daya kelautan dan perikanan serta pendataan hukum 
bidang kelautan dan perikanan.  
c. Melakukan pembinaan, pengendalian dan pengawasan standar 
mutu hasil perikanan  
d. Mengelola pengembangan jaringan investasi dan usaha serta 
pemasaran Hasil perikanan.  
e. Merencanakan pola pelaksanaan dan pembinaan sistim 
pengawasan masyarakat ( SISWAMAS ) dalam pengelolaan 
sumber daya kelautan dan perikanan.  
f. Mengelola perizinan dalam bidang kelautan dan perikanan yang 
berwawasan lingkungan kelautan.  
g. Menyusun rekomendasi hasil pengawasan dan perizinan sebagai 
rencana tindak lanjut.  
h. Menganalisis dan mengembangkan kinerja seksi.  
i. Melaporkan kegiatan seksi kepada kepala bidang.  
Kepala Seksi Pelestarian dan Konservasi 
Tugas dan Kewajiban membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan 
pelestarian dan konservasi sumber daya kelautan dan perikanan 
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Fungsi 
a. Penyusunan program dan kegiatan seksi  
b. Pelaksanaan program dan kegiatan seksi  
c. Pembinaan, pengkoordinasian , pengendalian, pengawasan 
program dan kegiatan pejabat non stuktural dalam lingkup seksi 
d. Pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan pejabat non stuktural 
dalam lingkup seksi  
Uraian Tugas 
a. Mengelola inventarisasi sumber daya potensial dan benda 
berharga serta rehabilitasi kawasan konservasi laut.  
b. Membuat identifikasi dan inventarisasi laut, kekayaan laut hayati 
dan non hayati.  
c. Mengelolah pengembangan dan pemanfaatan potensi taman laut, 
bahari.  
d. Melakukan kegiatan pelestarian dan konservasi terhadap laut, 
kekayaan laut hayati dan non hayati.  
e. Membuat dan menyajikan bahan laporan kegiatan seksi.  
f. Menganalisis dan mengembangkan kinerja seksi.  
g. Melaporkan kegiatan seksi kepada kepala bidang.  
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Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) mempunyai tugas melaksanakan tugas 
operasional Dinas Kelautan dan Perikanan di wilayah kerjanya masing – 
masing yang meliputi pembinaan, bimbingan, penyuluhan dan pelatihan di 
bidang kelautan dan perikanan. 
Kelompok JabatanFungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas 
di bidang kelautan dan perikanan sesuai keahlian. 
Visi dan Misi 
 Sebagai bagian dari Pemerintah Kabupaten Luwu Timur visi Dinas 
Kelautan dan Perikanan tidak terlepas dari Visi dan Misi Kepala Daerah 
Kabupaten Luwu Timur 2016-2021 yaitu: 
Visi 
 Keberlanjutan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik di 
Kabupaten Luwu Timur. 
Misi 
1. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan kepemerintahan dan pelayanan 
publik yang sebaik-baiknya; 
2. Memperkuat kompetensi dan kapasitas sumber daya manusia di daerah 
untuk dapat menjadu handal; 
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3. Menjaga suasana kebersamaan antar komponen warga agar tetap 
harmonis, tertib dan aman guna menunjang hidup dan kehidupan 
masyarakat yang lebih maju dan bermanfaat dalam kesesuaian tatanan 
nilai-nilai budaya luhur dan tuntutan agama; 
4. Melanjutkan momentum dan meningkatkan kualitas pembangunan daerah 
dengan memperluas aksebilitas dan meningkatkan daya saing daerah 
untuk mengantisipasi perkembangan situasi perekonomian nasional dan 
internasional, melalui industrialisasi perdesaan dan agroindustri. 
Berdasarkan visi dan misi Kabupaten Luwu Timur diatas maka Visi dan 
Misi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Luwu Timur yaitu “Peningkatan 
produksi perikanan berkualitas dan berdaya saing tinggi menuju Luwu Timur 
termuka 2021”. Hal tersebut sebagai kelanjutan dari visi misi Agroindustri yang 
telah dicanangkan dalam periode kepemimpinan di Bumi Batara Guru. 
Kebijakan pembangunan yang merata keseluruh pelosok desa dengan sistem 
Pembangunan Desa Mengepung Kota telah memberikan dampak yang sangat 
besar dalam menciptakan sentra-sentra produksi dan mempermudah 
akses/transportasi kelokasi produksi. 
4.3 Analisis Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan Masyarakat 
Pesisir di Desa Wewangriu, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu 
Timur 
 Kemiskinan merupakan salah satu masalah yang selalu dihadapi oleh 
umat manusia. Kemiskinan itu sama tuanya dengan usia kemanusiaan itu 
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sendiri dan implikasi permasalahannya dapat melibatkan aspek kehidupan 
manusia, walaupun seringkali tidak disadari kehadirannya sebagai masalah 
oleh manusia yang bersangkutan (Pasurdi Suparlan, 1984). Kemiskinan 
bersumber pada lemahnya potensi manusia dan kurangnya dukungan 
lingkungan dalam memanfaatkan potensi alam dan sumberdaya yang tersedia. 
Untuk memecahkan masalah tersebut dapat  ditempuh melalui kegiatan 
pemberdayaan masyarakat (A. Soedijar, 2003). 
 Pada dasarnya kemiskinan merupakan masalah dalam pembangunan 
yang bersifat multidimensional, yang berkaitan erat dengan aspek sosial, 
ekonomi, budaya, dan aspek lainnya. Kemiskinan ditandai oleh rendahnya 
tingkat pendapatan masyarakat, keterisolasian, keterbelakangan, dan 
pengangguran, yang kemudian meningkat menjadi ketimpangan antar daerah, 
antar sektor dan antar golongan penduduk (Sumodiningrat, 1999 : 2), 
kemiskinan timbul karena ada sebagian daerah yang belum sepenuhnya 
tertangani, ada sebagian sektor yang harus menampung tenaga kerja secara 
berlebih dengan tingkat produktifitas yang rendah, dan ada pula sebagian 
masyarakat yang belum ikut serta dalam proses pembangunan sehingga belum 
dapat menikmati hasilnya secara memadai. 
Peran pemerintah daerah dalam pemberdayaan masyarakat pesisir  
dalam upaya pengentasan kemiskinan di wilayah pesisir dan sentrasentra 
perikanan agar termasuk dalam kategori sejahtera merupakan salah satu 
kegiatan strategis dalam pelaksanaan pembangunan kelautan dan perikanan. 
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Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Luwu Timur, jumlah 
penduduk di wilayah pesisir di Desa Wewangriu sebanyak 1. 493 jiwa laki-laki 
(male) dan sebanyak 1.534 jiwa perempuan (female) jika dijumlahkan menjadi 
3.027 jiwa yang mendiami wilayah tersebut. Tidak sedikit bahkan hampir 
sebagian besar dari penduduk tersebut dapat dikategorikan sebagai penduduk 
miskin. 
 Kurangnya informasi tentang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) 
serta kurangnya keterampilan merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi 
lemahnya potensi sumber daya dalam mengelola sumber daya alam dan 
lingkungan sosialnya. Kondisi sosial budaya masyarakat tidak selamanya 
mendukung peningkatan potensi warganya, adakalanya malah menghambat 
kemajuan masyarakat itu sendiri. Di lain pihak keberadaan manusia, alam dan 
lingkungan sosial merupakan potensi yang sangat bermanfaat bagi 
perkembangan masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraannya. 
Penanggulangan kemiskinan dengan jalan pemberian bantuan kebutuhan hidup 
seketika bukanlah upaya pemecahan masalah, namun hanya merupakan 
bantuan sementara. Kelengkapan penunjang yang diperlukan dalam upaya 
pemberdayaan masyarakat meliputi sumber dana, ilmu pengetahuan dan 
teknologi, tenaga, sarana dan prasarana yang kesemuanya itu dapat digali dan 
diperoleh dari pemerintah, instansi/lrmbaga non pemerintah dan masyarakat. 
Pemberdayaan memerlukan sentuhan teknologi karena pada 
hakekatnya pemberdayaan masyarakat adalah perubahan sosial untuk 
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memanfaatkan sumberdaya alam dalam rangka meningkatkan kesejahteraan 
sesuai dengan suasana sosial budaya dan sosial ekonomi yang ada. 
Paradigma pembangunan yang berorientasi pada kepentingan 
masyarakat menegaskan pentingnya pemberdayaan ekonomi rakyat dalam 
menyelenggarakan pembangunan guna mengembangkan kemampuan 
masyarakat itu sendiri. Sehingga masyarakat setempat mempunyai hak, 
wewenang, dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri atas inisiatif 
sendiri dlm urusan rumah tangga daerahnya. 
Sejalan dengan adanya Undang-Undang Otonomi Daerah berdasarkan 
Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah menyebabkan 
terjadinya perubahan yang fundamental terhadap elemen-elemen pemerintahan 
daerah serta memerlukan penataan-penataan yang sistematis. Reformasi 
dalam pemerintahan daerah melalui pemberian otonomi kepada Pemerintah 
Kabupaten/Kota yang didasarkan pada asas desentralisasi dalam wujud 
otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab. 
Dengan berlakunya desentralisasi, daerah memiliki kewenangan yang 
mencakup kewenangan dalam seluruh bidang pemerintahan, kecuali 
kewenangan dalam politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, 
moneter dan fiskal , dan agama. Berdasarkan hal tersebut, mekanisme 
penyaluran bantuan pembangunan yang semula direncanakan, dikelola dan 
dilaksanakan oleh pemerintah pusat, secara bertahap telah dialihkan kepada 
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koordinasi pelaksanaanya oleh pemerintah daerah dan akhirnya dapat 
disalurkan langsung dan dikelola sendiri oleh masyarakat yang paling 
memerlukan termasuk kelompok masyarakat di pedesaan pesisir-pantai. 
Menurut Ryas Rasyid (Kertapraja, 2002 :3), kehendak politik pemerintah 
dalam menegakkan demokrasi melalui asas desentralisasi, adalah harus 
sungguh-sungguh merupakan desentralisasi kerakyatan, dalam arti bahwa 
keleluasan otonomi yang dilancarkan kepada daerah bukan untuk 
mengembangkan kekuasaan birokrasi pemerintah daerah, namun guna 
memberikan kesempatan kepada rakyat setempat untuk berperan, berprakarsa, 
dan memberdayakan potensi masyarakat dan wilayah setempat. Dengan 
demikian kekuasaan yang dilimpahkan kepada pemerintah daerah 
dimaksudkan untuk sebagai wahana dalam memberikan fasilitasi kepada 
masyarakat  setempat melalui peranserta dan pemberdayaan masyarakat. 
Pemberdayaan masyarakat merupakan sebuah program dalam 
meningkatkan kemampuan sumberdaya manusia sehingga nantinya 
masyarakat dapat memiliki sebuah kemandirian dari sisi ekonomi hingga sosial 
politik dilingkungannya. Dengan begitupun proses pemerintahan akan lebih 
memberikan pelayanan yang efektif dikarenakan adanya sebuah partisipasi 
aktif dari masyarakat karena adanya suatu kesadaran untuk berkontribusi 
dalam pmerintahan khususnya di daerah. 
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Berdasarkan hasil wawancara dan beberapa temuan dalam observasi 
lapangan terkait program pemerintah daerah dalam pemberdayaan masyarakat 
pesisir memang belum berjalan efektif dan efisien. Hal ini disebabkan oleh 
kurangnya pengawasan yang dilakukan pemerintah, partisipasi masyarakat 
yang masih terbatas, kurangnya pengetahuan masyarakat tentang hal ini. 
Seperti yang dikatakan oleh Bapak Anshar Rahman selaku Camat Malili, 
dalam kutipan wawancara sebagai berikut : 
“Semua proses pemberdayaan masyarakat yang dilakukan di 
Kecamatan Malili apapun itu, tidak terlepas pemberdayaan untuk para 
masyarakat petani atau masyarakat nelayan (pesisir), posisi Pemerintah 
Kecamatan hanya sebagai fasilitator yang menghubungkan Pemerintah Daerah 
dengan masyarakat. Atau dengan kata lain kami sebagai aparatur pemerintah 
kan sebagai pelayan masyarakat dalam program pemberdayaan masyarakat ini 
adapun hal yang terpenting dalam proses pemberdayaan itu sendiri adalah 
partisipasi dari masyarakat yang bersangkutan tersebut”. (Wawancara : 24 
Januari 2017, pukul 10.00 Wita). 
Dalam penjabaran wawancara di atas dapat diketahui bahwa 
pemberdayaan masyarakat termasuk dalam hal ini pemberdayaan masyarakat 
pesisir yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur di 
Kecamatan Malili, Desa Wewangriu sangat memerlukan partisipasi dari 
masyarakat Wewangriu itu sendiri. Selain itu juga nampak peran pemerintah 
sebagai pelayan masyarakat yang mengayomi masyarakat. 
Selain itu, dari wawancara tersebut diatas dapat diketahui juga bahwa 
Pemerintah Daerah Kecamatan Malili adalah merupakan fasilitator yang 
menghubungkan antara Pemerintah dengan masyarakat dalam setiap program-
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program pemberdayaan masyarakat pesisir yang dilakukan Pemerintah Daerah 
Kabupaten Luwu Timur terhadap masyarakat pesisir yang ada di Kecamatan 
Malili, seperti di Desa Wewangriu. 
Hal senada juga dikemukakan oleh Bapak Mahmuddin S.Pd selaku 
Sekertaris Desa Wewangriu, dalam kutipan wawancara sebagai berikut : 
“Terkait pemberdayaan masyarakat dalam kaitannya pemberdayaan 
masyarakat pesisir di Desa Wewangriu ini yaituPemerintah Desa mempunyai 
tugas seperti melakukan sosialisasi dan memotivasi masyarakat di bidang 
budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda 
dan olahraga, dan karang taruna. Upaya sosialisasi tersebut juga dilakukan 
untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam berbagai kegiatan yang 
dilaksanakan oleh pemerintah daerah seperti program pelatihan yang pernah 
dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Luwu Timur, 
Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, dan lain-lain ”. (Wawancara: 26 Januari, pukul 
10.00 Wita). 
Dari penjabaran diatas dapat dianalisis bahwa peran Pemerintah Desa 
untuk mengayomi masyarakatnya dengan melakukan beberapa kegiatan 
seperti sosialisasi dan memotivasi masyarakatnya agar mereka dapat lebih 
terberdaya, dan juga dapat meningkatkan partisipasi masyarakat agar dapat 
berperan aktif dalam mengikuti program pelatihan yang dilaksanakan oleh 
pemerintah daerah. 
Dalam program pemberdayaan masyarakat pesisir tidak semata-mata 
pemberdayaan dilakukan hanya untuk masyarakat nelayan saja. Hal ini 
dikemukakan oleh Bapak Ir. Martinus Rombe Bunga‟ selaku Sekertaris Dinas 
Kelautan dan Perikanan juga yang menyatakan bahwa : 
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“Semua program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan di Desa 
Wewangriu ini bukan hanya kepada kelompok nelayan saja tetapi secara 
menyeluruh kepada semua masyarakat pesisir, mengingat pekerjaan para 
masyarakat yang berbeda-beda”. (Wawancara : 25 Januari 2017, pukul 10.00 
Wita). 
Dari pernyataan di atas dapat di analisis bahwa Pemerintah Daerah 
melakukan pemberdayaan itu secara menyeluruh kepada semua masyarakat 
yang ada di Desa Wewangriu, mengingat para masyarakat memiliki sumber 
penghasilan yang berbeda-beda yakni; sebagai nelayan (perikanan), pertanian 
dan perkebunan, pegawai negeri sipil (PNS), karyawan, industri pengolahan 
(pabrik, kerajinan, dan lain-lain), perdagangan besar/eceran dan rumah makan, 
dan lainnya (air, gas, listrik, konstruksi, perbankan, dan lain-lain). Dari beberapa 
jenis matapencaharian para masyarakat di atas memang mayoritas penduduk 
di Desa Wewangriu ini bermata pencaharian sebagai Nelayan. 
Berbagai usaha-usaha telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah 
Kabupaten Luwu Timur yakni melaksanakan berbagai program untuk 
memberdayakan masyarakat pesisir di Desa Wewangriu dengan melihat 
beberapa masalah-masalah yang harus datangani, baik itu kondisi fisik maupun 
non fisik Desa Wewangriu. Berikut masalah-masalah yang terjadi: 
Tabel 4.11 Masalah-Masalah yang Terjadi Di Desa Wewangriu 
BIDANG MASALAH 
1.Bidang 
Penyelenggaraan 
Pemerintah Desa 
(Kelembagaan Desa) 
- Rehab kantor Desa Wewangriu. 
- Tata ruang Desa belum teratur. 
- Tidak ada jaringan internet. 
- Tersendatnya simpan pinjam dana stimulan.  
- Keterlibatan kelompok masyarakat marjinal lainnya 
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dalam musyawara Desa masih kurang. 
- Kendaraan  operasional untuk Kadus dan RT. 
- Sarana dan prasarana kantor Desa Wewangriu 
masih perluh dibenahi. 
- Data/Administrasi dan informasi Desa belum 
terkelola dengan baik. 
- Kurangnya komunikasi antara BPD dengan 
masyarakat 
- Belum terbentuknya BUMDES 
- Tidak semua keluarga miskin memiliki kartu KIS 
dan KIP 
2.Bidang Pelaksanaan 
Pembangunan Desa ( 
Sarana dan 
Prasarana) 
- Masih banyaknya masyarakat yang tidak memiliki 
jamban (WC). 
- Masih kurangnya pasokan beras raskin. 
- Masih banyak rumah yang beratap rumbia. 
- Penambahan taman bermain. 
- Pembangunan pos kamling Dusun Patande, Dusun 
Salabu untuk daerah tambak. 
- Masih ada Dusun yang belum memiliki posyandu. 
- Tidak adanya saranah pencegah kebakaran. 
- Luapan air sungai dimusim hujan mengakibatkan 
permukaan air naik (banjir). 
- Jalan menuju kantor Desa sangat jauh dari 
pemukinan masyarakat dan cadas. 
- Banyak Balita kurang mendapat pelayanan 
kesehatan secara maksimal. 
- Banyak tanah masyarakat tidak memiliki bukti 
kepemilikan yang sah (sertifikat) 
- Kurangnya sarana dan prasarana olah raga 
- Rabat beton jalan bugis   120 Meter 
- Jalan setapak samping tanggul   150 Meter 
- Lanjutan jalan setapak/Drenase   50 Meter 
- Penimbunan rabat beton batas Dusun Salabu dan 
Dusun Patande 
- Pembangunan drenase   di Dusun Patande 
- Peninggian rabat beton batas Dusun Salabu dan 
Dusun Patande 
- Drenase   23 Meter di Dusun Salabu 
- Drenase   25 Meter di Dusun Salabu 
- Drenase   30 Meter di Dusun Salabu 
- Drenase   50 Meter di Dusun Salabu 
- Penampungan air bersihdaerah tambak Dusun 
Salbu dan Dusun Patande 
- Rabat beton jalan kurui   100 Meter di Dusun 
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Paorebbae 
- Lanjutan drenase   300 Meter di Dusun Paorebbae 
- Lanjutan drenase   1500 Meter di Dusun 
Paorebbae 
- Drenase   80 Meter di Dusun Paorebbae 
- Proteksi kiri kanan talub   1000 Meter di Dusun 
Paorebbae 
- Perluasan plat dekker di Dusun Paorebbae 
- Pengerasan jalan tani   3000 Meter di Dusun 
Paorebbae 
- Pembuatan jalan setapak   600 Meter di Dusun 
Paorebbae 
- Saluran pembuangan   100 di Dusun Paorebbae 
- Optimalisasi lahan   70 Hektar di Dusun Kare-
Korea 
- Hentraktor 10 unit di Dusun Kore-Korea 
- Penerangan lampu jalan di Dusun Paorebbae dan 
Dusun Kore-Korea 
- Renovasi tempat penggilingan padi di Dusun 
Korea-Korea 
- Penimbunan jalan  2500 Meter di Dusun Kore-
Korea 
- Usulan pembangunan pagar posyandu Dusun 
Kore-Korea. 
- Rehab Baruga Tani Dusun Kore-Korea 
- Perbaikan plapon pustu dan tambahan ruangan 
bersalin dan srananya 
- Pengadaan kursi setiap Dusun 100. 
- Pembangunan jalan lingkungan setiap Dusun 
3.Bidang Pembinaan 
Kemasyarakatan 
- Intensif kader posyandu masih kurang. 
- Kurangnya biaya operasional kader posyandu dan 
pembantu Bidan. 
- Intensif Aparat Desa Wewangriu 
perlupeningkatan/penambahan 
- LPMD tidak ada 
- Tidak ada jaminan kesehatan untuk Aparat Desa 
- Kurangnya kegiatan karang taruna 
- Insentif RT/LINMAS perlu penambahan  
4.Bidang 
Pemberdayaan 
Masyarakat Desa 
- Minimnya pengetahuan BPD terkait tugas pokok 
dan fungsinya. 
- Organisasi majelis ta‟lim belum berjalan dengan 
baik. 
- Banyaknya pengangguran karena kurangnya 
lapangan kerja. 
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- Pengurus PKK belum memahami tentang porsinya 
masing-masing. 
- Kemampuan KPMD masih kurang 
- Tidak adanya pelatihan untuk RT/LINMAS dan 
Pembantu Bidan Desa 
5.Bidang Ekonomi - Kelembagaan ekonomi desa tidak berjalan dengan 
baik 
- Management kelompok yang ada didesa belum 
terlalu memahami adminitrasi 
- Masyarakat masih banyak yang membutuhkan 
bantuan keuangan 
- Kelompok yang terbentuk belum ada yang dapat 
melakukan kegiatan yang bisa menjadi icon desa, 
dalam pengelolaan potensi desa. 
6.Bidang Pendidikan - Masih banyak orang tua siswa yang tidak mampu 
untuk membiayai anaknya keperguruan tinggi. 
- Kurangnya minat membaca masyarakat 
7.Bidang Kesehatan - Bidan desa belum memiliki kendaraan dinas. 
- Masih banyak rumah penduduk yang tidak memiliki 
jamban 
- Kesadaran masyarakat tentang kebersihan 
lingkungan masih kurang. 
- Masih banyak masyarakat yang belum memiliki 
kantu Jamkesmas/KIS 
- Masih banyak sampah yang dibuang di sembarang 
tempat. 
8.Bidang Sosial Dan 
Olahraga 
- Belum ada sanggar PKK 
- Kurang minat para generasi muda untuk melakukan 
kegiatan olahraga 
- Kepedulian masyarakat masih berkurang, apabila 
dilakukan kegiatan goyong royong 
- Belum ada organisasi yang peduli dengan kegiatan 
olahraga yang melibatkan seluruh masyarakat 
9.Bidang Perikanan, 
dan Pertanian( 
Budidaya) 
- Alat tangkap masyarakat belum moderen. 
- Masih banyak masyarakat nelayan yang 
membutuhkan bantuan. 
- Daya tangkap masyarakat belum memuaskan 
- Petani tambak masih sulit untuk mendapatkan 
pupuk. 
- Para petani tambak membutuhkan pendampingan 
dalam hal pengelolaan tambak. 
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 Dengan melihat beberapa masalah tersebut diatas berikut strategi dalam 
pemberdayaan masyarakat pesisir yang telah dilakukan oleh Pemerintah 
Daerah Kabupaten Luwu Timur, meskipun memang belum semua masalah-
masalah diatas dapat terselesaikan tetapi Pemerintah Daerah akanberusaha 
semaksimal mungkin untuk mensejahterahkan masyarakat di wilayah tersebut 
sesuai dengan variabel penelitian dalam pemberdayaanmasyarakat pesisir, 
yang dirangkum dari beberapa data yang didapat selama penelitian ini, yaitu 
sebagai berikut : 
1. Pengembangan Potensi Perikanan 
2. Pelatihan 
3. Bantuan Modal Usaha  
4. Pemberian Bantuan Sarana dan Prasarana 
4.3.1  Pengembangan Potensi Perikanan 
 Visi dan Misi Kabupaten Luwu Timur menuju Luwu Timur Terkemuka 
2021 merupakan kelanjutan dari visi misi Agroindustri yang telah dicanangkan 
dalam periode kedua kepemimpinan di Bumi Batara Guru. Kebijakan 
pembangunan yang merata keseluruh pelosok desa dengan sistem 
Pembangunan Desa Mengepung Kota telah memberikan dampak yang sangat 
besar dalam menciptakan sentra-sentra produksi dan mempermudah 
akses/transportasi kelokasi produksi. 
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Pada sektor kelautan dan perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan 
Kabupaten Luwu Timur bertekad untuk menyukseskan Visi Luwu Timur 
Terkemuka melalui peningkatan produksi perikanan berkualitas dan berdaya 
saing tinggi. Adapun komoditi unggulan yang sudah dikembangkan adalah Ikan 
Bandeng, Udang Windu dan Vaname, dan Rumput Laut Gracillaria, sp dan 
Euschema Cootoni.  
Secara khusus di Desa Wewangriu lebih mengembangkan Komoditi, yakni : 
1. Komoditi Ikan Tangkap 
Ikan tangkap seperti komoditas yang dihasilkan dari aktifitas 
penangkapan antara lain cakalang, tuna, tenggiri, layang, kembung, kerapu, 
cucut, teri, kepiting, kakap, bawal, baronang dan jenis ikan lainnya yang setiap 
musim dapat menghasilkan produksi yang cukup tinggi.  
2. Komoditi Ikan Kerapu di Keramba Jaring Apung 
Ikan kerapu merupakan salah satu komoditi tangkapan nelayan 
diperairan Luwu Timur yang cukup besar.Komoditi ini merupakan salah satu 
komoditi ekspor yang bernilai jual tinggi dengan potensi pemasaran yang 
sangat besar.Kawasan perairan laut sekitar Bulu Polo‟e merupakan salah satu 
area yang sangat cocok untuk budidaya ikan kerapu dengan menggunakan 
keramba jaring apung.Untuk mendorong pengembangan budidaya kerapu di 
100 
 
keramba jaring apung, Pemerintah Kabupaten Luwu Timur telah menyediakan 
sarana keramba jaring apung dari Kementrian Kelautan dan Perikanan. 
3. Komoditi Teripang dan Lobster 
Teripang dan lobster sebagai salah satu komoditi ekspor di kabupaten 
Luwu Timur belum dikelolah dengan baik oleh para nelayan di Desa Wewangriu 
karena kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai teknik penangkapan 
maupun budidaya lobster laut. Untuk menjaga kelestarian ekosistem teripang 
dan lobster di Bumi Batara Guru khususnya di Desa Wewangriu dari aktivitas 
penangkapan secara besar-besaran dan tidak bertanggungjawab, dan sebagai 
alternatif untuk pemanfaatan dan pengelolaan kedua komoditi tersebut adalah 
dengan Metode Budidaya pembesaran Teripang dan Lobster pada keramba 
jaring apung. 
4. Komoditi Rumput Laut Euchema Cottonii 
Budidaya rumput laut Euchema Cottoni merupakan salah satu komoditi 
unggulan Kabupaten Luwu Timur yang dibudidayakan dikawasan perairan 
Teluk Bone sepanjang pantai pesisir Kabupaten Luwu Timur khususnya di 
perairan Kecamatan Malili (tepatnya di Desa Wewangriu) sampai ke 
Kecamatan Burau.Luas lahan untuk pengembangan rumput laut euchema 
cottonii di Bumi Batara Guru mencapai 2.620 Ha dengan kisaran produksi 
13.338 ton kering per tahun dengan asumsi produktivitas rata-rata 15.000 
kg/Ha. 
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Seperti yang dikemukakan oleh Sekertaris Dinas Kelautan dan 
Perikanan Kabupaten Luwu Timur, yakni sebagai berikut: 
“Dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat, kami dari Dinas Kelautan dan 
Perikanan melakukan program pengembangan potensi perikanan di setiap 
kecamatan-kecamatan yang ada di Kabupaten Luwu Timur termasuk di 
Kecamatan Malili tanpa terkecuali di Desa Wewangriu yang mana merupakan 
tempat adik melakukan penelitian saat ini. Program ini dilakukan agar dapat 
berkembang menjadi sentra produksi dan pengembangan komoditi kelautan 
dan perikanan berbasis masyarakat dengan prinsip pemanfaatan dan 
pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan”. 
(Wawancara : 25 Januari 2017, pukul 10.00 Wita) 
Dari pernyataan diatas dapat dianalisis bahwa pelaksanaan 
pemberdayaan masyarakat pesisir melalui program pengembangan potensi 
perikanan di Desa Wewangriu ini Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur 
sangat berharap program ini dapat berjalan dengan lacar sehingga dapat 
bermanfaat terutama bagi para kelompok nelayan dan dapat menjadi 
pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan. 
Para masyarakat juga berbicara tentang hal ini, seperti yang 
dikemukakan oleh salah satu anggota kelompok nelayan yang bernama Isra 
yang mengatakan bahwa : 
“Kami para masyarakat khususnya masyarakat nelayan ini sangat bersyukur 
dek, karena alhamdulillah sekali kita di Desa Wewangriu ini mempunyai potensi 
perikanan dengan wilayah yang luas dan setiap tahunnya alhamdulillah juga 
mengalami peningkatan produksi perikanan meskipun tidak terlalu signifikan 
tetapi dapat menambah penghasilan kami para nelayan”. (Wawancara : 28 
Januari 2017, pukul 13.00 Wita) 
Dari pernyataan Bapak Isra di atas dapat di analisis bahwa para 
masyarakat sangat senang dan bersyukur karena mereka hidup di wilayah yang 
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mana memiliki potensi wilayah perikanan yang berlimpah ruah dan dapat 
meningkatkan pendapatan mereka. Dengan begitu hal ini dapat meningkatkan 
kondisi perekonomian masyarakat sehingga anggapan bahwa masyarakat 
pesisir itu adalah masyarakat miskin atau masyarakat terbelakang tidak lagi 
dikategorikan seperti itu. 
4.3.2  Pelatihan 
 Pemerintah daerah dapat memberdayakan masyarakat pesisir melalui 
pembuatan peraturan yang tepat. Pemberdayaan dimaksudkan untuk 
menjadikan masyarakat pesisir sebagai masyarakat yang tangguh, dan mampu 
sendiri. Dalam proses pemberdayaan melibatkan pemerintah, maupun 
masyarakat. Dalam hal ini pemerintah harus menciptakan iklim yang kondusif 
dan melakukan pembinaan dan pengembangan berupa bimbingan dan bantuan 
lainnya. 
 Di Kecamatan Malili, khususnya di Desa Wewangriu dilakukan upaya 
memberikan penyuluhan atas potensi yang dimiliki oleh masyarakat untuk 
kemudian dapat dikembangkan. Program pemberdayaan yang dilakukan 
dengan memberikan porsi yang lebih banyak kepada masyarakat untuk 
merumuskan sendiri keperluan mereka dalam menunjang optimalisasi potensi 
yang dimilikinya yang semula belum dapat memberikan retribusi yang signifikan 
bagi perekonomian masyarakat. 
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 Dari pernyataan Sekertaris Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten 
Luwu Timur Ir. Martinus Rombe Bunga‟, terkait pembinaan kelompok 
masyarakat pesisir/ kelompok nelayan melalui pelatihan terkait upaya 
penyadaran masyarakat terhadap potensi usaha yang mereka miliki: 
“Untuk meningkatkan sumber daya manusia itu sendiri, kami pihak Dinas 
Kelautan dan Perikanan lebih banyak melakukan pembinaan untuk kemandirian 
kelompok dan tentunya sasarannya adalah kelompok-kelompok nelayan yang 
telah dibentuk di Di Desa Wewangriu ini. Sudah banyak kegiatan yang 
dilakukan seperti pelatihan teknik budidaya rumput laut, pelatihan hasil 
pengolahan, cara penangkapan ikan ramah lingkungan, dan lain-lain. Dengan 
diadakannya program pembinaan ini maka diharapkan agar masyarakat 
kemudian jadi berkembang, pola pikir mereka bisa berubah, dan dapat lebih 
terberdaya”. (Wawancara : 25 Januari 2017, pukul 10.00 Wita). 
 Dari pernyataan diatas bahwa pembinaan yang dilakukan oleh 
Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur dilakukan sebagai upaya merubah 
pola pikir serta menumbuhkan kemandirian kepada kelompok masyarakat 
pesisir. Pembinaan ini pun diorientasikan sebagai bentuk bantuan Pemerintah 
Daerah dalam meningkatkan keterampilan dan pengetahuan masyarakat 
pesisir. 
 Bentuk pelatihan tersebut yang dilakukan adalah dengan mengundang 
masyarakat untuk hadir pada pertemuan-pertemuan yang diprakarsai oleh 
Dinas Kelautan dan Perikanan. Penyadaran ini dilanjutkan dengan penyuluhan-
penyuluhan dan pemberian pelatihan ataupun kursus-kursus singkat yang akan 
menambah keterampilan mereka. Apalagi secara umum sistem pengetahuan 
mereka baik itu pengetahuan mengenai teknik penangkapan yang masih berciri 
tradisional dengan pola usaha individual, kepemilikan sarana usaha sederhana 
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serta  masih dalam skala kecil. Dimana juga kebanyakan nelayan masih 
melakukan penangkapan dengan cara  sederhana seperti memancing, 
menggunakan jaring pukat sederhana, serta hanya sebagian kecil yang 
memiliki perahu motor untuk usaha bagang apung dan itupun hanya dimiliki 
oleh nelayan pemilik modal. Adaptasi teknik penangkapan yang relatif baru 
berjalan sangat lamban bahkan tidak sama sekali karena dianggap terlalu 
beresiko pada pendapatan apabila tidak dikuasai dan adanya semacam 
ketakutan  bahwa ideologi baru itu tidak akan menghasilkan sebagaimana yang 
mereka lakukan selama ini. 
 Senada dengan bentuk pelatihan yang dilakukan oleh pemerintah 
daerah seperti yang dipaparkan oleh Bapak Umar selaku Kepala Bidang 
Sumber Daya Manusia/ Sumber Daya Alam Dinas Pemberdayaan Masyarakat 
dan Pemerintah Desa terkait pembinaan yang dilakukan kepada masyarakat 
pesisir di Desa Wewangriu, yakni : 
“Kami dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa 
Kabupaten Luwu Timur  melakukan pemberdayaan khususnya di Desa 
Wewangriu yakni dalam hal ini memberikan pembinaan-pembinaan seperti 
pelatihan perangkat Desa dan pelatihan pembentukan kader posyandu yang 
ada di Desa Wewangriu, Selanjutnya, evaluasi terhadap program kader 
posyandu ini dilakukan dengan cara mengadakan kompetensi antar posyandu 
dikemas dalam bentuk lomba antara lain lomba administrasi terbaik, lomba 
posyandu indah, lomba inovasi posyandu. Harapan pembinaan ini menurut 
Kepala Bidang Sumber Daya Manusia/ Sumber Daya Alam(BPMPD) 
Kabupaten Luwu Timur, agar beberapa tahun kedepan tidak ada lagi 
rekomendasi Posyandu berkinerja paling rendah karena seluruhnya telah 
berkinerja tinggi. Kegiatan ini dilakukan disemua desa tanpa terkecuali di Desa 
Wewangriu yang sedang adik teliti”. (Wawancara : 27 Januari, pukul 14.00 
Wita). 
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 Dari wawancara di atas, terlihat jelas bahwa upaya-upaya yang 
dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa 
dalam hal ini melalui Kepala Bidang Sumber Daya Manusia/Sumber Daya Alam 
yang menyatakan bahwa mereka melakukan upaya pembinaan seperti 
pelatihan perangkat Desa. Menurutnya, pelatihan peningkatan Sumber Daya 
Manusia Kepala Desa dan perangkat desa penting dilakukan karena sangat 
berdampak bagi kinerja mereka. Hasil pelatihan yang dilakukan sangat terasa 
manfaatnya bagi perangkat desa dalam melaksanakan tugas-tugas 
administratif di desa dan peningkatan wawasan bagi perangkat desa. 
Peningkatan sumber daya manusia melalui pelatihan seperti bimbingan teknis 
serta pendampingan merupakan kebutuhan perangkat desa seiring perubahan 
paradigma penyelenggaraan di pemerintah desa, disamping itu banyak 
perangkat desa yang baru diangkat dengan latar belakang yang bervariatif. 
Sehingga memang perlu adanya pelatihan dan diharapkan keberlanjutannya 
kepada semua perangkat sesuai tugas dan tanggungjawab pemerintah desa 
yang terus meningkat. 
 Seperti pada Kader Posyandu di Kabupaten Luwu Timur secara 
kuantitas cukup memadai namun secara kualitas masih belum sesuai 
harapan,baik dari segi sumber daya manusia administrasi maupun sarana. 
Mengingat kader posyandu sebagai salah satu lembaga kemasyarakatan di 
desa maka kapasitas kader posyandu perlu ditingkatkan. Start dari kondisi 
tersebut, mulai tahun 2015 – sekarang, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan 
106 
 
Pemerintahan Desa (BPMPD) Kabupaten Luwu Timur meluncurkan program 
yang dinamai Make Over Posyandu. Program tersebut  merupakan upaya 
pembinaan selama setahun terhadap posyandu berkinerja paling rendah atau 
yang sama sekali belum pernah dibina berdasarkan rekomendasi camat yang 
dikoordinasikan dengan pihak Puskesmas serta pemerintah desa dengan 
mengikutkan 5 posyandu perkecamatan. Seperti yang dikatakan oleh Kepala 
Bidang Sumber Daya Manusia/ Sumber Daya Alam pembinaan kader posyandu 
ini dilakukan disemua Desa tanpa terkecuali di Desa Wewangriu agar 
kedepannya tidak ada lagi rekomendasi Posyandu berkinerja paling rendah 
melainkan seluruhnya telah berkinerja tinggi. 
 Hal ini juga didukung dengan pernyataan salah satu warga yang 
bernama Bapak Subari yang merupakan masyarakat pesisir yang berprofesi 
sebagai pedagang kecil/warung-warung di Desa Wewangriu yang menyatakan 
bahwa : 
“Kalau diadakan kegiatan-kegiatan seperti sosialisasi ataupun semacam 
pelatihan lumayan banyakji yang datang, apalagi anak-anak remaja banyak 
yang berpartisipasi, kalau yang sudah tuami kasihan sedikit mami karena 
banyakmi yang sering sakit-sakitan, karena faktor usia. Semua yang datang 
merasa senang hati ji, karena kita sudah dikasih ilmu dikasih tommi makanan 
baru ada juga permainan pas dipertengahan kegiatannya jadi nda bosanki juga 
ikuti kegiatannya. Saya suka saya kalo sering ada kegiatan seperti begitu 
supaya bisaki juga tambah pengetahuanta nda ketinggalan beritaki juga seperti 
yang nabilang anak muda jaman sekarang supaya nda ketinggalan jaman”. Ujar 
bapak Subari (Wawancara 28 Januari 2017, pukul 11.00 Wita). 
 Kehadiran kelompok masyarakat pesisir/nelayan dalam proses 
penyadaran ini akan menjadi tolok ukur keberhasilan program, karena 
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merupakan bentuk keinginan masyarakat untuk mengembangkan dirinya 
sendiri. Dari beberapa data yang penulis peroleh terkait tingkat partisipasi 
masyarakat pesisir dalam pelatihan tersebut cukup positif. Intisari wawancara 
dengan beberapa orang dan kelompok, secara garis besar jawaban mereka 
menghadiri program pelatihan tersebut adanya hal baru yang bisa mereka 
dapatkan dari kegiatan pelatihan tersebut. 
 Hal ini senada dengan apa yang dikatakan oleh Bapak Isra salah satu 
kelompok nelayan di Desa Wewangriu yang menyatakan bahwa : 
“Waktu itu hari ikutki pelatihan kalau tidak salah itu pelatihannya seperti cara-
cara membudidayakan rumput laut, tentang cara pemeliharaannya, daerah apa 
yang cocok untuk pembudidayaannya dan cara pengolahannya itu rumput laut. 
Dulu waktu tahun 2014 juga kami pernah mendapat pelatihan yaitu pelatihan 
perbaikan mesin (oleh panitia dari Bitung) ”.(Wawancara , 28 Januari 2017, 
pukul 13.00  Wita). 
 Dari beberapa wawancara dan observasi terkait hal yang berkaitan 
dengan pemberdayaan masyarakat pesisir di Desa Wewangriu maka orientasi 
dan pemberdayaan masyarakat yang diharapkan pemerintah daerah ialah 
adanya perluasan aset yang dimiliki oleh  masyarakat, perubahan 
pengetahuan, perubahan sikap dan pola pikir hingga peningkatan keterampilan 
sehingga mampu mengeluarkan masyarakat pesisir dari lingkaran kemiskinan. 
4.3.3  Bantuan Modal Usaha 
Dalam upaya pemberdayaan masyarakat pesisir Pemerintah Daerah 
Kabupaten Luwu Timur menyediakan skim pendanaan bagi masyarakat 
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nelayan antara lain dana bergulir yang memang diperuntukkan bagi masyarakat 
pesisir. Sebenarnya, proses penghantaran sumber daya dari sisi materiil ini 
telah dilakukan oleh pihak Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Luwu 
Timur melalui bantuan modal sejak tahun 2007 dengan sistem pengembalian 
secara bergulir dengan bunga yang begitu rendah. Dana yang diberikan oleh 
Pemerintah kepada kelompok nelayan ini sangat bervariatif mulai dari Rp. 
7.000.000, Rp 10.000.000, dan maksimal Rp 25.000.000 tergantung usaha 
yang dilakukan misalnya mereka meminjam modal untuk pembelian mesin, 
kedai pesisir, alat-alat untuk perbaikan perahu apabila ada yang rusak, dan 
lain-lain. 
Seperti yang dikatakan oleh Sekertaris Dinas Kelautan dan Perikanan 
Luwu Timur Ir. Martinus Rombe Bunga‟ bahwa : 
“Dalam upaya pemberdayaan masyarakat pesisir khususnya pada 
pemberdayaan ekonomi masyarakat dan meningkatkan produktivitas 
masyarakat pesisir di Kabupaten Luwu Timur, maka kami selaku pihak Dinas 
Kelautan dan Perikanan menyediakan bantuan dana untuk modal usaha mikro 
masyarakat. Pemberian bantuan dana ini difokuskan pada usaha mikro, dimana 
bantuan ini diberikan kepada masyarakat umum agar memiliki usaha yang 
kemudian akan dikembangkan”. (Wawancara: 25 Januari 2017, pukul 10.00 
Wita). 
Dari pernyataan sekertaris Dinas Kelautan dan Perikanan tersebut diatas 
dapat di analisis bahwa upaya pemberdayaandengan memberikan bantuan 
modal usaha kepada masyarakat di Desa Wewangriu ini diberikan agar mereka 
memiliki usaha yang kemudian akan dikembangkan. Harapannya, modal usaha 
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ini nantinya bisa dipakai untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan 
hidup masyarakat itu sendiri. 
Hal senada juga dikatakan oleh  Bapak Rahmat Ravy selaku Kepala 
Bidang Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Luwu Timur yang 
menyatakan bahwa : 
“Kami dari Dinas sosial dalam melakukan pemberdayaan itu terlebih dahulu 
pihak dinas membentuk sebuah kelompok yang namanya KUBE yaitu 
Kelompok Usaha Bersama. Yang mana Kelompok ini terdiri dari 10-11 orang 
(ketua, sekertaris, bendahara, dan aggota). Satu kelompok hanya terdiri dari 1 
(satu) jenis kelompok usaha, seperti di Desa Wewangriu itu sudah dibentuk 
disana kelompok-kelompoknya. Setelah itu lalu diberikan bantuan sesuai 
dengan jenis usaha kelompoknya. Dalam pemberian bantuan ini kami 
menganggarkan sekitar Rp 10.000.000 - Rp.20 .000.000 setiap kelompok, dan 
dalam pelaksanaan pemberdayaan ini juga kami bekerja sama dengan pihak 
Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Luwu Timur. (Wawancara : 27 
Januari 2017, pukul 10.00 Wita). 
Dari pernyataan Bapak Rahmat Ravy diatas dapat di analisis bahwa 
dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat pesisir di Desa Wewangriu ini 
pihak dinas telah melakukan berupa  pemberdayaan dengan membentuk 
kelompok yang dinamakan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) nah melalui 
Kelompok Usaha Bersama itulah nantinya disalurkan bantuan-bantuan kepada 
setiap kelompok usaha sesuai dengan jenis usaha kelompoknya. Dalam 
pemberian bantuan ini tentu akan sangat berpengaruh dalam peningkatan 
ekonomi masyarakat pesisir.  
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 Dari hasil wawancara yang penulis lakukan dilapangan berikut beberapa 
pernyataan yang berbeda-beda yang dikemukakan oleh para anggota 
kelompok nelayan disetiap dusunnya, yakni : 
Pernyataan pertama oleh Bapak Darwin selaku anggota kelompok 
nelayan “Nelayan Bersatu” Dusun Salabu : 
“Saya menjadi nelayan sejak tahun 1994 dan baru mendapat bantuan nelayan 
yaitu uang tunai pada tahun 2013 sebesar Rp 10.000.000. Dana tersebut 
termasuk pinjam pakai dari total Rp 10.000.000 tersebut sebanyak Rp 
3.000.000 memang merupakan bantuan dari pemerintah dan selebihnya Rp 
7.000.000 menjadi angsuran yang dibayar Rp 200.000/bulan. Bantuan tersebut 
dipakai untuk pembangunan perahu nelayan. Setelah lunas pemerintah kembali 
lagi membantu dalam pembuatan perahu. Ada juga bantuan dari PT Vale yaitu  
pemberian dana sebagai ganti rugi atas limbah dari perusahaan tersebut 
kurang lebih sekitar Rp 15.000.000 lalu dibagi kepada semua anggota 
kelompok nelayanta‟. (Wawancara : 29 Januari 2017, pukul 10.00 Wita) 
 Pernyataan kedua oleh Ibu Hj. Risma selaku anggota kelompok nelayan 
“Sumber Kehidupan” dari Dusun Patande yang meneruskan bagang suaminya 
yang telah meninggal, kini beliau lah yang mengurusnya, Ibu Hj. Risma 
mengemukakan bahwa : 
“Suami dan saya mulai melaut sejak tahun 1990 dan punya usaha nelayan 
bagang sejak tahun 1993 sampai dengan sekarang. Dalam bentuk 
pemberdayaan yang saya dapatkan dari Pemerintah itu hanya bantuan untuk 
tali ji saja, selebihnya itu modal sendiri mi yaitu pinjaman dari BRI. Kalau 
bantuan lain itu ada yang namanya PTPM yaitu bantuan dari PT. Vale ini 
adalah dana limbah perusahaan sebagai ganti ruginya sebanyak Rp. 
15.000.000 baru dibagi lagi kepada semua anggota bagang. (Wawancara : 29 
Januari 2017, pukul 11.00 Wita). 
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Pernyataan ketiga dikemukakan oleh Bapak Burhan C dengan kelompok 
nelayan “Kuda Laut” dari Dusun Kore-Korea yang menyatakan bahwa : 
“Saya melaut sejak tahun 1994 sampai sekarang. Bantuan yang saya dapatkan 
itu adalah bantuan dari Dinas Kelautan dan Perikanan yang diberikan pada 
tahun kemarin tanggal 1 Agustus 2016 untuk peralatan mesin campa 3,4 PK 
yang berkisar seharga Rp 7.000.000 yang diberikan perorang disetiap anggota 
skelompok nelayan kami. Kemudian adalagi bantuan program PTPM dari 
perusahaan PT. Vale sebagai dana limbah atau dana ganti rugi limbah 
perusahaan tersebut, kalo nda salah itu sekitar Rp 15.000.000 lalu dibagi lagi 
kepada anggota kelompok nelayanta‟. (Wawancara : 29 Januari 2017, pukul 
13.00 Wita). 
 Kemudian pernyataan keempat oleh Bapak Erwin kelompok nelayan 
“Tolala Raya”  dari Dusun Paorebbae yang menyatakan bahwa : 
“Saya melaut sejak tahun 1985 sebagai nelayan bagang. Kalau masalah 
pemberdayaan sejak  kelompok nelayan ini terbentuk pada tahun 2014 lalu 
saya sendiri belum pernah mendapat bantuan dari pemerintah. Mereka Cuma 
janji-janji dan sampai sekarang belum ada sama sekali bantuan yang pernah 
diberikan, biar tali tidak ada juga. Kalau program PTPM yang program dari 
perusahaan PT.Vale yang pernah dia kasih itu berupa uang sebanyak Rp. 
15.000.000 untuk pembelian perahu. Dan satu lagi dek saya ini punya 
keinginan yang ingin saya sampaikan kepada Pemerintah sebenarnya para 
nelayan setiap tahun mi bikin proposal tetapi pemerintah masih menjanjikan ji 
saja terus baru tidak ada tindak lanjutnya itu proposalta. (Wawancara : 29 
Januari 2017, pukul 14.00 Wita). 
 Dari keempat pernyataan yang dikemukakan oleh anggota kelompok 
nelayan tersebut diatas sangat bervariatif. Melihat bantuan yang diberikan 
kepada mereka tersebut ternyata menimbulkan pro dan kontra dikalangan 
masyarakat. Sejatinya, pemberdayaan masyarakat itu harus adil kepada setiap 
masyarakat agar masyarakatnya dapat hidup sejahtera dan berkecukupan. 
Sebagian dari mereka ada yang merasa memang telah tersentuh oleh 
pemerintah dan adapula yang sama sekali belum pernah mendapatkan bantuan 
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tersebut. Mereka masih bertanya-tanya mengapa bisa terjadi hal seperti itu 
padahal mereka telah membuat proposal untuk diajukan kepada pihak Dinas 
tetapi belum mendapatkan feed back (umpan balik) sama sekali. Dengan 
pernyataan tersebut, hal inilah yang menjadi tugas penting bagi Pemerintah 
Daerah Kabupaten Luwu Timur dalam hal ini terkait pemberdayaan masyarakat 
pesisir di Desa Wewangriu untuk menindak lanjuti dari pernyataan yang kontra 
akan bantuan yang diberikan, agar tidak terjadi kesalah pahaman antara 
masyarakat dengan pemerintah. 
 Menanggapi dari beberapa pernyataan masyarakat yang menilai 
pemberian bantuan dari Pemerintah itu tidak menyeluruh, maka Bapak Ir. 
Martinus Rombe Bunga‟ selaku Sekertaris Dinas Kelautan dan Perikanan 
berkomentar, bahwa : 
“Kalau masalah pemberian bantuan modal usaha yang diberikan oleh pihak 
Dinas  kepada masyarakat itu sebenarnya telah dianggarkan setiap tahunnya. 
Jika ada masyarakat yang merasa belum mendapatkan bantuan dari pihak 
Dinas itu karena faktor keterbatasan anggaran yang dimiliki Pemerintah, kami 
juga dari pihak dinas telah memikirkan hal-hal tersebut dari jauh-jauh hari 
sebelumnya sebelum memberikan bantuan tersebut. Kemudian masalah 
proposal yang telah dikasih masuk di Dinas  itu kami sudah terima, tetapi kami 
mengharapkan kepada para masyarakat bersabar sampai waktu pemberian 
modal usaha tersebut berjalan kembali karena semua itu telah dipertimbangkan 
sebelum adanya pencairan agar tidak ada lagi kesalah pahaman diantara 
masyarakat dengan pihak dinas”. ((Wawancara : 25 Januari 2017, pukul 10.00 
Wita). 
 Dari pernyataan Sekertaris Dinas Kelautan dan Perikanan tersebut 
diatas dapat dianalisis bahwa semua program bantuan modal usaha yang 
diberikan kepada masyarakat pesisir ini sebenarnya merata. Hanya saja belum 
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terbagi secara menyeluruh karena keterbatasan anggaran dari pihak Dinas. 
Untuk itu dihimbau kepada seluruh masyarakat agar bersabar menunggu waktu 
pencairan selanjutnya tiba. 
 Seperti yang dikatakan oleh masyarakat bahwa ada program PTPM 
yang merupakan program yang diberikan oleh Perusahaan PT.Vale. Tahun 
2013 adalah tahun penting bagi PT Vale dalam menjalankan program 
pengembangan masyarakat. Mendapat banyak masukan dan kritik dari 
masyarakat maupun kalangan Perusahaan sendiri, maka model pendekatan 
proyek, jangka pendek, dan berdiri sendiri sebagai program Perusahaan telah 
ditinggalkan. PTPM resmi diluncurkan pada Januari 2014. Ditandai dengan 
penandatanganan nota kesepahaman antara Bupati Luwu Timur periode lalu H. 
Andi Hatta Marakarma, Ketua DPRD Luw Timur Sukman Sadike, dan Presiden 
Direktur PT.Vale Nico Kanter. Turut hadir dalam acara tersebut Presiden 
Komisaris PT.Vale saat itu, Ricardo Carvaiho. Pada tahap awal, PTPM disusun 
untuk periode lima tahun, dari tahun 2013-2017. 
Program pengembangan masyarakat PT Vale kini diselaraskan dengan 
rencana pembangunan Pemerintah Daerah Luwu Timur, bersifat jangka 
panjang, dan memiliki rodmap  lima tahunan. Pemerintah daerah, perusahaan, 
dan masyarakat penerima manfaat program akan berjalan bersama. Dengan 
demikian tidak terjadi tumpang tindih program, tumpang tindih dan, serta 
pemborosan waktu dan pekerjaan. Semua itu diwadahi dalam satu program 
yang dinamakan Program Terpadu Pengembangan Masyarakat (PTPM). PTPM 
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merupakan program CSR. PT Vale yang ditujukan untuk mendorong 
peningkatan kesejahteraan masyarakat khususnya di wilayah pemberdayaan 
dan masyarakat Luwu timur pada umumnya. Konsepnya, PTPM akan 
disinergikan dengan rencana pembangunan daerah sehingga tidak lagi terjadi 
tumpang tindih dengan program Pemerintah Kabupaten Kota seperti yang 
terjadi sebelum adanya PTPM ini. Melalui PTPM maka program pemberdayaan 
masyarakat akan semakin terarah, bermanfaat dan berkelanjutan. 
Seperti yang dikemukakan oleh Bapak Umar Kepala Bidang Sumber 
Daya Manusia/Sumber Daya Alam yakni : 
“PTPM atau yang disebut  Program Terpadu Pengembangan Masyarakat itu 
dek merupakan program mitra desa mandiri yang diberikan oleh PT.Vale yang 
bekerja sama dengan pemerintah kabupaten kota yang mana pemberdayaan 
atau pengembangan masyarakat yang dimaksud adalah pengembangan 
dibidang kesehatan, ekonomi, pertanian, pendidikan, dan lain sebagainya. 
Kalau di Desa Wewangriu saya rasa sudah dilakukan juga disana seperti 
pemberian dana kondep yang telah diberikan kepada para masyarakat 
pesisir/nelayan disana”. (Wawancara : 27 Januari 2017, pukul 14.00 Wita) 
Dari pernyataan diatas dapat dianalisis bahwa program PTPM itu 
merupakan program pengembangan atau pemberdayaan program mitra desa 
mandiri yang diberikan oleh PT.Vale yang bekerja sama dengan pemerintah 
untuk pemberdayaan masyarakat pesisir/nelayan. Seperti yang dikemukakan 
oleh Pak Umar diatas bahwa di Desa Wewangriu telah diberjalankan program 
tersebut yakni pemberian dana kondep dan hal ini memang dikatakan oleh 
masyarakat dalam wawancara sebelumnya. 
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4.3.4  Pemberian Bantuan Sarana dan Prasarana 
Salah satu hal dari beberapa teori tentang analisis peran pemerintah 
daerah dalam pemberdayaan masyarakat pesisir/nelayan, dilakukan dengan 
melakukan program yang dapat mendorong pertambahan produksi atau hasil 
tangkap nelayan dengan dengan memberikan akses terhadap fasilitas, 
peralatan, pelatihan, dan modal. 
Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Kelautan dan Perikanan 
Kabupaten Luwu Timur bahwa untukmendukung pengembangan Sektor 
Kelautan dan Perikanan maka Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur telah 
membangun sarana prasarana penunjang yang memadai  di Desa 
Wewangriu,diantaranya : 
a. Sarana Prasarana Penunjang Transportasi 
Fasilitas transportasi yang dibangun sebagai berikut : 
1. Fasilitas transportasi darat, meliputi jalan dan jembatan yang 
dibangun dengan konstruksi aspal dan beton, 
2. Fasilitas transportasi laut/air, meliputi pelabuhan/dermaga. 
b. Sarana Prasarana Penunjang Produksi 
- Fasilitas Pelabuhan Perikanan 
Fasilitas Pelabuhan Perikanan di Desa Wewangriu yaitu : 
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1. Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) 
Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI Malili) terletak di Desa 
Wewangriu Kecamatan Malili dan telah  difungsikan dengan baik. 
Kompleks PPI Malili telah dilengkapi dengan berbagai sarana dan 
prasarana penunjang dan senantiasa dikembangkan secara 
berkelanjutan antara lain : Dermaga dan Bangsal Pelelangan Ikan, 
Kantor PPI Malili, Kantin dan Koperasi PPI Malili, Aula Nelayan, Bangsal 
Pengolahan, Fasilitas MCK dan Instalasi air bersih, SPDN PPI  Malili, 
Kios Pemasaran PPI Malili. 
2. Pabrik Es 
Fasilitas Pabrik Es di Kabupaten Luwu Timur sebanyak 2 tetapi 
terkhusus di Desa Wewangriu yaitu yang berlokasi di Kompleks PPI 
Malili merupakan salah satu fasilitas pendukung dalam peningkatan 
mutu dan kualitas hasil perikanan. 
3. Solar Packed Dealer Nelayan (SPDN) 
Keberadaan Solar Packed Dealer Nelayan dalam rangka 
menunjang ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi sangat 
dibutuhkan oleh masyarakat nelayan dan pembudidaya sehingga dapat 
mendorong peningkatan kesejahteraan. SPDN yang telah beroperasi di 
Kabupaten Luwu Timur terkhusus di Desa Wewangriu yaitu SPDN PPI 
Malili dengan kapasitas 32.000 Liter perbulan yang dikelola pleh 
Koperasi Mina Bahari. 
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4. Fasilitas Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan 
Wilayah Kabupaten Luwu Timur yang kaya dengan potensi 
kelautan dan perikanan sangat rentan terhadap kerusakan akibat ilegal 
fishing, bom ikan, strum, racun, dan lain-lain). Hal tersebut harus 
dikendalikan melalui kegiatan pengawasan secara berkesinambungan. 
Fasilitas pengawasan di antaranya : 
a. Pos Pengawasan sebagai pusat kegiatan pengawasan yang 
digunakan oleh kelompok masyarakat pengawas. Kapal motor fiber 2 
(dua) unit. 
b. Speed boat sebanyak 1 (satu) unit untuk melaksanakan Patroli 
Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan secara rutin di 
wilayah pesisir Kabupaten Luwu Timur seperti di Desa Wewangriu. 
5. Fasilitas Alat Berat (Excavator) 
Alat Berat Excavator yang dimiliki oleh Dinas Kelautan dan 
Perikanan sebanyak 2 (dua) unit peralatan ini sangat berperan penting 
dalam upaya peningkatan produksi kelautan dan perikanan budidaya. 
Peralatan ini digunakan sebagai sarana sosial yang bermanfaat untuk : 
 Pembentukan/Rehabilitasi Tambak 
 Pembentukan Jalan Produksi 
 Pembentukan/Rehabilitasi Saluran irigasi tambakl (sekunder). 
(Sumber : Profil Investasi Sektor Kelautan dan Perikanan Kabupaten 
Luwu Timur Tahun 2016). 
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Seperti yang dikemukakan oleh Sekertaris Dinas Kelautan dan 
Perikanan Bapak Ir. Martinus Rombe Bunga‟ yang mengatakan bahwa : 
“Sebelum diberikan bantuan kepada para masyarakat pesisir,, terlebih dahulu 
dibentuk kelompok nelayan sebagai binaan Dinas Kelautan dan Perikanan 
(DISKP) baru kemudian diberi bantuan berupa peralatan sesuai dengan usaha 
mereka seperti bantuan mesin, perahu, tali, jaring, dan lain sebagainya”. 
(Wawancara : 25 Januari 2017, pukul 10.00 Wita). 
 Menurut Pernyataan tersebut di atas bahwa sebelum diberikan bantuan 
kepada masyarakat maka dibentuklah terlebih dahulu kelompok nelayan yang 
menjadi binaan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Luwu Timur.  
Berikut nama-nama kelompok nelayan : 
Tabel 4.12 Nama-Nama Kelompok Nelayan 
Nama 
Kelompok 
Nelayan 
Jenis Usaha Anggota Kelompok 
Kuda Laut Nelayan 
Tangkap 
1. Ketua:Isra 
2. Sekertaris:Asdin 
3. Bendahara:Burhan 
Anggota : 
b. Asri. S 
c. Jafar. S 
d. Nahdin 
e. Ilham 
f. Irfandi 
g. Basreng 
h. Heri 
 
Nelayan 
Bersatu 
Nelayan 
Tangkap 
1. Ketua:M.Saleh 
2. Sekertaris:H.Muh.Amin 
3. Bendahara:Amran. L 
Anggota: 
1. Darwin 
2. Ilyas Dg. Mappangi 
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3. Pa‟ding 
4. Syamsuddin 
5. Hermansyah  
6. Lukman Inggi 
7. Juanda 
8. Alimuddin 
Tolala Raya Nelayan 
Tangkap 
(Bagang) 
1. Pawang : Erwin 
2. Operator : Yusuf 
Sawi : 
1. Awal 
2. Nardi 
3. Tasri 
4. Adi 
5. Iwang 
6. Lukman 
7. Syarif 
8. Amirullah  
Sumber 
Kehidupan 
Nelayan 
Tangkap 
(Bagang) 
1. Pawang : Ruslan 
2. Operator : Sandi 
Sawi : 
1. Deri 
2. Buraera 
3. Abidin 
4. Gerhana 
5. Herman 
6. Arip 
7. Aso 
8. Anto  
 
Seperti yang dikemukakan oleh Bapak Umar selaku Kepala Bidang 
Sumber Daya Manusia/Sumber Daya Alam yang mengatakan bahwa: 
“Bantuan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah terkhusus di Desa 
Wewangriu yaitu pembuatan kamar mandi (WC),  dibidang pendidikan yaitu 
pembaharuan perpustakaan dan halaman sekolah, dalam bidang ekonomi 
seperti pemberian bantuan lemari jualan, mesin pabrik kelapa, dan lain 
sebagainya serta pembangunan seperti rehabilitas rainase, pembuatan tanggul, 
pembuatan jembatan beton, pembuatan jalan setapak, poros jalan, lampu jalan, 
dan lain-lain melihat”. (Wawancara : 27 Januari 2017, pukul 14.00 Wita). 
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 Dari pernyataan di atas dapat di analisis bahwa di Desa Wewangriu 
memang masih tergolong sebagai masyarakat terbelakang melihat rumah-
rumah yang ada di seberang sana masih banyak yang belum memiliki kamar 
mandi jadi masyarakatnya banyak yang mandi bahkan mencuci pakaian 
disekitar pinggiran laut. Melihat keadaan tersebut Pemerintah berinisiatif untuk 
membuatkan kamar mandi di rumah para warga agar mereka tidak lagi 
melakukan aktifitas rumah tangganya diluar rumah mereka. Pemerintah juga 
membuat berbagai pembangunan baik pembaharuan maupun pembangunan 
baru yang nantinya akan menjadi pembangunan yang berkelanjutan guna untuk 
kesejahteraan masyarakat. 
 Senada dengan pernyataan salah satu masyarakat pesisir yakni dengan 
Bapak Ardi yang menyatakan bahwa : 
“Dengan adanya pemberian pemerintah seperti pembangunan di Desa kita ini 
saya sangat senang karena sekarang sudah adami jembatan beton, dulu 
kasihan kita menyeberang itu pakai jembatan gantung ji yang haruski hati-hati 
kalau mau menyeberang ke sebelah. Sekarang juga bagusmi sekolahnya anak-
anak adami perpustakaannya, bagusmi bangunannya juga”. 
 Dari pernyataan Bapak Ardi di atas dapat di analisa bahwa masyarakat 
di Desa Wewangriu ini sangat merasa senang dengan adanya bantuan sarana 
prasarana yang diberikan oleh pemerintah karena dengan begitu dapat 
mempermudah akses jalan masyarakat jika ingin menyeberang kearah Kota 
Malili. Selain itu di lihat dari segi pendidikan juga sudah meningkat karena 
bangunannya sudah mulai bagus apalagi sudah ada perpustakaan di 
dalamnya. Dengan demikian, hal ini pasti akan meningkatkan selera belajar dan 
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akan memotivasi para siswa-siswi ntuk lebih giat belajar demi menggapai cita-
citanya. 
4.4 FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PEMBERDAYAAN 
MASYARAKAT PESISIR DI DESA WEWANGRIU, KECAMATAN MALILI, 
KABUPATEN LUWU TIMUR 
4.4.1 Faktor pendukung 
a. Partisipasi Masyarakat 
Bahwa yang dimaksud partisipasi masyarakat disini adalah 
keterlibatan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung 
dalam setiap tahapan kegiatan pelaksanaan program pemberdayaan 
masyarakat pesisir di Desa Wewangriu.Sebagaimana mekanisme kerja yang 
telah diuraikan, terlihat jelas bahwa pola partisipasi masyarakat 
memang sangat dominan dalam semua tahapan kegiatan program 
pemberdayaan masyarakat pesisir ini mulai dari tahap 
perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan serta 
evaluasi.Dapat dilihat dari banyaknya Kelompok Usaha Bersama 
(KUBE) yang dibentuk oleh Dinas Sosial untuk para masyarakat yang ada 
disetiap desa yang ada di Kecamatan Malili seperti di Desa Wewangriu ini. Oleh 
karena itu kita tidak dapat pungkiri dan memahami dengan jelas 
bahwa program ini hanya bisa berhasil jika mendapat respon dan 
perhatian dari masyarakat itu sendiri. 
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Seperti yang dikemukakan oleh Bapak Mahmuddin, S.Pd selaku 
Sekertaris Desa Wewangriuyang mengatakan bahwa: 
“Kalau saya lihat selama ini jika ada sosialisasi ataupun pelatihan-pelatihan 
baik yang dilaksanakan oleh pemerintah maupun swasta, masyarakat sangat 
antusias mengikuti pelatihan tersebut karena kegiatan ini selain dapat 
menambah pengetahuan juga dapat mengisi kekosongan karena kegiatannya 
dilaksanakan pada  jam-jam yang tidak mengganggu pekerjaan ataupun 
istirahat para masyarakat, atau biasa juga sudah diumumkan memang pagi-
pagi sebelumnya supaya masyarakat tahu kalau akan diadakan 
kegiatan”.(Wawancara : 26 Januari 2017, pukul 10.00 Wita). 
 Hal senada juga dipaparkan oleh Bapak Nardi masyarakat pesisir Desa 
Wewangriu yang memaparkan bahwa : 
“Sudah banyak kegiatan yang dilaksanakan di desa kami ini. Seperti pelatihan-
pelatihan tentang simulasi bencana alam, tentang pelatihan mengelola bibit 
rumput laut juga ada, tentang kesehatan juga ada, untuk anak sekolah juga 
pernah ada tentang cuci tangan yang baik, dan masih banyakpi lagi. Kalau 
partisipasi masyarakat saya liat dari kalangan anak-anak, remaja, dewasa 
bahkan orang tua itu biasa banyak yang datang apalagi kalau untuk 
perempuan, itu ibu-ibu dirumah biasa cepat-cepat kerja pekerjaan rumahnya 
supaya bisa ikut dalam kegiatan itu. Kami disini kalau masalah ikut 
berpartisipasi dek ya kami sangat senang, karena itu kegiatan berguna tonji 
untuk kita sendiri supaya bertambah juga pengetahuanta”. (Wawancara : 30 
Januari 2017, pukul 10.00 Wita).  
 Dari pernyataan tersebut di atas terlihat jelas bahwa memang di Desa 
Wewangriu inisangat didukung oleh partisipasi masyarakatnya, melihat semua 
kegiatan yang telah dilaksanakan, baik oleh pemerintah maupun swasta sangat 
disambut baik dan masyarakatnya sangat antusias untuk turut serta 
meramaikan dan mengikuti pelatihan. Hal ini sangat mendukung pemberdayaan 
masyarakat khususnya pemberdayaan masyarakat pesisir di Desa Wewangriu 
karena selain dapat menyukseskan kegiatan yang dilaksanakan tersebut, 
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keinginan pemerintah daerah untuk memberdayakan para masyarakatnya juga 
dapat tercapai dan tentunya ini sangat bermanfaat untuk pribadi masyarakat itu 
sendiri. 
b. Kondisi Sarana dan Prasarana 
Keberadaan sarana dan prasarana di Desa Wewangriu merupakan salah 
satu modal untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi 
suatu Dinas sehingga dengan adanya sarana dan prasarana tersebut 
tujuan pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat maupun kegiatan 
lainnya dapat dilaksanakan secara optimal dan memberikan berbagai 
kemudahan dan dukungan kebijakan program agar pemberdayaan yang 
dilakukan tersebut dapat terlaksana dengan baik dan berkesinambungan 
sehingga dapat menunjang keberhasilan pembangunan di Desa Wewangriu ini  
ke arah yang semakin lebih baik dan lebih maju kedepannya. 
 Seperti yang dipaparkan oleh Sekertaris Dinas Kelautan dan Perikanan 
Bapak Ir. Martinus Rombe Bunga‟ yang memaparkan bahwa : 
“Kondisi sarana prasarana ini kami usahakan bisa menjadi lebih baik dari tahun 
ketahun. Seperti yang kita lihat sekarang telah ada jembatan beton padahal 
dulunya cuma jembatan gantung, jalanannya juga kami usahakan bisa aspal 
semua nantinya, sekolah-sekolah juga  sudah bagus/layak karena telah 
diperbaiki bangunannya, dan juga dirumah warga sudah banyak yang 
mempunyai kamar mandi (wc) meskipun belum semua tetapi kami berupaya 
untuk membuatkan kamar mandi pada setiap rumah warga”. (Wawancara : 25 
Januari 2017, pukul 10.00 Wita). 
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Dari pemaparan diatas dapat diketahui bahwa kondisi sarana prasarana 
di Desa Wewangriu ini cukup memadai karena telah banyak pembangunan-
pembangunan serta pemberdayaan yang telah dilakukan dari segi perbaikan 
sarana prasarana setiap tahunnya meskipun belum sepenuhnya terberdaya 
tetapi upaya pemerintah daerah patut diacungi jempol karena memang dari 
tahun ketahun Desa ini jika di perhatikan telah mengalami perkembangan. 
Karena sejatinya pemberdayaan yang dilakukan itu bukan hanya masyarakat 
saja yang diberdayakan tetapi pemberdayaan sarana prasarana juga penting 
karena hal ini yang menjadi salah satu faktor pendukung keberlangsungan 
pemberdayaan itu sendiri dan tentunya dapat mempermudah akses oleh pihak 
dinas dalam melaksanakan pemberdayaan kepada masyarakat setempat. 
Untuk mendukung pengembangan Sektor Kelautan dan „Bumi Batara 
Guru‟ juga dibutuhkan kerjasama seluruh pihak. Jalinan kerjasama tersebut 
dilakukan antara lain dengan : 
 Kementerian Kelautan dan Perikanan RI 
 Kementerian Pekerjaan Umum RI 
 Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan 
 Dinas PU Provinsi Sulawesi Selatan 
 PT. Vale Tbk 
 Malindo (Masamba) 
 PT. Agarindo Bogatama 
 ASPPERLI 
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 Kepala Dinas Kabupaten Luwu Timur 
 BUMD Kabupaten Luwu Timur 
 Universitas Hasanuddin (UNHAS) 
 KOSPERMINDO (Rumput Laut Gracillaria, sp) 
 Celebes Seawood Group (Rumput Laut Gracillaria, sp) 
 Malindo (Pelatihan dan Pengolahan Home Industry) 
4.4.2 Faktor Penghambat 
Beberapa hambatan dan permasalahan dalam pengembangan potensi 
kelautan dan perikanan Kabupaten Luwu Timur antara lain : 
a. Keterbatasan Anggaran 
Anggaran merupakan salah satu faktor penting dalam pelaksanaan 
program-program pemberdayaan masyarakat pesisir di Desa Wewangriu ini 
dikarenakan anggaran merupakan faktor penggerak seluruh elemen-elemen 
dari sebuah lembaga pemerintahan. Dalam pelaksanaan program pemberian 
modal dan usaha kelompok masyarakat seperti kelompok masyarakat nelayan 
dan  kelompok masyarakat lainnya ini sangat diperlukan anggaran yang tidak 
sedikit, agar semua masyarakat yang memang wajib dan berhak mendapatkan 
bantuan itu semuanya bisa menerima bantuan.  
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Seperti yang dikemukakan oleh Bapak Ir. Martinus Rombe Bunga‟ selaku 
Sekertaris Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Luwu Timur dalam 
wawancara yang mengatakan bahwa : 
“Kami dari pihak Dinas Kelautan dan Perikanan  dalam pemberian bantuan baik 
dalam bentuk barang maupun dana untuk modal usaha para masyarakat 
khususnya kepada para masyarakat pesisir di Desa Wewangriu ini telah 
berusaha semaksimal mungkin menganggarkan anggaran untuk program 
bantuan modal usaha ini. Tetapi karena anggaran terbatas maka masyarakat 
harus bersabar menunggu pencairan selanjutnya tiba. Kami pasti memberikan 
yang terbaik untuk masyarakat”. (Wawancara : 25 Januari 2017, pukul 10.00 
Wita). 
Dari pernyataan tersebut diketahui bahwa dalam pemberdayaan 
masyarakat pesisir memang perlu anggaran yang tidak sedikit mengingat 
jumlah anggota keluarga di Desa Wewangriu yang cukup banyak.Dengan 
demikian seperti yang terjadi di masyarakat, ada yang kontra dengan program 
pemberian bantuan modal usaha (dana) karena merasa pemberian bantuan ini 
tidak secara merata itu tidak terulang lagi. Karena sejatinya pemberdayaan 
masyarakat sendiri itu bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat. Namun hal tersebut bukanlah faktor kesengajaan melainkan 
keterbatasan anggaran yang dimiliki pemerintah tetapi pemerintah tetap 
berusaha agar pemberian bantuan itu dapat secara merata kepada masyarakat 
yang membutuhkan. 
b. Masih Rendahnya Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)  
Salah satu faktor yang menghambat keberlangsungan program 
pemberdayaan masyarakat pesisir ini yaitu kualitas sumber daya manusia yang 
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dimiliki dalam hal ini yang dimaksud adalah para pelaku yang melaksanakan 
program pemberdayaan dalam hal ini yang dimaksud adalah para masyarakat 
dalam penerapan metode dan teknologi budidaya maupun penangkapan. 
Perkembangan masyarakat pesisir seperti di Desa Wewangriu ini masih belum 
sebagus masyarakat yang tinggal di perkotaan. Hal itu bisa terlihat dengan 
belum tercukupinya fasilitas infrastruktur yang ada di wilayah pesisir dan juga 
pengetahuan, pemahaman tentang teknologiserta keterampilan yang dimiliki 
oleh masyarakat pesisir yang begitu minim. 
 Berikut tanggapan Bapak Ir. Martinus Rombe Bunga‟ selaku Sekertaris 
Dinas Kelautan dan Perikanan yang mengatakan bahwa : 
“Kalau dilihat secara kualitas sumberdaya manusia masyarakat pesisir Di Desa 
Wewangriu ini memang masih belum sepenuhnya terberdaya, hal ini karena 
kurangngnya pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki oleh masyarakat 
setempat. Maka dari itu kami pihak Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten 
Luwu Timur melakukan pelatihan-pelatihan atau pembinaan-pembinaan 
terhadap masyarakat dalam mengelola sumber daya alam yang ada”. 
(Wawancara : 25 Januari 2017, pukusl 10.00 Wita). 
Dari pernyataan di atas dapat dianalisis bahwa masih rendahnya kualitas 
sumber daya manusia di Desa Wewangriu itu karena kurangnya pengetahuan 
dan keterampilan yang dimiliki oleh masyarakatnya. Fakta tersebut cukup 
memprihatinkan, mengingat masyarakat di Desa Wewangriu selama ini dikenal 
sangat dekat dengan sumber daya hayati yang ada di laut. Namun dengan 
potensi kelautan dan perikanan yang selama ini ada, ternyata masih belum bisa 
menyejahterahkan masyarakat di kawasan pesisir. Maka dari itu diperlukan 
pembinaan kelompok nelayan maupun kelompok lainnya sehingga terwujud 
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sumber daya manusia yang berkualitas melalui peningkatan pendapatan, 
peningkatan kesejahteraan, peningkatan sosial, politik, dan budaya agar 
mampu dan dapat menjangkau akses sumber daya alam, permodalan, 
teknologi, dan pasar sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasar sandang, 
pangan, papan, pendidikan, kesehatan, hukum, lingkungan, dan sosial politik. 
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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 
5.1 Kesimpulan 
 Berdasarkan dari uraian hasil penelitian ini dan pembahasan 
sebelumnya maka penulis dapat menarik kesimpulan dari hasil penelitian ini, 
sebagai intisari dari penelitian yang penulis lakukan. Adapun kesimpulan dari 
penelitian ini adalah sebagai berikut : 
A. Pemberdayaan masyarakat pesisir yang dilakukan pemerintah daerah 
sejalan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Adapun peran 
nyata pemerintah dapat terlihat dari : 
1. Pengembangan potensi perikanan yang dilakukan oleh Pemerintah 
daerah Kabupaten Luwu Timur melalui Dinas Kelautan dan 
Perikanan ini sebagai upaya untuk meningkatkan hasil komoditi 
perikanan dan kelautan guna untuk meningkatkan hasil produksi 
sekaligus pendapatan masyarakat di Desa Wewangriu. 
2. Pelatihan-pelatihan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah 
Kabupaten Luwu Timur sebagai upaya penyadaran atas potensi 
masyarakat. Semua yang terlibat dalam pelatihan ini adalah 
pemerintah daerah melalui Dinas Kelautan dan Perikanan 
Kabupaten Luwu Timur, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan 
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Pemerintahan Desa, Dinas Sosial, dengan Pemerintah Desa 
Wewangriu Kecamatan Malili. 
3. Bantuan Modal Usaha, Pemerintah daerah Kabupaten Luwu Timur 
yang bekerja sama dengan Perusahaan PT. Vale memberikan 
bantuan modal dengan dana bergulir dan dana Program Terpadu 
Pemberdayaan Masyarakat (PTPM) yang diberikan kepada 
masyarakat . 
4. Dukungan Sarana dan Prasarana, dilakukan dengan harapan dapat 
menambah tingkat produksi/ hasil tangkap nelayan dengan 
pembangunan beberapa prasarana umum yang dapat mendorong 
dan mengembangkan kondisi perekonomian masyarakat pesisir. 
B. Faktor-faktor yang mempengaruhi peran pemerintah daerah Kabupaten 
Luwu Timur dalam pemberdayaan masyarakat pesisir di Desa Wewangriu 
antara lain yang terdapat faktor pendukung dan penghambat. 
Berikut Faktor Pendukung pemberdayaan, yakni : 
1. Partisipasi Masyarakat 
2. Keadaan Sarana dan Prasarana 
Sedangkan Faktor Penghambat pemberdayaan, yakni : 
1. Keterbatasan Anggaran 
2. Masih Rendahnya Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) 
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5.2 Saran 
Berdasarkan hasil penelitian ini dari beberapa wawancara dan observasi 
yang telah dilakukan, ada beberapa saran yang nantinya bisa menjadi sebuah 
rekomendasi dalam pemberdayaan masyarakat pesisir Di Desa Wewangriu 
pada khususnya yakni sebagai berikut: 
1. Pembinaan yang dilakukan terhadap kelompok masyarakat pesisir/ nelayan 
dari hasil penelitian ini lebih banyak ditujukan pada peningkatan 
kemampuan dan keterampilan namun perlu diperhatikan juga terkait 
bagaimana kelompok ini dalam manajemen keuangan sehingga mampu 
untuk mandiri dan memiliki kemampuan dalam mengajukan bantuan kredit 
usaha ke bank. 
2. Perlu diperhatikannya kendala-kendala yang menghambat proses 
pemberdayaan masyarakat sehingga bisa dijadikan acuan dalam program 
berikutnya. 
 
 
 
 
 
 
132 
 
DAFTAR PUSTAKA 
A. Buku 
Adi, Isbandi Rukminto, 2008, Intervensi Komunitas :Pengembangan 
Masyarakat sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat, Jakarta : 
Rajawali Press. 
Bengen, D.G.2001. Pengelolaan Sumberdaya Wilayah Pesisir Secara 
Terpadu, Berkelanjutan dan Berbasis Masyarakat. Makalah pada 
Sosialisasi Pengelolaan Sumberdaya Berbasis Masyarakat. 
Bogor, 21-22 September 2001. 
Dahuri R, J. Rais, S.P. Ginting dan M.J. Sitepu, 2008. Pengelolaan 
Sumberdaya Wilayah Pesisir dan Lautan Secara Terpadu. Cetakan 
Keempat. PT Pradnya Paramita. Jakarta. 
Haris, Syamsuddin, (Ed), 2005. Desentralisasi dan Otonomi Daerah 
Desentralisasi, Demokratisasi & Akuntabilitas Pemerintah 
Daerah), Jakarta : LIPI Press. 
Inderawati, 2006.Pengelolaan Sumberdaya Pesisir. Berbasis Masyarakat. 
Kansil, C.S.T., 1991, Pokok-pokok Pemerintahan Daerah, Jakarta : Rineka 
Cipta. 
133 
 
Radjab Mansyur, Bahan Ajar Metode Penelitian Kualitatif, Jurusan Sosiologi 
FISIP UNHAS, 2014. 
Sarjaya Wina, Penelitian Pendidikan (Jenis, Metode, dan Prosedur). Jakarta 
; Kencana, 2013. 
Tim Penyusun, Pedoman Penulisan Proposal (Usulan Penelitian) dan 
Skripsi, Prodi Ilmu Pemerintahan Jurusan Ilmu Politik dan Ilmu 
Pemerintahan FISIP UNHAS,2013. 
Salman, Darmawan, 2002. Apa dan Bagaimana Pemberdayaan Masyarakat, 
Makalah PSKMP Unhas, Makassar. 
Wiranto, T. 1999. Pokok-pokok Pikiran Pemberdayaan Masyarakat dan 
Pembangunan Daerah, Cisarua. 
--------, 1996.Konsep Pembangunan Berkelanjutan Dalam Pengelolaan 
Sumberdaya Wilayah Pesisir, PPLH-LP, IPB. Bogor. 
---------------, 2003, Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru 2),Jakarta : Rineka 
Cipta. 
B. Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah dan 
Dokumen Lainnya 
Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah 
134 
 
Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat 
dan Daerah 
  Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 22 tahun 2011 tentang 
Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Laut. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
135 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   LAMPIRAN 
  
BUPATI LUWU TIMUR 
PROVINSI SULAWESI SELATAN 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR 
NOMOR 15 TAHUN 2014 
TENTANG 
RENCANA ZONASI WILAYAH PESISIS DAN 
PULAU-PULAU KECIL KABUPATEN LUWUW TIMUR 
TAHUN 2014-22034 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
BUPATI LUWU TIMUR, 
 
Menimbang :  
1. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (3) dan Pasal (9) ayat (5)  
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir 
dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 1 Tahun 2014, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana 
Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Kabupaten Luwu Timur Tahun 
2014-2034. 
Mengingat : 
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945; 
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok 
Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013; 
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); 
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam 
Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 
Nomor 49,  Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419; 
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten 
Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270); 
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumberdaya Air (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4377); 
7. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5073); 
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 
9. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir 
dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490); 
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan 
Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
5059); 
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undnag-Undang Nomor 2 
Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, 
Tambahan lLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589); 
13. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian 
Pencemaran dan atau Perusakan Laut, (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3816); 
14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-
Undang Acara Pidana Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana 
Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5145); 
15. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 100, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4230); 
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan 
Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan 
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4737); 
17. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber 
Daya Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4779); 
18. Peraturan Pemerintajh Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan 
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 
21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103); 
19. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Kawasan Suaka Alam 
dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2011 Nomor 56, Tambahan Lembaran Nnegara Republik Indonesia Nomor 
5217); 
20. Peraturan Presiden Nomor 121 Tahun 2012 tentang Rehabilitasi Wilayah 
Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 
Nomor 266); 
21. Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2012 tentang Reklamasi di Wilayah 
Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (Beritas Negara Republik Indonesia Tahun 
2012 Nomor 267); 
22. Peraturan Daerah Proovinsi Sulawesi Selatan Nomor 6 Tahun 2007 tentang 
Pengelolaan Laut dan Pulau-pulau Kecil (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi 
Selatan Tahun 2007 Nomor 6); 
23. Peraturan Daerah Provinsi Sulawei Selatan Nomor 9 Tahun 2009 tentang 
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2029 
(Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 Nomor 9); 
24. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timue Nomor 7 Tahun 2011 tentang 
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2011-2031 
(Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan 
Lembaran Dawrah Kabupaten Luwu Timur 38); 
25. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 22 Tahun 2011 tentang 
Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Laut (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu 
Timur Tahun 2011 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu 
Timur 48); 
26. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 1 Tahun 2014 tentang 
Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu 
Timur Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu 
Timur 80), 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dengan Persetujuan Bersama 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DARAH 
KABUPATEN LUWU TIMUR 
Dan 
BUPATI LUWU TIMUR 
MEMUTUSKAN : 
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA ZONASI WILAYAH 
PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2014-
2023 
 
BAB I 
KETENTUAN UMUM 
Pasal 1 
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah Kabupaten Luwu Timur 
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara 
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan 
yang menjadi kewenangan daerah otonom. 
3. Pemerintah Daerah adalah penyelenggara daerah dan urusan pemerintahan 
oleh Pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas 
otonomi da tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam 
sistem dan prinsi Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana 
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945. 
4. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang 
kekuasaan pemerintahan negara Kesatuan Republik Indonesia yang dibantu 
oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 
5. Bupati adalah Bupati Luwu Timur. 
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah 
lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur 
penyelenggara Pemerintah Daerah. 
7. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Kabupaten Luwu 
Timur. 
8. Masyarakat pesisir adalah kumpulan dari kelompok-kelompok komunitas 
masyarakat yang berdiam di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di sekitar 
Kabupaten Luwu Timur. 
9. Pemangku kepentingan atau stakeholders adalah para pengguna sumber 
daya pesisir yang mempunyai kepentingan langsung dalam mengoptimalkan 
pemanfaatan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil, seperti nelayan 
tradisional, nelayan modern, pembudidaya ikan, pengusaha, pariwisata, 
pengusaha perikanan, dan masyarakat pesisir. 
10. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang lautan, dan ruang 
udara sebagai satu kesatuan wilayah tempat manusia dan makhluk lainnya 
hidup dan melakukan kegiatan serta memelihara kelangsungan hidupnya. 
11. Kawkasan adalah bagian Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil yang 
memiliki fungsi tertentu yang ditetapkan berdasarkan kriteria karakteristik fisik, 
biologi, sosial, dan ekonomi untuk dipertahankan keberadaannya. 
12. Kawasan Pemanfaatan Umum adalah bagian dari Wilayah Pesisir dan Pulau-
Pulau Kecil yang ditetapkan peruntukannya bagi sektor kegiatan. 
13. Zona adalah ruang yang penggunaannya disepakati bersama antara berbagai 
pemangku kepentingan dan telah ditetapkan status hukumnya. 
14. Zonasi adalah suatu bentuk rekayasa teknik pemanfaatan ruang melalui 
penetapan batas-batas fungsional sesuai dengan potensi sumberdaya dan 
daya dukung serta proses-proses ekologis yang berlangsung sebagai satu 
kesatuan dalam ekosistem pesisir. 
15. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap 
unsur terkait yang batas, dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek 
administartif dan atau aspek fungsional. 
16. Wilayah Pesisir adalah daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut 
yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut. 
17. Pulau-Pulau Kecil adalah kumpulan beberapa pulau kecil dengan luas kurang 
lebih 2.000 km2 atau lebarnya kurang dari 10 km, beserta kesatuan 
ekosistem di sekitar yang terpisah dari pulau induk, yang membentuk 
kesatuan ekosistem dengan perairan dis ekitarnya. 
18. Peairan Pesisir adalah laut yang berbatasan dengan daratan meliputi perairan 
sejauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai, perairan yang 
menghubungkan pantai dan pulau-pulau, estuari, teluk, perairan dangkal, 
rawa payau, dan laguna. 
19. Sempadan sungai adalah kawasan sepanjang kiri dan kanan sungai, 
termasuk sungai buatan/kanal/saluran irigasi primer, yang mempunyai 
manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai. 
20. Sempadan pantai addalah daratan sepanjang tepian yang lebarnya 
proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai, minimal 100 (seratus 
meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat. 
21. Kawasan sempadan pantai kawasan tertentu sepanjang pantai yang 
mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi 
pantai. 
22. Konservasi wilayah pesisir adalah upaya perlindungan, pelestarian, dan 
pemanfaatan wilayah pesisir serta ekosistemnya untuk menjamin 
keberadaan, ketersediaan, dan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas 
nilai dan keanekaragamannnya. 
23. Kawasan konservasi di wilayah pesisir adalah kawasan pesisir dengan ciri 
khas tertentu yang dilindungi untuk mewujudkan pengelolaan wilayah pesisir 
secara berkelanjutan. 
24. Rehabilitasi sumber daya pesisir adalah proses pemulihan dan perbaikan 
kondisi ekosistem atau populasi yang telah rusak walaupun hasilnya berbeda 
dari kondisi semula. 
25. Daya dukung wilayah pesisir adalah kemampuan wilayah pesisir untuk 
mendukung perkehidupan manusia dan makhluk hidup lain. 
26. Daya dukung ekosistem dalam konteks ekologi adalah jumlah populasi 
komunitas yang dapat didukung oleh sumber daya dan jasa yang tersedia 
dalam suatu ekosistem. 
27. Dampak besar adalah terjadinya perubahan negatif fungsi lingkungan dalam 
skala yang luas dan intensitas lama, yang diakibatkan oleh suatu usaha 
dan/atau kegiatan di wilayah pesisir. 
28. Pencemaran pesisir adalah masuknya atau dimasukannya makhluk hidup, 
zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan pesisir akibat 
adanya kegiatan orang sehingga kualitas pesisir turun sampai ke tingkat 
tertentum yang menyebabkan lingkungan pesisir tidak dapat berfungsi sesuai 
dengan peruntukannya. 
29. Pantai berhutan bakau adalah kawasan pesisir laut yang merupakan habitat 
alami hutan mangrove yang berfungsi memberikan perlindungan kepada 
perkehidupan pantai dan laut. 
30. Kawasan rawan bencana adalah kawasan yang sering atau berpotensi tinggi 
mengalami bencana alam. 
31. Kawasan perindustrian adalah kawasan yang diperuntukkan bagi industri, 
berupa tempat pemusatan industri. 
32. Kawasan pariwisata adalah kawasan dengan luas tertentu yang dibangun 
atau disediakan untuk memenuhi kebutuhan pariwisata. 
33. Kawasan pemukiman adalah kawasan yang diperuntukkan bagi pemukiman. 
34. Sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil adalah sumber daya alam hayati, 
sumber daya non hayati, sumbe daya buatan, dan jasa-jasa lingkungan. 
35. Sumber daya buatan meliputi instruktur laut yang terkait dengan kelautan dan 
perikanan, dan jasa-jasa lingkungan berupa keindahan alam, permukaan 
dasar laut tempat instalasi bawah air, yang terkait dengan kelautan dan 
perikanan, serta energi gelombang laut yang terdapat di wilayah pesisir. 
36. Ekosistem adalah kesatuan komunitas tumbuh-tumbuhan, hewan, organisme, 
dan non organisme lain serta proses yang menghubungkan dalam 
membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas. 
37. Bioekoregion adalah bentang alam yang berada di dalam satu hamparan 
kesatuan ekologis yang ditetapkan oleh batas-batas alam, seperti daerah 
aliran sungai, teluk, dan arus. 
38. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan 
yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya 
pesisir dan pulau-pulau kecil yang tersedia, 
39. Rencana pengelolaan adalah rencana yang memuat susunan kerangka 
kebijakan, prosedur dan tanggung jawab dalam rangka koordinasi 
pengambilan keputusan di antara berbagai lembaga/instansi pemerintah 
mengenai kesepakatan penggunaan sumber daya atau kegiatan 
pembangunan di zona yang ditetapkan. 
40. Rencana aksi adalah tindak lanjut rencana pengelolaan wilayah pesisir dan 
pulau-pulau kecil yang memuat tujuan, sasaran, anggaran dan jadwal untuk 
satu atau beberapa tahun ke depan secara terkoordinasi, untuk 
melaksanakan berbagai kegiatan, yang diperlukan oleh instansi pemerintah, 
pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lainnya, guna mencapai hasil 
pengelolaan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil di setiap kawasan 
perencanaan. 
41. Pengelolaan wilayah pesisir adalah suatu proses perencanaan, pemanfaatan, 
pengawasan, dan pengendalian sumber daya pesisir, antar sektor, antara 
pemerintah dan pemerintah daerah, antara ekosistem darat dan laut,serta 
antara ilmu pengetahuan dan manajemen untuk meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat. 
42. Perencanaan pengelolaan wilayah pesisir adalah suatu proses penyusunan 
tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur kepentingan di 
dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya pesisir yang 
ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu 
lingkungan wilayah atau daerah dalam jangka waktu tertentu. 
43. Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang selanjutnya 
disingkat RSWP3K adalah rencana yang memuat arah kebijakan lintas sektor 
untuk kawasan perencanaan pembangunan wilayah pesisir dan pulau-pulau 
kecil melalui penetapan tujuan, sasaran, dan strategi  yang luas, serta target 
pelaksanaan dengan indikator yang tepat untuk memantau pelaksanaannya. 
44. Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang selanjutnya 
disingkat RZWP-3-K adalah rencana yang menentukan arah penggunaan 
sumber daya tiap-tiap satuan perencanaan,disertai dengan penetapan 
struktur dan pola ruang pada kawasan perencanaan di wilayah pesisir dan 
pulau-pulau kecil, yang memuat kegiatan yang boleh dilakukan dan tidak 
boleh dilakukan , serta kegiatan yang hanya dapat dilaksanakan setelah 
memperoleh izin. 
45. Konsultasi publik adalah suatu proses penggalian dan dialog masukan, 
tanggapan  dan sanggahan antara pemerintah daerah dengan pemerintah, 
dan pemangku kepentingan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang 
dilaksanakan antara lain melalui rapat, masyarakat/rembug desa, dan 
lokakarya. 
46. Pemangku kepentingan (stakeholders) adalah para pengguna sumberdaya 
pesisir yang mempunyai kepentingan langsung maupun tidak langsung, 
meliputi unsur pemerintah daerah, nelayan tradisional, nelayan dengan 
peralatan modern, pembudidaya ikan, pengusaha wisata bahari, pengusaha 
perikanan dan masyarakat pesisir. 
47. Pemberdayaan masyarakat adalah upaya pemberian fasilitas, dorongan, 
dukungan, pendampingan, atau bantuan kepada masyarakat pesisir agar 
mampu menentukan pilihan dan berdaya dalam meningkatkan pemanfaatan 
sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil secara berkelanjutan. 
48. Masyarakat pesisir adalah kesatuan sosial yang bermukim di wilayah pesisir, 
yang mata pencahariannya berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya 
pesisir, terdiri dari masyarakat adat dan masyarakat lokal, meliputi nelayan, 
bukan nelayan dan pembudidaya ikan. 
49. Masyarakat adalah kesatuan sosial yang terkait secara garis keturunan dan 
wilayah tempat tinggal, atau hanya terikat secara garis keturunan yang 
menetap di wilayah pesisir, dan mempunyai hubungan timbal balik dengan 
sumber daya pesisir, serta memiliki sistem nilai dan norma-norma yang 
ditegakkan melalui lembaga adatnya. 
50. Masyarakat lokal adalah kesatuan sosial yang terikat secara teritorial dengan 
wilayah pesisir, waktu kedatangannya masih dapat ditelusuri dan mempunyai 
hubungan timbal balik dengan sumber daya pesisir. 
51. Kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur yang masih berlaku dalam tata 
kehidupan masyarakat. 
52. Hinterland adalah daerah penyokong atau penyuplai kebutuhan masyarakat 
kota. 
53. Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disingkat 
PPNSD adalah Pejabat PPNSD sebagaimana dimaksudkan dalam Kitab 
Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang berada di Daerah 
yang diberi khusus oleh Peraturan Perundang-undangan untuk melakukan 
penyidikan terhadap pelanggaran peraturan daerah. 
 
BAB II 
ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP 
Bagian Kesatu 
Asas 
Pasal 2 
RZWP-3-K Daerah disusun berdasarkan : 
a. Kesejahteraan; 
b. Keadilan; 
c. Keberlanjutan; 
d. Keterpaduan; 
e. Konsistensi; 
f. Kepastian hukum; 
g. Keterbukaan; 
h. Akuntabilitas; 
i. Kemitraan; 
j. Peran serta masyarakat; 
k. Pemerataan; dan 
l. Desentralisasi 
 
Bagian Kedua 
Tujuan 
Pasal 3 
 
RZWP-3-K Daerah bertujuan untuk : 
a. Mengalokasikan ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil kedalam 
pemanfaatan yang sesuai dengan peruntukannya; 
b. Membagi kawasan menjadi zona dan sub zona pemanfaatan yang sesuai 
dengan prioritas pembangunan di kawasan tersebut. 
c. Menyusun zona dan sub zona pemanfaatan yang sesuai dengan potensi 
sumberdaya, daya dukung ekosistem, sesuai dengan prioritas 
pembangunan di masing-masing kawasan tersebut; 
d. Mengoptimalkan pemanfaatan ruang dalam berusaha dan pengembangan 
investasi melalui mekanisme perizinan yang jelas dan tepat; dan 
e. Terciptanya kepastian hukum dalam pemanfaatan wilayah pesisir dan 
pulau-pulau kecil. 
Bagian Ketiga 
Ruang Lingkup 
Pasal 4 
Ruang Lingkup RZWP-3-K Daerah meliputi : 
a. Wilayah dan kurun waktu Perencanaan Zonasi; 
b. Kebijakan dan strategi pengembangan zoonasi; 
c. Struktur ruang zonasi; 
d. Pola ruang zonasi; 
e. Hak, kewajiban dan peran serta masyarakat; dan 
f. Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang 
 
BAB III 
PERENCANAAN ZONASI 
Pasal 5 
 
(1) Wilayah Perencanaan Zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a 
meliputi Kecamatan : 
a. Malili; 
b. Angkona; 
c. Wotu; dan 
d. Burau serta perairan sekitarnya sejauh 4 mil atau 1/3 (sepertiga dari batas 
12 mil kewenangan pengelolaan Provinsi Sulawesi Selatan. 
(2) Batas Perencanaan Zonasi sebagaimana dimaksud pata ayat (1) meliputi 
garis pantai sepanjang kurang lebih 118,65 Km. 
(3) RZWP-3-K Daerah berlaku selama 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak 
ditetapkan dan dapat ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun. 
 
BAB IV 
PENGEMBANGAN ZONASI 
Bagian Kesatu 
Kebijakan Pengembangan 
Pasal 6 
 
(1) Kebijakan Pengembangan RZWP-3-K Daerah sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 4 huruf b meliputi rencana pengembangan : 
a. Kawasan pemanfaatan umum; 
b. Kawasan konservasi; dan 
c. Alur transportasi/pelayaran. 
(2) Kebijakan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) huruf a meliputi 
kebijakan pengembangan : 
a. Pemanfaatan Daerah; 
b. Zona Pariwisata; 
c. Zona Budidaya Perikanan; 
d. Zona Perikanan Tangkap; 
e. Zona Fungsi Pengolahan dan Pemasaran; dan 
f. Zona Kawasan Pelabuhan 
(3) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi kebijakan 
pengendalian, pelestarian dan rehabilitasi Zona Lindung, untuk ekosistem 
Mangrove, Lamun, dan Terumbu Karang. 
(4) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi kebijakan 
pengembangan sistem jaringan transportasi alur laut dan sungai. 
 
Bagian Kedua 
Strategi Pengembangan 
Pasal 7 
Strategi pengembangan zona Pemanfaatan Daratan meliputi Pemukiman Pesisir, 
Kebun danb Ladang, Hutan, Sawah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) 
huruf a meliputi: 
a. Mengendalikan pertumbuhan permukiman penduduk, serta menata dan 
meningkatkan kualitas lingkungan permukiman penduduk sesuai 
kepadatannya, khususnya di daerah pesisir, tepi pantai, dan sepanjang 
daerah aliran sungai; 
b. Memantapkan faktor-faktor penunjang dalam upaya mencapai sasaran 
pembangunan permukiman, seperti pelayanan perizinan, penyediaan lahan 
dan prasarana kepada masyarakat yang membangun rumah swadaya, 
pembentukan kelembagaan pembiayaan perumahan dan permukiman; 
c. Mendorong pengembangan sistem pendukung perumahan secara berhierarki, 
terpadu dan ramah lingkungan guna peningkatan kualitas lingkungan 
permukiman pesisir; 
d. Menyiapkan infrastruktur khusus dalam rangka mitigasi bencana, khususnya 
untuk kepentingan evakuasi dan penyelamatan berupa jalur khusus (escape 
road) dan meeting point pada zona-zona permukiman yang rawan bencana; 
e. Memetakan, menata batas dan menetapkan serta mensosialisasikan 
kawasan-kawasan hutan lindung. 
f. Mengamankan dan merehabilitasi daerah-daerah tangkapan air serta 
sempadan; 
g. Menyusun rencana pengelolaan untuk daerah penyangga pada daerah 
tangkapan air di hulu sungai; 
h. Mengembalikan areal hutan yang telah mengalami kerusakan melalui 
rehabilitasi, reboisasi, dan konservasi; 
i. Mengendalikan kegiatan pemanfaatan sumber daya hutan produksi; 
j. Mengendalikan kegiatan budidaya hutan; 
k. Mencegah, memantau dan mengendalikan kegiatan budidaya di areal hutan 
lindung; 
l. Melibatkan masyarakat secara aktif dalam menjaga dan melestarikan 
kawasan hutan lindung; 
m. Memetakan dan memantapkan lahan sawah beririgasi teknis dan lahan 
produktif lainnya;  
n. Mengembangkan sentra-sentra produksi komoditas pertanian dan 
perkebunan yang ramah lingkungan; dan 
o. Meningkatkan kemampuan sumberdaya manusia aparat pengelola pertanian 
dan perkebunan serta memberdayakan petani. 
 
Pasal 8 
Strategi Pengembangan Zona Pariwisata sebagaimana di maksud dalam Pasal 6 
ayat (2) huruf b meliputi : 
a. Menyediakan alokasi lahan yang strategis dengan daya tarik tinggi dan daya 
dukung memadai, serta aman untuk kegiatan pengembangan pariwisata 
bahari/pantai secara terpadu dan berkelanjutan; 
b. Menyusun, menetapkanm dan mensosialisasikan rencana pengelolaan 
pariwisata bahari/pantai secara terpadu dan berkelanjutan; 
c. Mengembangkan paket-paket objek wisata, dengan menggali kearifan lokal 
dan keunikan tradisi budaya lokal; 
d. Menata infrastruktur sarana penunjang pariwisata bahari/pantai secara 
terpadu, dengan tetap memperhatikan kelestarian ekosistem pesisir laut dan 
pulau-pulau kecil,serta keasrian lingkungan pantai dan tatanan sosial budaya 
masyarakat setempat; 
e. Memantau aktifitas pariwisata bahari/pantai serta mengendalikan dampak 
negatif dari kegiatan pariwisata bahari/pantai, guna mencegah rusaknya 
ekosistem pesisir laut dan pulau kecil yang diakibatkan oleh pembuangan 
sampah dan pencemaran daari aktivitas pembangunan lainnya ; dan 
f. Melibatkan dan memberdayakan masyarakat lokal dalam pengembangan 
usaha dan pariwisata bahari/pantai.  
 
Pasal 9 
Strategi Pengembangan Zona Budidaya Perikanan yang sesuai dengan daya 
dukung dan daya tampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c 
meliputi : 
a. Menyediakan alokasi lahan yang strategis dengan daya dukung yang 
memadai, serta aman untuk kegiatan produksi budidaya perikanan, 
termasuk pasca panen dan pemasarannya secara berkelanjutan; 
b. Mendorong pengembangan dan penataan infrasutruktur pendukung 
kegiatan produksi budidaya perikanan, hingga pasca panen, pengelolaan 
dan pemasarannya secara terpadu; dan 
c. Meningkatkan kapasitas kemampuan sumber daya manusia melalui 
pemberdayaan nelayan/pengelola/pengusaha budidaya laut dan 
perikanan tangkap secara berkelanjutan. 
 
Pasal 10 
Strategi pengembangan Zona Perikanan Tangkap yang sesuai dengan daya dukung 
dan daya tampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d meliputi : 
a. Menyediakan alokasi daerah penangkapan yang strategis untuk 
kegiatan usaha penangkapan ikan secara ramah lingkungan; 
b. Mendorong pengembangan dan penataan infrastruktur pendukung 
kegiatan produksi perikanan tangkap, hingga pengolahan dan 
pemasarannya secara terpadu; dan 
c. Meningkatkan kapasitas kemampuan sumber daya manusia melalui 
pemberdayaan nelayan/pengelola/pengusaha perikanan tangkap 
secara berkelanjutan. 
 
BAB V 
STRUKTUR RUANG ZONASI 
 
Bagian Kesatu 
Umum 
Pasal 15 
 
Struktur Ruang RZWP-3-K Daerah terdiri dari rencana : 
a. Pusat Satuan Kawasan Perikanan; 
b. Pusat Pertumbuhan; 
c. Kota Tani Utama; 
d. Hinterland; dan 
e. Kota Pemasaran 
 
Bagian Kedua 
Pusat Satuan Kawasan Perikanan 
Pasal 16 
(1) Pusat Satuan Kawasan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 
huruf a memiliki fungsi sebagai : 
a. Kota perdagangan yang berorientasi ekspor ke luar daerah kawasan 
maupun ke luar dari daerah kabupaten dan provinsi; 
b. Pusat berbagai final manufacturing industri perikanan (packing), stok 
pergudangan dan perdagangan bursa komoditas; dan 
c. Pusat berbagai pelayanan (general agroindustry services). 
(2) Kota Malili ditetapkan sebagai Pusat Satuan Kawasan Perikanan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bagian Ketiga 
Pasal 17 
Pusat Pertumbuhan 
 
(1) Pusat pertumbuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b 
memiliki fungsi sebagai : 
a. Pusat perdagangan wilayah yang ditandai dengan adanya pasar-pasar 
grosir dan pergudangan komoditas sejenis; 
b. Pusat kegiatan agroindustri berupa pengolahan komoditas jadi dan 
setengah jadi serta kegiatan-kegiatan agribisnis; dan 
c. Pusat pelayanan agroindustri khusus, pendidikan, pelatihan dan 
pengembangan komditas unggulan. 
Kota Malili ditetapkan sebagai Pusat Pertumbuhan. 
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